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ABSTRAKSI

Konsepsi tentang Supremasi Hukum secara Yuridis ter-
sirat dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Tujuh Pokok Sis-
tem Pemerintahan, yang menyatakan bahwa negara Indonesia ber—
dasarkan atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasar atas
kekuasaan belaka (machtstaat). Apabila dihubungkan dengan
Teori Negara Hukum, maka dipeoleh prinsip-prinsip surpremasi
hukum, wyaitu adanya jaminan hak-hak asasi manusia, adanya
pembagian kekuasaan, dalam pemerintahan yang berdasar atas
hukum dan adanya kekuasaan kehakiman vang merdeka.

Kejaksaan/Jaksa Agung sebagai salah satu sub sistem
peradilan pidana (sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum
Pidana) mempunyai tugas dan kedudukan vang sangat strategis
dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Akan tetapi
pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pada saat sekarang
masih jauh dari yang diharapkan.

Tesis dengan judul KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI TU-
GAS DAN KEDUDUKAN KEJAKSAAN/JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PERADII-
AN PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN SUPREMASI HUXKUM DIINDONESIA me—
rupakan penelitian normatif mengenai sejauhmana kebijakan
legislatif tusgas dan kedudukan Kejaksaan/Jaksa Agung dalam
UU No. 15 Tahun 1961 dan UU No. 5 Tahun 1991 sudah menjamin
terwujudnya supremasi hukum di Indonesia dan bagaimanakah ke-
bijakan legislatif mengenai tugas dan kedudukan Kejaksaan/
Jaksa Agung pada masa yvang akan datang untuk mewujudkan su-
premasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, diperocleh kesimpulan
bahwa :

1. Kebijakan Legislatif mengenai tugas dan kedudukan Kejak-
saan/Jdaksa Agung dalam UU No. 15 Tahun 1981 dan UU No.
5 Tahun 1991 belum menjamin terwujudnya supremasi hukum
di Indonesia karena bertentangan dengan prinsip-prinsip
supremasi hukum itu sendiri, yvaitu formulasi terhadar
rengertian dan kedudukan Kejaksaan/Jaksa Agsung secara in-
stitusional dan personal dibawah dua kelembagaan tinggi
negara U0 No. 15 Th. 1961 dan UU No. 5 Tahun 1891 ber-
tentangan dengan prinsip pembagian kekuasaan, formulasi
terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan oleh
Departemen Kejaksaan/Menteri Jaksa Agung (Uu No. 15
Tahun 1961) dan oleh Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri bertentangan dengan prinsip kekuasaan
kehakiman yang mandiri dan adanya formulasi dalam menja-—
lankan tugasnya Kejaksaan akan selalu menjunjung tinggi
HAM dan Hukum (UU No. 15 Tahun 1981) dihapuskan dalam UU
No.b5 +tahun 1991 sehingga prinsip adanya Jaminan terha-
dap HAM menjadi hapus.

2. Kebijakan legislatif mengenai tugas dan kedudukan XKejak-
saan/Jaksa Agung pada masa yvang akan datang (ius consti-
tuendum) sudah mengacu kepada prinsip-prinsip supremasi
hukum, seperti formulasi tentang Kejaksaan/Jaksa Agung
vang bukan lagi sebagai alat negara akan tetapi merupakan
pejabat negara, Juga prinsip kemandirian dalam melak-
sanakan tugasnya. Hal-hal yvang secara tegas belum dan
harus diatur dalam UU Kejaksaan yang akan datang adalah :




Secara Substansial, meliputi formulasi terhadap
tugaa dan kedudukan Kejaksaan/Jaksa Agung dalam
Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Ketatanegaraan,
formulasi terhadap kemandirian, formulasi terhadap
syarat/kualifikasi untuk dapat diangkat menjadi
Jaksa Agung dan Sinkronisasi dengan UU vang lain.
Secara sosial, meliputi dasar hukum untuk menyidik
atau menuntut trend kejahatan masa depan seperti
WCC, Computer Crime, Cyber Crime dan terhadap
kejahatan yang melibatkan Presiden, peninjaun kembali
kedudukan Kejaksaan dalam Kemuspidaan (otonomi daerah)
dan antisipasi terhadap SDM Kejaksaan.




ABSTRACT

Juridically, supremacy of Law conception implicite in
the Explanation of the Constitution (UUD 1945) about seven
principles of the Govermment system. First Principle said
that Indonesia was a state that based by law (rechtstaat)
and wasn’t base by power (machtstaat). If it was related
by Rule of Law theory, it would have the principles su-—
premacy of law. There were human rights insurence, division
of power, government activities based- by the law and
independence and impartial Judiciary power.

Publiec Prosecutor 0Office / Attorney General is a
part of the criminal Jjustice system (criminal Judiciary
power system) has a very strategic duties and existency to
realize supremacy of law. But aplication of the duties and
Existency coldn”t hope to realize supremacy of law.

Thesis with title : LEGISLATIVE POLICY ABQUT
PUBLIC PROSECUTION/ATTORNEY GENERAI, DUTIES AND EXISTENCY
IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TO REALIZE SUPREMACY OF
LAW IN INDONESIA is a normative research. It talks about how
far legislative policy about public prosecutor office /
attorney general duties and existency in the c¢riminal
Justice system ensure supremacy of law realization and how
it will formulate in the future.

Based the result of research, it conclude that :

1. lLegislative Policy about Public Prosecutor Office /
Attorney General dities and existency in the Act.
No.15/1961 and Act. No.5/1991 doesn”t ensure to realize
supremacy of law yet, because there are contradig} with
supremacy of law oprinciples itself, i.e : formulation

~about concept and existency Public Prosecutor Office /
Attorney General in both of Act that regulate, it is
institusionally and personally exist under the two states
institution (excecutive and judicative power) contradict
with the division - of power principle, formulation
about aplication duties and existency Public Prosecutor /
Attorney General by Public Prosecutor Department/Attorney
General (Act. No. 15/1961), and by Attorney General
Office, Provincial Attorney office and district attorney
office (Act No. 5 / 1991) contradict with the impartial
and independence judiciary power, and there is no formu-
lation about insurence human rights in their duties
applicaations.

2. Legislative Policy  about Public Prosecutor Office [/

Attorney General in the criminal Justice system in
the future ( Public Prosecutor Act Draft. 2001) was based
the supremacy of law principles. There are : formulation
about the existency Public Prosecutor Qffice / Attorney
General doesn’t under the excecutive prower (division
of power principle) and independence and impatial from it
(independence and impartial judiciary system principle).
But there were not and had to regulated them, ie. formula-—
tion about existency of Public Prosecutor Office /
Attorney General in the state Institusion system, Attorney
General Qualification, and social politic change antici-
pation,like ciminal trend in the future, ete.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum {recht-
staat) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (macht-
staat) merupakan arah politik hulkum bangsa Indonesia vyang
digariskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
angka satu tentang Sistem Pemerintahan Negara. Hal ini
mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerin-
tahan dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksa-—
nakan tindakan apapun harus didasari dan dapat dipertang—
gung-jawabkan secara hukum. Negara hukum vyang dimaksud
bukanlah sekedar negara hukum dalam arti formal, tetapi
negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam
arti material dimana setiap tindakan negara harus memper-
timbangkan dua kepentingan yaitu kegunaan (doelmatigheid)
dan landasan hukumnya (rechmatigheid). 1

Politik hukum tentang Negara Indonesia adalah
negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan
negara yang berdasar atas kekuasaan belaka . (machtstaat)
tersebut diwujudkan dalam antara lain tahapan Pembangu-

nan Lima Tahunan (PELITA) melalui Garis-Garis Besar

1. M. Solly Lubis, Pembahasan Undang—Undang dasar 1945,
Fenerbit Alumni, Bandung, 1972, hal.&d.
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Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 — 2004,
arah dan kebijakan pembangunan di bidang hulkun menjadi
prioritas tersendiri sama dehgan prioritas bidang lain
seperti ekonomi, politik, agama, pendidikan, =sosial bu-
daya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan
hidup serta pertahanan dan keamanan. 2

Dalam simposium tentang Indonesia Negara Hukum
tanggal 7 Mei 1966, diperbleh kesimpulan tentang ciri-ciri

negara hukum yang meliputi :

“l. Pengakuan dan prerlindungan Hak Asasi Manusia,
vang mengandung persamaan dalam bidang rolitik,
hukum, sosial, ekonomi, kultural dan rendi-
dikan :

2. Peradilan vang bebas tidak memihak, tidak di-
pengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain
apapun ;

3. Legalitas_ dalam arti hukum dalam semua ben-
tuknya. " 3

2. TAF  HMPR No.IV/MPR/199%7 tentang Garis—Baris Besar
Haluan Negara (BBEHN) Tahun 1999-2004 menentukan arah kebiia—
Lan bidang hukum menjadi sepuluh, antara lain dalam poin 4.
mewuiddkan lembaga peradilan vang mandiri dan bebas dari
pengaruh penguasa dan pihak manapun. uraian lebih lanjut
dapat dibaca dalam Ketetapan—Ketetapan MPR RI Hasil Sidang
Unmum MPR. RI Tahun 1999, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakar-
ta, 199% hal. &0,

-

Fa Satya Arimnanto, Negara Hukum Peradilan Tata Usaha
Negara dan Peranan Hakimnva, Majalah Hukum dan Fembanaunan
No. 2 Tahun XXII April 1992, Universitas Indanesia, Jakarta,
1992 hal. 1356. '

[-J




A. Mukti Arto, dengan mendasarkan pada teori-
teori mengenai negara hukum dari Frederich Julius Stahl, 3
Paul Scholten, 4, Friedman, 5 AV. Dicey, 6 dan Sri

Soemantri, 7 dihubungkan dengan negara hukum Indonesia

-

G. Frederich Julius Gtahl berpendapat bahwa negara

hukum dalam arti formal mengandung unsur—unsur bsrupa : A
pengakuan terhadap haka asasi manusia, b. pemisahan
kekuasaan negara, . pemerintahan berdasarkan undang—-undang,
dan d. Peradilan Administratif, uraian Isbih lanjut haca

Wahjona, Fadmo, Pembangunan Hukum Indonesia, INDHILL Co.,
Jakarta, 1989, hal.30.

4. Faul Scholten berpandangan bahwa unsur—unsur  negara

hukum  itu dalah @ a. diakuinya hak—-hak asasi manusia, b
adanya pemisahan kekuasaan, c. adanva pemerintahan yang
berdasarkan undang—-undang, uvraian lebih lanjut bacs Azhary,

Muhamad Tahir, Negara hukum  Suatu Studi  Tentang Prinsip-—
prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinva
pada periode Negara Madinah dan_Masa Kini, Bulan EBintang,
Jakarta, 19792, hal.%.

2. Menurut Friedman pNegara Hukum identik dengan Rule
of Law. Istilah Rechtstaats menurut Friedman mengandung arti
pembatazan kekuasaan negara oleh hubum, wraian lebih lanjut
baca Friedman, Lawrence, M., The tegal Theory, Stern &
Sou Limited London, 19&460, p.4356.

. AV, Dicey berpendapat babwa unsur—unsur Fule af
law adalah @ a. SBupresmasi hukum dalam arti tidak boleh ada
kesewenang-wenagan. Seseorang hanya bisa dihakom jika melang-
gar  hukum. dan b. Kesamaan warga negara di dalam hukum baik
dari rakyat biasa maupun bagi pejabat dan terjaminnya hak—hak
asasi manusia oleh undang—undang dan keputusan pengadilan,
uraian lebih lanjut baca, Mahmud MD. s Mohamad, Dempkrasi
dan Konstitusi, Liberty, Yogvakarta, 1993, hal.i%.

7. Sri Soemantri berpendapat bahwa negara hukum terdiri
dari empat unsur, vaitu 1 a. Bahwa Pemerintah dalam melaksa-
nakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hubkum atau
peraturan parundang-undangan, b. Adanya Jaminan terhadap
hak—halk asasi manusia {(warga negara), o. Adanya pembagian
kekuasaan dalam negara, dan d. Adanya pengawasan dari badan-—
badan peradilan (rechtelijke controle), uraian lebih lanjut

baca dalam,. Bunga Rampai Hukum Tata Negara. Alumni, Bandung.
1992, hal.l0. '




vang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dapat
ditemukan unsur—unsur negara hukum sebagai berikut :
"a. Adanya pengakuan terhadapr Jaminan hak—hals
asasi manusia

b. Adanya pembagian kekuasaan

c. Dalam melaksanakan tugas dan kewaJibannya
Pemerintah harus selalu berdasar atas hukum
vang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak
tertulis '

d. Adanva kekuasaan kehakiman vang dalam menja-
lankan kekuasaannya bersifat merdeka artinya
terlepas dari pengaruh kekugsaan pemerintah
maupun kekuasaan lainnya. "

Penegasan mengenai Indonesia adalah negara yang berdasar
atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasar atas kekuasaan
belaka (machtstaat) sebagaimana tersebut dalam penjela-
san UUD 1945 angka satu adalah berbeda dengan bunyi Pasal
1 Undang-Undang Dasar Republik -Indonesia Serikat
(Konstitusi RIS) 1948 yang menegaskan bahwa : " Republik
Indonesia Serikat vang merdeka dan berdaulat ialah suatu
negara hukum vang demokratis dan berbentuk federasi ".
Sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dalam Pasal
1 Juga menegaskan bahwa : "Republik Indonesia vyang
merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demok-

ratis dan bebrbentuk kesatuan ". Jelaslah bahwa UUD RIS

(Konstitusi RIS) dan UUDS 1850 mempergunakan konser

8. Arto, A. Mukti, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung,
Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Aqung  Untuk Memban—
qun _Indonesia baru, Fustaka Felajar, Yogyakarta, 2001 hal.
18-19.




"demokratise rechtstaat”, hal tersebut berbeda dengan
konsep yang dianut oleh UUD 1945. °

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masalah
Peradilan yang bebas tidak memihak dan tidak dipengaruhi
oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun sebagai salah
satu ciri khas suwatu negara yang berdasarkan hukum dalam

Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 dan 25. Paszal

24 ayat (1) menyatakan : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan
oleh suatu Mahkamah Agung dan lain-lain badan-badan
kehakiman menurut undang-undang “. Ayat (2) menyatakan -
"Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur
dengan undang-undang . Sedangkan Pasal 25 UUD 1945
menyatakan ; "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diber-
hentikan seﬁagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang .

Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1845 menegaskan
bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan vang
merdeka artiﬁya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerin-
tah, berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam
undang-undang tentang kedudukan para Hakim.

Pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 @ dan

25 UUD 1945 beserta penjelasannyva dirumuskan dalam Uu
No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentaun Pokok
Kekuasaan Kehakiman Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2

sebagai berikut

7. Untubk uraian  l1ebih mendalam baca Nahjonm; Fadmo,
Indonesia _Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia,
dakarta 1984, hal.7-332.
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Pasal 1 UU No.14 Tahun 1970

" Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara vang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
dan demi terselenggaranva negara hukum Republik

Indonesia

Pasal 2 UU No.14 Tahun 1970. :

“(1). Penyelenggaraan kekvasaan kehakiman tercantum

dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan
Peradilan dan ditetapkan dengan undang-un-
dang, dengan tugas pokok menerima, memerik-
sa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yvang diajukan kepadanyva ;

(2). Tugas lain daripada yang tersebut pada ayat
(1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan
peraturan perundangan .

Berdasarkan pengertian dalam UUJ No.14 Tahun 1870
terzsebut, maka terlihat bshwa kekuasaan kehakiman telah
ditafsirkan secara sempit dan diidentikan dengan "Kekuasa-
an peradilan/kekuasaan mengadili” (lihat pasal 1 avat
(1) dan Pasal 2 UUJ No.1l4 Tahun 1970). Padahal secara
luas pengertian kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan /
kewenangan untuk menegakan hukum baik hukum pidana maupun
hukum perdata. Dalam sistem kekuasaan/kewenangan
menegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman
dibidang hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief diwujud-
kan dalam empat sub sistem yvaitu : 1. Kekuasaan/kewenan-
gan penyidikan ; 2. EKekuasaan/kewenangan penuntutan ;
3. Kekuasaan/kewenangan mengadili dan menjatuhkan pemida-
naan dan 4. Kekuasaan/kewenangan pelaksanaan/eksekusi
pidana. EKeempat tahapr (sub-sistem) itu merupakan satu

kesatuan sistem penegakan hukum vang integral' atau

gering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana




(SPP) yang terpadu (integrated criminal Justice
system). 10
Keseluruhan proses penegakan hukum atan proses
penegakan kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana
menurut Pasal 24 UUD 1945 seyvogyanya berada di bawah
rayung Mahkamah Agung sebagai otorita tunggal dari penye-
lenggara kekuasaan kehakiman vyang merdeka dan mandiri.
Kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman harus
terwujud dalam keseluruhan proses atau sistem peradilan
pidana tidak hanya pada =alah satu sub sistem saja
yaitu pada sub sistem kekuasaan mengadili.
Kekuasasans/kewenangan penuntutan sebagai sub sistem
dalam Sistem Peradilan Pidana / Sistem Kekuasaan Kehaki-
man Bidang Hukum Pidana (SKEK-HP) berdasarkan UU No. 15
Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok EKejaksaan jo.
UU. No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
merupakan kekuasaan/kewenangan Kejaksaan (Jaksa Penuntut
Umum). Kedudukan lembaga Kejaksaan sebagai salah satu
sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) mengacu
konsepsi pasal 24 UUD 1945 adalah unik karena secara
kelembagaan/struktural termasuk ke dalam 1lingkungan dan
merupakan salah satu komponen pemerintah (eksekutif)
vang selaku penuntut umum dibebani tugas—tugas

menegakan hukum (yustisial) bersama-sama dengan badan-

10, Barda Mawawi Arief, Kebijakan legislatif Dalam
Menunjang Sistem FPeradilan Pidana vang Terpadu, Eahan
kuliah Umum pada Himpunan Mahasiswa Frogran Studi Ilmu Hukum
(HIFSIH), FH. UNPAR Bandung B April 1997.




badan peradilan vyang termasuk dalam kekuasaan vudika-
tif. 11
Peranan dan tanggung-jawab Kejaksaan (Jaksa)
dalam proses peradilan pidana sangat besar, sehingga dalam
Konggresnya yang ke delapan Perserikatan Bangsa—-Bangsa
(PBB) mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Nara-
ridana di Hawvana, Cuba pada tanggal 27 Agustus - 7
September 1990 menetapkan Guidelines on the Kules of
the Prosecutors (Pedoman PBB tentang Peranan Para dJaksa).
Salah satu konsideran Guidelines tersebut menyatakan -
" .. .Whereas prosecutor play a crucial role in
the administration of justice and rules concern-
ing the performance of their important responsi-
bilities should promote their respect for and
compliance with their above mentioned princi-
prles thus contributing to fair and eguitable
criminal Jjustice and the efffgtive protection of
citizens against crime...".
Selain itu dalam sub Status and Conditions of
Service dari Guidelines on the Rules of the Prosecutors,
Juga disebutkan kedudukan Jjaksa / kejaksaan sebagai

berikut :"prosecutor as essential agents of the adminis-

tration of Justice shall at all times maintain the

honour and dignity of their profesion'. 13
1i. Fanitia FPenyusunan Sejarah kejaksaan,, Lima Windu
Sejarah Kejaksaan 12451983, Fejaksaan Agung RI., Jakarta

L1985, hal. 49.

12, United Mations Human Rights Compilation of Inter—
national Instruments, Volume I (Fart One) liniversal Instru—
ments, Linited Nations, New York 1992, p.330.

1%, ibid.




& T.

Beban dan tanggung-jawab kejaksaan / jaksa sangat
berat dan strategis dalam rangka mewujudkan Indonesia
sebagal negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dalam
konsepsi UUD 1945. Karena rengertian negara Indonesia
adalah negara berdasar atas hukum (rechtstaat) dan
tidak  berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat) me—
ngandung pengertian bahwa kekuasaan tertinggi di dalam
negara Indonesia ialah hukum (supremasi hukum) vang
dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga
legislatif dan tidak ada suatu kekuasaan pun di Indo-
nesia vyang tidak berdasarkan hukum. 14

Dalam kaitan dengan tugas dan kedudukan kejaksaan
dalam sistem peradilan pidana, U0 No. 15 Tahun 1961 dan UU
No. 5 Tahun 1931 sebagail produk kebijakan legislatifi telah
menempatkan kejaksaan pada posisi yang unik dalam sistem
peradilan pidana dan sistem kelembagaan negara, sehingga
sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi kejak-
saan untuk mewujudkan supremasi hukum. Sementara di sisi
lain kajian—-kajian terhadap kejaksaan dalam sistem
peradilan pidana untuk mewujudkan supremasi hukum masih
sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kajian-
kajian terhadap sub sistem peradilan pidana yang lain

seperti Kepolisian dan Kehakiman.

i4. Wahyono, Fadmo, Negara Republik Indonesia, Fenerbit
Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 17-18.




B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah

di atas, maka dapat dirumuskan rermasalahan-permasalahan

sebagai berikut

1.

Sejauhmana kebijakan legislatif menegenai kedudukan
dan tugas Kejaksaan/Jaksa Agung dalam Sistem Peradilan
Pidana selama ini dapat menjamin terwujudnya supremasi
hukum di Indonesia ?

Bagaimana kebijakan legislatif yang akan datang (ius
constituendum) terhadap kedudukan Kejaksaan/Jaksa
Agung dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mewujud-

kan supremasi hukum di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1.

Untuk mengetahui kebijakan legislatif /  formulatif
mengenai kedudukan dan tugas Kejaksaan/Jaksa Agung
dalam Sistem Peradilan Pidana selama ini dalam menja-
min terwujudnya supremasi hukum Indonesia ;

Untuk mengetahui perspektif Sistem Peradilan Pidana
berdasarkan UUD 1945 dan perwujudannya dalam berba-
gai kebijakan legislatif khususnya yvang  mengatur
kedudukan Kejaksaan/Jaksa Agung dalam Sistem Pera-
dilan Pidana untuk mewujudkan supremasi hukum di
Indonesia pada masa yang akan datang (fus constituen-

dum).




D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Ilmu Hukum diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan gambaran tentang kebijakan legislatif
mengenal kedudukan dan tugas lembaga kejaksaan dalam
Sistem Peradilan Pidana untuk mewujudkan supremasi
hukum di Indonesia yang masih sedikit mendapat perha-
tian para peneliti, akademisi, praktisi dan
pakar hukum.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat Ehususnya bagi penentu kebijakan dalam merumus-
kan kedudukan dan tugas lembaga kejaksaan dalam Sistem
Peradilan Pidana untuk mewujudkan supremasi hukum di

Indonesia pada masa yang akan datang.

E. METODOLOGI PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam peneli-

tian ini adalah yuridis normatif. 15

1%, Penelitian hokum normatif adalah penelitian bk Lim
vang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data
sekunder belaka, Soelkanto, Soerjono dan Mamudji, Sri,
Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauvan Singkat, Rajawali

FPress, Jakarta, 1985, hal.l3.




Jenis penelitian hukum normatif yang akan dite-
liti adalah penelitian inventarisasi hukum positif . dan
renelitian terhadap sistematik hukum. 16

Pendekatan normatif disunakan dalam mengungkap-
kan permasalahan tentang sejauh mana kebijakan legis—
latif mengenai kedudukan dan tugas lembaga. Kejaksaan
dalam Sistem Peradilan Pidana selama ini dapat menja-
min terwujudnya supremasi hukum di Indonesia. Pendeka-
tan normatif ini Jjuga digunakan untuk mengungkapkan
bagaimana kebijakan legislatif {(merumuskan undang-
undang) tentang kedudukan dan tugas lembaga kejaksaan
dalam ©Sistem Peradilan Pidana tersebut prada masa
vang akan datang.

Untuk mempercleh gambaran yang lengkap terhadap

masalah yang akan diteliti, Penulis juga akan - meleng-

kapi penelitian ini dengan pendekatan empiris. 17
1&. Fenelitian tukum normatif dibedakan menjadi lima,
vaituy ¢« 1. Penglitian Inventarisasi Hukum Fositif ;3 2. Fene—

litian terhadap asas—asss hubum 3 Z. Penelitian untuk Mene-
mutkan  Hukum Inconcreto ;3 4. Penelitian Terhadap Sistematik
Hubkbum dan 5. Penaelitian Terhadap Taraf Sinkronisasi Varti-
kal dan Horizontal. FPenelitian terhadap sistematibk huobkum
dilakukan terhadap bahan—-bahan hukum primer dan bahan—bahan
hHukum  sekunder dengan mengacu kepada kerangka acuan yandg
terdapat dalam pengertian—pengertian dasar vyang terdapat
dalam sistem hukum, dan Fesneliti dalam melakukan pene-~
litian hukum normatif secara  otomatis emelakukan peanslitian
inventarisasi hukum positif. raian lebitn  lanjut dapat
dibaca pada Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian
Hukum dan Jurimetri., Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. Z23-2&.

17. Ilmu  hukum empiris merupakan pendukung bagi  ilmu
hukum normatif, wraian lebih lanjut baca Soekanto, Sosrjono,
Kesadaran Hukum dan  Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta,
1292, hal. 128,
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2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan
(Ilibrary research). 18 gelain penelitian perpustakaan
juga dilakukan penelitian empiris di lapangan untuk
memperoleh gambaran yang lengkap terhadap objek vang
diteliti.
Ilokasi penelitian ini adalah di Jakarta dan

Semaransg.

3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah Data

Sekunder. Data sekunder di bidang hukum meliputi :

"a. Bahan-bahan hukum primer, vang meliputi :

1. Norma dasar Pancasila ;

2. Peraturan Dasar : Batang Tubuh UuD
1945, Ketetapan MPR ;

3. Peraturan Perundang—undangan ;

4. Bahan hukum vang tidak dikodifikasikan,
misalnya hukum adat ;

5. Yurisprudensi ;

6. Traktat ;

b. Bahan-bahan hukum sekunder, vyaitu bahan-
bahan wvang erat hubungannya dengan bahan
hukum primer dan dapat membantu menganali-
sa dan memahami bahan hukum primer, yaitu -
1. Rancangan peraturan perundang-undangan
2. Hasil Karya Ilmiah para Sarjana ;

3. Hasil-hasil penelitian ;

18. Fenelitian perpustaksan bertujuan untuk  mengumpullkan

data dan informasi dengan bantuan macam—macam material
vang terdapat dalam ruang perpustakaan misalnva berupa
buku~bukya majalah, naskah—-naskah, catatan—catatan, kisah
sajarah, dokumen dan  lain—-lain, kKartono, Eartini, Pengan—
tar Metodologi Riset Sosial Mandar maju, Bandung, = 1%9%0
hal.23.




¢. Bahan-bahan hukum tertier, yvaitu bahan—bahan
vang memberikan informasi tentang bahan
primey dan sekunder, misalnya
1. Biblografi ;
2. Indeks Komulatif “. 19

DPata sekunder vyang akan diteliti dan digunakan
dalam renelitian ini meliputi bahan—-bahan hukum
primer, sekunder dan tertier yang berhubungan dengan
kebijakan legislatif mengenai kedudukan dan tugas
lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana untuk
mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, yaitu UUD
1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan,
rancangan peraturan perundang—undangan, hasil karya
ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

Untuk melengkapi data sekunder, penulis juga
melakukan wawancara dengan nara sumber yang meliputi
akademisi, praktisi hukum (Jaksa) dan Panitia Sukses
(Panses) dari Kejaksaan yang terlibat dalam penyusunan

undang—undang.
4. Metode Pengolahan Data

Data kualitatif yvang diperoleh dalam penelitian

ini diolah dengan langkah—-langkah sebagai berikut :

1%, Scemitro, Ronny Hanitiio HMetodeologi Penelitian
Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982 hal. 24-25.

14




1. Reduksi Data, 2. Display Data, dan 3. Mengambil
kesimpulan dan verifikasi. 20

Pengumpulan data, reduksi data, display data
dan pengambilan kesimpulan bukanlah sesuatu vang

berjalan linear melainkan merupakan siklus interak-

tif. 21

5. Teknik Analisa Data

Data yvang diperoleh dalam penelitian dianalisa
secara deduktif dan induktif. Analisa deduktif
digunakan pada tahapan penggunaan teori untuk
melakukan observasi dan menemukan data/fakta vyang
bersifat khusus, sedangkan data/fakta yvang bersifat
khusus menuju abstraksi/generalisasi vang bersifat
umum mengsunakan analisa induktif.

Analisis kualitatif difokuskan pada  penunju-
kan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data

pada konteksnya masing-masing. 22

20. Banvak cara vang dapat diikuti dalam nerngolahan
data kualitatif, tetapi tidak ada satu cara tertentu vandg
dapat dijadikan pegangan bagi semua penelitian. Salah = =satu
cara adalah mengikuti cara—-cara vang bersifat umum, yakni
i. Reduksi Data, 2. Display Data dan . Mengambil Kesimpulan
dan wverifikasi. Ulraian lebih laniut baca, Nasution &.
Metode Penelitian Naturalistik—Kualitatif Fenerbit Tarsito,
Bandung, 1992, hal. 1254.

21, Faisal, Banapiah, Format-Format Fenelitian Sosial,

Dasar—Dasar dan Aplikasi, Rajawali FPress, Jakarta, 1995,
hal. 270, :

f+3

. ibid.
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F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri
dari empat Bab, yvaitu Bab I Pendahuluwan, Bab II Tin-
jJauan  Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis
dan Bab IV Penutup.

Setelah Bab I sebagaimana diuraikan di atas,
selanjutnya Bab II Tinjauan Pustaka, diuraikan ten-
tang konsepsi hukum sebagai suatu sistem, sistem peradi-
lan pidana dalam perspektif UUD 1945, kedudukan kejaksaan
dalam sistem peradilan pidana, dasar hukum kejaksaan dalam
sistem peradilan pidana Indonesia, kebijakan legislatif
dalam penegakan hukum pidana dan konsepsi tentang suprema-
si hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, diuraikan
ﬁentang kebijakan legislatif mengenai tugas dan kedudukan

~kejaksaan/Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana dan

kebijakan mengenai tugas dan kedudukan kejaksaan dalam

sistem peradilan pidana untuk mewujudkan supremasi hukum
di Indonesia pada masa yvang akan datang.

| Bab IV Penutup, diuraikan tentang kesimpulan hasil

penelitian dan saran/rekomendasi | terhadap hasil peneli-

tian tersebut.

1&




BAB 1II
TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEPSI HUKUM SEBAGAI SUATU SISTEM

Pengertian / definisi tentang hukum sampai sekarang
masih  dicari dan belum ada kesamaan pendapat  diantara
para sarjana karena hukum mencakup aneka macam segi dan
aspek dan karena luasnya ruang lingkup hukum. 23 g.w.
Paton mengemukakan istilah "hukum" dapat diberi menurut
sudut pandang seorang theclog, seorang historicus, seorang
sociolog, seorang filosof, dan seorang ahli hukum. 24

Lebih lanjut dikemukakan,, pertama-tama hukum dapat
diberi definisi menurut dasarnya dalam kodrat, akal,
agama, atau etika ; kedua, menurut sumbernya dalam adat-
kebiasaan, precedent atau perundang-undangan ; ketiga,
menurut akibatnya pada kehidupan masyarskat ; keempat,
menurut metode pernyvataan formilnya atau pelaksanaan
authoritatifnya dan kelima, berdasarkan tujuan yang hendak

dicapai. 25

2. LJ. Man Apeldorn dalam Purbacaraka Furnadi  dan

Spekanto, Soerjono, Peribal Kaedah Hukum, Fenerbit Alumni
Bandung 1982 hal.l2.

24, George Whitecross FPaton, A Text Rook of Juris-—

prudence, Terjemahan Jilid I Editor Arif 8, Fenerbit Tinta
Mas, Surabaya, Tanpa Tahun, hal.F3.

i

25. ibid.




Pengertian hukum yvang sangat luas juga diakui oleh
Satjipte Rahardjo, pengetahuan tentang hukum itu sendiri
mencakup suatu wilayah vang sangat luas dan bahkan boleh
dibilang hampir tidak bertepi. Ta menjelajahi wilayah

geperti kebudayaan, ekonomi, sejarah, politik, filsafat,,

manajemen dan sosiologi. 26

Menurut Soetandyo Wigndosoebroto, sekurang-kurang-

nya terdapat lima konsepsi tentang hukum, wvaitu :

“1. Hukum adalah asas moralitas atau asas keadilan
vang bernilai universal dan menjadi bagian
inheren sistem hukum alam atau bahkan tak
Jarang dipercayva Jjuga sebagai bagian dari
kaidah-kaidah vang supranatural sifatnyva ;

2. Hukum adalah kaidah-kaidah positif vang berlaku
umum in abstracto pada suatu wakbtu tertentu dan
di suatu wilayvah tertentu dan terbit sebagail
produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik
tertentu vang berlegitimasi ataw yang acap
lebih dikenal juga sebagai hukum nasional atau
hukum negara ;

3. Hukum adalah seluruh keputusan yvang diciptakan
hakim in concreto dalam proses-proses peradilan
gsebagai bagian dari upaya hakim menvelesaikan
kasus atau perkara yvang berkemungkinan Jjuga
berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan
perkara—-perkara berikutnya ;

4. Hukum adalah institusi sosial yvang riil dan
fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyar-
akat baik dalam proses—proses pemulihan keter-
tiban adn penyelesaian sengketa maupun dalam
proses—-proses pengarahan dan pembentukan pola-
pola perilaku yang baru ;

24. FRahardio. Satjipto, Ilmuw  Hukum, Fenerbit Alumni

Bandung, 1982, hal.Z-4.




5. Hukum adalah makna-makna simbolik sebagaimana
termanifestasi dalam dan dari_gksi-aksi serta
interaksl warga masyarakat . 29

Konsep pertama, kedua dan ketiga di dalam litera-
tur-literatur disebut sebagai konsep-konsep yang normatif.
Dalam konsep normatif, hukum dikonsepsikan sebagai norma
vang harus diwuwjudkan (ius constituendum), norma yang
terwujud dalam perintah-perintah secara positif terumus
jelas (ius constitutum), maupun norma hasil cipta penuh
pertimbangan hakim Pengadilan. Sedang konsep keempat dan
kelima, adalah konsep yang bukan normatif melainkan sesua—
tu vang nomologik yang melihat hukum sebagal regularitas
vang terjadi di dalam pengalaman atau kehidupan sehari-
hari. 28
Sebagai pegangan dalam penelitian ini, Penulis
menggunalkan konsepsi hukum yanz kedua dari Soetandyo
Wignjosoebroto yaitu : Hukum adalah kaidah-kaidah positif
vang berlaku umum in abstracto pada suatu waktu tertentu
dan di suatu wilayah tertentu dan terbit sebagai produk
eksplisit suatu sumber kekuasaan politik +tertentu yans
berlegitimasi atau yvang acap lebih dikenal Juga sebagai
hukum- nasional atau hukum negara. Penulis sadar konsepsi

ini tidak akan memuaskan semua pihak.

27. Wigniosoebroto, Soetandyo, HMasalah—Masalah Metodolo-

gik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragam—

an Fendekatan kKonseptualnvap, Makalah pada Pelatihan HMPIS,
diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan HMasvarakat, FH. UNDIF

Semarang, tanggal 14-15 KMeli 1999.

28. ibid.
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Untuk menggambarkan karakter hukum secara wutuh
sebagai objek dari ilmu pengetahuan (sains) tersebut, maka
hukum harus dipandang sebagai suatu siste (law as a -&hole
syatem). Alasan utama pendekatan pendekatan sistem terha-
dap hukum menurut Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra ada-
lah : pertama pendekatan sistem merupakan metode semi-
metafisika, wyaitu disamping memiliki kemampuan untuk
menggambarkan keutuhan karakteristik obyek juga memiliki
kemampuan untuk melakukan analisis terhadap setiap kompo-
nen obyek, kedua, pendekatan sistem senantiasa mempertim-
bangkan keterhubungan suatu obyek secara internal dan
eksternal, dan ketiga, pendekatan ini lebih representétif
untuk ontologi epistemologi, dan aksiologi ilmu pengeta-
huan sesual dengan karakteristik esensinya. 29

Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra memberikan pe-
ngertian hukum sebagal suatu sistem (law as a whole sys-
tem) sebagai

"Satu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas

berbagal komponen sistem hukum, yvang masing-masing

memiliki fungsi tersendiri dan terkait dalam satu
kesatuan hubungan hubungan saling terkait, bergan-
tung, mempengaruhi bergerak dalam kesatuan proses

vaitu prosgg sistem hukum untuk mewujudkan tujuan
hukum "

Lili dan Wyasa Futra, IE., Hukum sebagai

29 di,
Suatu Sistem, FPenerbit FT. FRemaja Rosdakarva, Eandung.




Pengertian tersebut merupakan hasil dari +transfor-
masi Teori Cybernetics, 30 ditambah Teori Sistém, 31

ditambah Teori Paradigma Hukum. 32

30. Teori Cybernetics merupakan salah satu teori sistem
mekanis (mechanism system ~ machine system) yang secara
analogi diterapkan dalam kehidupan manusia (living arganism
human life} vyang dicetuskan pertama kali oleh Norbert Weiner
seorang Gurd  Besar Matematika di Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Menurut Weiner, hukum merupakan pEngenda-—
lian komunikasi antar individu vang bertujuan untuk mewuiud—
kan keadilan sebagai tuwjuannya. Hukum ity diciptakan oleh
pemegang  kekuasaan, vang menurut premis vang mendahuluinya
disebut sebagai 'central organ". Ferwujudan tujuan atau
pengendalian itu dilakukan dengan cara mengendalikan perila—
kw setiap individu, penghindaran sengketa atau dengan
penerapan sanksi hubum terhadap suatu senghketa. raian  lebih
lanjut tentang Teori Cybernetics dapat dibaca dalam Rasjidi,
Lili dan Wyasa Putra, IB.. ibid. hal. 44-47.

3l. Bertalanffy dalam Teori Sistem Umum (General Systen
Teory) memberikkan beberapa penskanan dari esensi sistem dari
suatu kesatuan, vaitu : pertama, mengenai esensi dari sistem

sebagai satu kesatuwan (wholeness), kedua, mengenai hakekat
dari setiap bagian vang membentuk suatu sistem (element
as a part of the others), ketiga, mengenail cara sehar—
usnya dalam menganalisis suaty satuan yvang besar  (system)
dan bagian—bagian yang membentuk satuan itu (the parts aF

the system), uraian lebih lanjut dapat dibaca dalam Rasjidi,
Lili dan Wyasa Putra, IB., ibid hal. 35-43.

IZ2. Konsep Faradigma pertama kali di introdusir alah
Thomas 5. Kuhn pada Tahun 194C-an. Paradioma berasal dari ba-
hasa latin paradefgma vang berarti pola. QOleh Kuhn istilah
tersebut digunakan untuk menunjuk dua pengertian vaitu : per—
tama, sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, ni-
lai persepsi dan fteknik vang dianut aleh  akademisi  maupun
praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempsngaruhi cara pan-

dang realitas mereka, dan kedua, ssbagai upava manusia untuk
mem2cahkan rahnasia ilmu pengetahuan vang mampu menjungkir—
balikan =emua asumsi ataw  aturan vang ada. Uraian  lebih
lanjut dapat dibaca dalam Rasjidi Lili damn Wyasa Futra,

I, ibid, hal. 104-105.




Lebih lanjut Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra,
menyatakan

"Pada hakekatnya sistem hukum merupakan satu kesa-—
tuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem
vang lebih kecil yaitu sub sistem pendidikan pem-
bentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain
vang hakikatnya merupakan sistem tersendiri
pula. Hal ini menunjukan sistem hukum sebagai
suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecerma-
tan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.

Siatem pembentukan hukum memiliki komponen-kom-
ponen sistemnya tersendiri seperti lembaga pemben-
tuk hulkum, aparatur pemerintah, sarana pembentuk
hukum dan yvang lain-lainnya yang pada hakekatnya
merupakan kesatuan integral vang berfgungsi dan
bertujuan menghasilkan bentuk hukum (peraturan
perundangan). Hal demikian Jjuga berlaku terhadap
konsep hukum, pendidikan huku@ dan komponen-kompo-
nen sistem hukum lainnya . 3

Lawrence M. Friedman membagi tiga komponen yang
membentuk suatu sistem hukum (legal system), yaitu :
struktur hukum (legal structure), sﬁbs‘b ansi hukum (legal
substance) dan budaya hukum (Ilegal culture). 34 Komponen
struktur hukum meliputi institusi bentuk dalam proses
hukum. Komponen substansi hukum meliputl peraturan perun-
dang-undangan  doktrin-doktrin dan  keputusan-keputusan
vang =aecara aktual diberlakukan. Komponen budaya hukum
meliputi nilai-—nilai, sikap dan tingkah laku yang mengacu

keseluruhan sistem sebagal satu kesatuan.

3. ibid., hal. 104~105.

T4, Friedman, Lawrsnce M, The Legal Svystem, A Social

Sciences Perspective, Russel Sage Foundation, Mew Yaork,

1975 p. 14-15.
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SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945

Secara umum sistem peradilan di dunia pada awalnya
dibedakan menjadi dua kategori besar yaitu sistem peradil-
an Anglo Saxon dan Sistem peradilan Eropa Kontinental.
Perbedaan Sistem Peradilan Peradilan Anglo Saxon dan Eropa
Kontinental antara lain terletak pada sistem pembuk-
tiannya. Perbedaan pembuktian tersebut antara lain sebagai

berikut

a. Sistem peradilan Anglo Saxon
Sistem pembuktian dalam sistem peradilan Anglo

Saxon mempunyal ciri-ciri sebasgai berikut :

- Bistem peradilan Juri, dimana para Juri yvang menen-
tukan salah atau benar sedangkan Hakim yang akan
menentukan hukumnya ;

— Hakim diikat oleh preseden yaitu suatu lembaga yang
terdiri dari sebagian besar hukum yang tidak tertu-
lis (ius non sciptum)} yvang merupakan putusan-—-putus-
an Hakim ;

— Pengambilan Keputusan oleh hakim bersifat induktif
dari khusus ke umum dan hakim tidak terikat oleh un-
dang—undang melainkan pada peristiwanya secara lang-
sung ;

— Metode vang digunakan oleh Hakim adalah analogi
(reasoning by analogy atau reasoning Ifrom case
to case) dimana hakim melakukan perbandingan dian-
tara peristiwa-peristiwa yang sejenis ;

~— Bistem peradilan Anglo Saxon menganut asas adver-
sary system yaitu sistem yvang menganut pandangan
bahwa di dalam peradilan ada dua pihak yang saling
bertentangan baik dalam perkara perdata dan pidana ;

— Kepastian hukum dalam sistem peradilan Anglo
Sakson dipergghankan oleh the binding force af
precedent.. "

D0 Achmad Ali, Menquak Tabir Hukum, Fenerbit Fustaka

Frima, Jakarta, 188 hal.B7-%a.




Pengertian Juri yvang dimaksud dalam sistem peradil-
an Anglo Sakson adalah : A group- of people, compogsed of
a cross section of the community summoned and sworn to
decide on the facts at issue in a trial. 36 Juri ini
dibedakan menjadi grand juri yang beranggotakan sekitar
dua puluh tiga penduduk lokal yang diminta untuk mela-
porkan semua penjahat yang dicurigai di wilayahnya dan
pretit (pety) Juri vyang terdiri dari enam sampai dua
belas orang dengan tugas menentukan fakta pada perkara
perdata dan pidana dan membuat keputusan sesuai dengan
hasil temuannya.

Sistem peradilan Juri merupakan perwujudan dari
remikiran lama yang menganggap bahwa peradilan merupakan
tugas seluruh rakyat.

Sistem preseden dalam peradilan Anglo Sakson tidak
mengikat secara mutlak. Hal-hal yang dapat mengakibatkan
hapus atau lemahnya kekuatan mengikat dari preseden,
antara lain :

"1. Keputusan-keputusan yvang dibatalkan ;

2. Ketidak tahuan mengenai peraturan

3. Ketiadaan konsistensi antara keputusan-keputus-
an yang lebih tingsi ;

4. Ketiadaan konsistensi antara keputusan-keputus-—
an yvang setingkat ;

5

6

. Preseden-preseden yang dibuat sub silentio
atau tidak seopenuhnya dg?at dipertahankan ;

Keputusan yang keliru.

—

ZH. Yogis, O.0. John A4. Canadian Law dictionary,
Barron’s Educational Series, Inc, 1983 p.ii?.

7. Rahardjo, Satiipto, Pengantar Ilmu Hukam, , Fenerbit
Kanisius Jakarta, Universitas Terbubka, 1%85. hal. 9%.




h. Sistem peradilan Eropa Kontinental
Sistem pembuktian dalam sistem peradilan Eropa

Kontinental mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

"— Hakim pada sistem peradilan eropa kontinental menca-
kup tugas yvang dilakukan oleh juri di sistem pera—
dilan Anglo Saxon ;

- Pengambilan keputusan oleh Hakim dilakukan secara
Deduktif (dari umum ke khusus ) ;

— Metode vang digunakan adalah metode subsuptie
(memasukan peristiwa ke dalam peraturannya) dan
silogisme

- Adanya pemisahan yang tegas antara perkara perda-
ta dan perkara pidana ;

- Sistem Eropa kontinental hanya kasus perdata vang
melihat adanva dua pihak yaitu Penggugat dan
Tergugat, sedangkan dalam perkara pidana Terdagga
tidak dilihat sebagai pihak yang berperkara."”

Adanva pemisahan yang tegas antara perkara pidana
dan perkara perdata dalam Sistem Peradilan Eropa Konti-
nental menimbulkan perbedaan hukum acaranya. Perbedaan
vang mendasar dalam hukum acara perdata dan pidana

tergsebut antara lain :

1. Perbedaan dari segi penuntutan ;

Inisiatif untuk mengajukan perkara pidana ke
muka persidangan ada pada Jaksa selaku penuntut umum
vang mewakili kepentingan publik, sedaangklan dalam
hukum acara perdata inisiatif penuntutan terletak

pada para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

8. Ali, Achmad,op.cit hal.?1-%2.
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Hal tersebut menimbulkan akibat pada inisiatif
rengajuan alat bukti yaitu dalam perkara perdata
vang berusaha mengajukan alat bukti adalah para rihak
vang bersengketa wuntuk membuktikan kebenaran dalil
gugaatannya dan membantah terhadap dalii lawannya,
sedangkan dalam perkara pidana inisiatif mengajukan

alat bukti ada pada Jaksa selaku penuntut umum.

Perbedaan dari segi keterikatan hakim pada alat bukti :

Dalam perkara perdata hakim semata-mata terikat
pada alat bukti yané sah (Preponderance of evidence)
sedangkan dalam perkara pidana hakim selain terikat
pada alat bukti yang sah, hakim juga harus yakin dengan

kesalahan terdakwa (beyond reascnable doubt).

Perbedaan dari segi kebenaran yang ingin dicapai ;
Dalam perkara perdata kebenaran vang ingin
dicapai adalah semata-mata kebenaran formal vyaitu
kebenaran yang dinyatakan oleh para pihak di muka per-
sidangan sementara dalam perkara pidana kebenaran vang
ingin dicapai adalah kebenaran material yaitu kebenar-
an vang nyata ada dalam peristiwa atau dalam hubungan

antara para pihak vang terlibat.




Perbedaan tegas sistem peradilan antara Anglo
Sakson dengan Eropa Kontinental tersebut hanya bersi-
fat teoritis, karena dalam prakteknya antara kedua
sistem peradilan tersebut saling mempengaruhi dan terja-—
di pembauran.

Sistem peradilan pidana (criminal justice aystem)
merupakan bagian dari sistem peradilan dan lebih besar
lagil merupakan bagian dari sistem hukum. Sistem peradilan
pridana menurut Remington dan Ohlin, asdalah :

“"Pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme

administrasi dan peradilan pidana sebagai suatu

sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan
perundang—undangan, praktek administrasi dan sikap
atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu
sendiri mengandung implikasi suatu proses interak-
gi vyang dipersiapkan secara rasional dan dengan

cara efisien untuk memberikan haggl tertentu dengan
dengan segala keterbatasannya."”

Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian terha-
dap sistem peradilan pidana sebagal sistem pengendalian
kejahatan vyang terdiri dari Ilembaga-lembaga Kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan pemasyvarakatan terpidana. 40

39 . Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, Gistem
Peradilan Fidana, Perspektif Fksistensialisme dan  Abolision—
isme; Fenerbit Binacipta, Bandung 1994 hal. 1i4.

40, HMardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana
Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan bukum dalam
batas—-batas toleransi}. Pidato pengubkuhan  pada upacata

panarimaan jabatan guru besar Fakultas  Hokum UI., Jakarta
tanggal =G Oktober 1993,




Dalam kesempatan lain Mardjono Reksodiputro menge-
mukakan bahwa sistem peradilanr pridana (criminal Jjustice
system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menang-
gulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagalil

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas

toleransi masyvarakat. 41

Romli Atmasasmita sependapat dengan EKadish bahwa
pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari
sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga

pendekatan tersebut sekalipun berbeda tidak dapat dipi-

sahkan satu sama lain. 42

Lebih landut tentang sudut pendekatan sistem

peradilan pidana dikemukakan sebagai berikut :

"Pendekatan normatif memandang keempat aparatur
penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan
dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pe-
laksana peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dari sistem penegakan
hukum semata—-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparat-
ur penegak hukum sebagai suatu organisasi  mana-
jemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan
yvang bersifat hirisontal maupun bersifat vertikal
sesuail dengan struktur organisasi yang berlaku
dalam organisasi tersebut. Sistem yvang digunakan
adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur pene-
gak hukum merupakan bagian dari suatu sistem sosial
sehingga magyarakat secara keseluruhan harus

41, Rekszodiputrn, Mardjonn, Kriminologi dan Sistem Pera—
dilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Lembaga Krimi—
nologi UI., Jakarta 1996, hal.140.
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42, Atmasasmita, Romli, op.cit., hal.




bertanggung-jawab atas keberhasilan atau ketidak
berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum
tersebut melakukan tugasnya. gistem vang diguna-
kan adalah sistem sosial.” 2

Herbert Packer membedakan pendekatan normatif
tersebut ke dalam dua model berdasarkan kondisi sosial
budaya dan struktural masyarakat Amerika Serikat, yaitu
crime control model dan due process model. 44

Perbedaan dua model tersebut dapat dilihat dari
nilai-nilai yang dijadikan landasan kerja, mekanisme dan
tipologi yang dianutnya.

Nilai-nilai yang melandasi crime control model

adalah :

"1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan
kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu
proses peradilan ;

2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisien-
sl dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi
tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin
atau melindungi hak tersangka dalam proses
peradilannya ;

3. Proses kriminal penegakan hukum haruzs dilaksa-
nakan berlandaskan prinsip cepat (speedy;) dan
tuntas (finality) dan model yang dapat mendu-
kung rroses penegakan hukum tersebut adalah
harus model administratif dan menyerupai model
manajerial ;

4. Asas praduga tak bersalah atau presumption of
innocence akan menyebabkan sistem ini dilaksa-
nakan secara efisien ;

5. Proses penegakan hukum harus menitik-beratkan
kepada kualitas temuwan-temuan fakta administra-
tif, oleh karena temuan tersebut akan membawa
ke arah : a. pembebasan seorang tersangka dari

4%. ibid., hal. 17-18.

44, Herbert L.Packer, The timit of The ecriminal Sanc-—

tion, Stanford University Fress, 1984, p.l152-133,
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prenuntutan atau b. kesediaan tersangka menzgta—
kan diri bersalah atau Plead of Guilty. "

Nilai-nilai vang melandasi due process model ada-

Kemungkinan adanya fektor "kelalaian vang
sifatnya manusiawi" atau "human error"” menye-—
babkan model ini menolak “informal fact finding
process” sebagai cara untuk menetapkan secara
definitif “factual guilt’ seseorang. Model ini
hanya mengutamakan '“‘formal adiudicative” dan
“adversary fact finding”. Hal ini berarti dalam
setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka
Pengadilan vwvang tidak memihak dan diperiksa
sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh
untuk mengajukan pembelaannya ;
Model ini menekankan kepada pencegahan (preven-.
tive measure) dan menghapuskan sejauh mungkin
kesalahan mekanisme peradilan ;
Model ini beranggapan bahwa menempatkan indivi-
du secara utuh dan utama di dalam proses
peradilan dan konsep pembatasan wewenang
formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma
dan kehilangan kemerdekaan yang dianggapr meru-
pakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanva
dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan
dipandang sebagal coercive (menekan}, restrict-
ing {membatasi) dan merendahkan martabat
(demeaning). Proses peradilan harus dikendalil-
kan agar dapat dicegah penggunaannya sampal
pada titik optimum karena kekuasaan cenderung
disalahgunakan atau memiliki potensi untuk
menempatkan individu pada kekuasaan yang koer-
aif dari negara ;

Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersi-

fat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini

memegang teguh doktrin legal-guilt. Doktin ini
memiliki konsep pemikiran sebagai berikut

a. Seorang dianggap bersalah apabila penetapan
kesalahannya dilakukan secara prosedural dan
dilakukan oleh mereka yvang memiliki wewenang
untuk tugas tersebut.

h. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah
sekalipun kenyataan akan memberatkan Jika
perlindungan hukum yang diberikan oleh un-
dang-undang kepada orang yang bersangkutan

45,

Atmasasmita, Romli, loc.cit. hal. i@,




tidak efektif. Penetapan kesalahan hanya
dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak
memihak. Dalam konsep legal-guilé terkandung
asas praduga tak bersalah ataun presumption
of Innocence. Factually guilt tidak sama
dengan legally guilt, factually guilt mung-
kin saja legally Innocent.
5. Gagasan persamaan di muka hukum atau equality
. before the Iaw lebih diutamakan, berarti pemer-
intah harus menyediskan fasilitas yang sama
untuk setiap orang vang berurusan dengan hukum.
Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa
ketidak-mampuan secara ekonomis seorang ter-
sangka +tidak akan menghalangi haknya untuk
membela dirinva di muka pengadilan. Tujuan
khusus due process model adalah sekurang-
kurangnyva melindungi mereka yang faktual tidak
bersalah (factually innocent) sama halnya
dengan menuntut mereka yang faktual bersalah
(factually guilty) ;
6. Due oprocess lebih mengutamakan kesusilaan dzg
kegunaan sanksi pidana (criminal sanction).”

Peradilan pidana sebagai aspek proses dari sistem
peradilan pidana secara sistemik merupakan rangkaian
kejadian vyang berlangsung sejak terjadinya kejahatan di
dalam masyarakat sampai keadaan pasca kemasyarakatan.
Allan Coffey, Edwafds Eldefonso dan Walter Hartinger
mengemukakan bahwa peradilan pidana sebagai suatu sistem

meliputi komponen input proses dan output. 47

44, ibid. hal.20.

47 . Coffey, Allan, =t.al., An_Introduction Criminal

Justice System, Frentice Hall Inc., Engelwood cliffs, New

Jarsey, 1974, p. 9-10.




Komponen input meliputi kegiatan memiiih pelang-
garan/kejahatan vyang akan diajukan ke pengadilan. Kompo-
nen proses dalam sistem peradilan pidana menunjukan kegi-
atan-kegiatan dari sub sistem dalam sistem peradilan
pidana yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Pegawai Lembaga
Pemasyvarakatan. Sedangkan output dalam sistem peradilan
pidana adalah mengurangi / mencegah masalah kejahatan.

Dalam mewujudkan tujuannya, sistem peradilan pidana
sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-
bidang kehidupan manusia. J.W. La Patra menggambarkan
hubuﬁgan antara sistem peradilan pidana dengan lingkung-
an masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia dalam
tiga tingkatan (leﬁel), yvaitu :

- Level 1 : Society ;

- Level 2 : Economics, Technology, Education, Politics ;

- Level 3 : Subsystems of Criminal Justice System (CJS) :
Police, Sheriff, District Attorney {(D.A)Y, Courts,
Corrections, Probation. 48

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam sistem peradil-

an pidana meliputi hal-hal sebagai berikut :

48. La FPatra, J.W., Analyzing The Criminal Justice
System, Lexington EBooks DRC. Health and Company. Lewington,
Massachussets, Toronto, 1978, p.Bb.




1. Sistem peradilan pidana diwujudkan / diimplementasikan
dalam empat sub sistem, yaitu (1). kekuasaan / kKewenan-
gan penyidikan, {2). kekuasaan/kewenangan penuntutan,
(3). Kekuasaan/kewenangan mengadili dan‘ menjatuhkan
pidana dan (4). kekuasaan/kewenangan prelaksanaan/ckse-
kusi pidana. 49

2. Adanya keterpaduan dan sinkronisasi baik ginkronisasi
struktural (structural syncronization), sinkronisasi
sunstansial (substancial syncronization) dan sinkroni-

sasl struktural (structural syncronization). 50

3. Mempunyai tujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan
dalam masyarakat. 51

4. Peradilan pidana sebagai aspek proses dalam sistem
peradilan pidana meliputi komponen input, proses dan
output. 52 ‘

Berdasarkan unsur-unsur yvang tercakup dalam penger-
tian sistem peradilan pidana tersebut di atas, maka perlu

dikembangkan pemikiran dalam rangka penegakan hukum pidana

sebagai berikut :

4%, Arief, BRarda Nawawi, 1997, loc.cift.

50. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Padan
Fenerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hal.l-Z.

5i. Reksodiputro, Mardjono, loc.cit.

32. Coffey, Allan, et.al., loc.cit.
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1. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat
dalam konteks baik sebagai Physical System dalam arti
seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk
mencapal tujuan maupun sebagai Abstract Sysgstem dalam
gagasan—gagasan Yyang merupakan susunan yang teratur
satu sama lain berada dalam ketergantungan. 53

2. Sistem peradilan pidana tidak dapat hanya dilihat
sebagal Deterministic System vyang bekerjanyva dapat
ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai
Probabilistic System yang hasilnya tidak dapat didu-
ga. 54

3. Sistem peradilan harus dilihat sebagai Opren System se-
bab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap
keberhasilan sistem tersebut dalam mencapai tuju-
annya. 55

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik
dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem pene-
gakan hukum pada dasarnya merupakan “sistem kekuasaan /

kewenangan menegakan hukum”, yang dapat pula diartikan

dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu
%%. Davis E. Gordon, Management Information Svystem
Contrepntual Fundation Structure and Development, M. Graw

Hill Tokvo, Sydnsy, 1974, p.Bi-864.
54, Muladi, op-.cit.. hal. 13.

o53. ibid.




Sistem  Peradilan Pidana (SPP) atau Sistem Penegakan
Hukum Pidana (SPHP) pada hakekatnya identik dengan Sis-—
tem Kekuasaan Kehakimen di bidang Hukum Pidana. °©
Secara etimologis kekuasaan kehakiman berasal
dari kata Kekuasaan dan kehakiman. Kekuasaan berarti
1. Kuasa (untuk mengurus, memerintah, dsb) ; 2. pemahaman
atau kesanggupan ; 3. daerah (tempat, dsb) yang dikuasai ;
4. kemampuan oranglatau golongan untuk menguasai orang
atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang,
karisma, atau kekuatan fisik ; dan 5. fungsi menciptakan
dan memanfaatkan kedamaian (keadilan) serta mencegah dan
menindak ketidakdamaian dan ketidakadilan. 97
Kehakiman yang‘berarti : 1. urusan hakim dan penga-
dilan ; 2. segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum
(undang-undang, pengadilan dsb.). 58
Dengan demikian kekuasaan kehakiman seaara seder-
hana dapat diartikan sebasgai kekuasaan atau fungsi untuk
menciptakan dan memanfaatkan kedamaiah (keadilan) serta

mencegah dan menindak ketidak-damaian dan ketidak-adilan

melalui wundang-undang, hakim dan badan-badan pengadilan.

54. Arief, Barda Nawawi, ibid.

57. Tim Penyusun Kamus Pusat  Pembinaan dan  FPengem—
bangan Eahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Edisi Kedua, Departemen Fendidikan dan Kebudayaan, BRalail

Pustaka, 1795, hal.3E4.

58. ibid., hal. 3353.




Undang-Undang Dasar 1845 dalam Bab IX Pasal 24
dan 25 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD
1945 aygt (1) menyatakan : Kekuasaan Kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain menurut
undang-undang. Pasal 24 ayat (2) menyatakan : Susunan
dan Kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dalam
undang—undang. Sedangkan Pasal 25 UUD 1545 menyatakan
Svarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan
sebagaili Hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 24 dan 25 UJUD - 1945 menegaskan
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-
undang tentang kedudukan para Hakim;

Pasal 24 dan 25 UUD 1945 beserta penjelasannya
tidak memberikan pengertian tentang kekuasaan kehaki—
man. Pengertian kekuasaan kehakiman dirumuskan dalam UU
No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1

dan 2 sebagail berikut

Pasal 1 UU No.14 Tahun 1970 menyatakan :

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Panca-
sila dan demi terselenggaranya hegara hukum

Republik Indonesia.”

]
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Pasal 2 UU No.14 Tahun 1970 menvatakan
“(1). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ter-
cantum dalam Pasal 1 diserahkan pada badan-—
badan peradilan yang ditetapkan dengan un-
dang- undang, dengan tugas pokeok menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyvelesaikan
setiap perkara vang diajukan kepadanya.
(2). Tugas lain daripada yvang tersebut pada ayat
{1) dapat diberikan kepadanya.”
Pengertian kekuasan kehakiman vang terdapat pada
Pasal 2 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 Jjo Pasal 24 dan 25
UuD 1945 tersebut lebih menekanksan / menonjolkan pen—
gertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit vaitu
"kekuasaan menegakan hukum dan keadilan di badan-badan
peradilan”. Pengertian tersebut sepatutnya dikaji ulang
karena pada hakikatnya kekuasaan kehakiman adalah kekua-
saan negara dalam menegakkan hukum sebagaimana terungkap
juga dalam Pasal 1 UU No.14 Tahun 1970 kalimat terakhir
yvang berbunyl : "guna menegakan hukum dan keadilan berda-
sarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum
Republik Indonesia.” 59
Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengemukakan hanyva
savangnya kalimat itu tidak dirumuskan sebagai hakikat/
pengertian dari kekuasaan kehakiman tetapi dirumuskan
sebagalil "tujuan" dari diselenggarakannya peradilan.

Sekiranya “tujuan’” itulah yang menjadi hakikat dari

kekuasaan kehakiman, maka pengertian kekuasaan kehakiman

a?. Orief, Barda Nawawi, 2000, op. cit., hal.3




seyogyanya dirumuskan sebagai "kekuasaan negara untuk
menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia.” 80

Berdasarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam
arti luas, maka dalam perspektif sistem peradilan pida-
na, kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di
bidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan /
kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan
penyidikan {(cleh badan/lembaga penyidik), kekuasaan
penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum), kekuasaan
mengadili (oleh badan/lembaga pengadilan) dan kekuasaan
relaksanaan putusan/pidana (oleh badan/lembaga eksekusi/
remasyarakatan). Keempat tahap kekuasaan kehakiman (dibi-
dang hukum pidana) itulah yvang merupakan satu kesatuan
sistem penegakan hukum pidana, yang biasa dikenal dengan
istilah "sistem peradilan pidana terpadu” (integrated
eriminal justice system). 61 |

Terhadap kelembagaan dalam sistem peradilan pidana
tersebut, Muladi berpendapat bahwa mengingat pentingnya
peran yang semakin besar maka lembaga penasihat hukum

dapat dimasukkan sebagai "gquasi sub sistem”. 62

A, ibid.

41.  dibid.

&2, Muladi, Sistem Peradilaﬁ Fidana Sebagai Faktor
Kriminogen, Makalah yang disampaikan dalam Fenataran
Eriminologi WNasional, Universitas Patimura, Ambon, 1988
hal.l.




Lembaga Penasihat Hukum dapat dimasukkan sebagai sub
sistem tersendiri dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana
~yvang Integratif. 63
Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam seja-
rahnyva dapat dibedakan menjadi dua periode yaitu periode
Sistem Peradilan Pidana yvang didasarkan pada Het Herzeine
Inlandsch Reglement (HIR Stb. 1941 No. 44) dan Sistem
Peradilan Pidana yang didasarkan pada Undaﬁg—Undang Nomor
8 Taahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan UU
Ne. 8 Tahun 1881, dilakukan melalui beberapa pentahapan,
vaitu :
i. Tahap pertama dalam proses penyelesaian perkara pidana
dimulal dengan penyelidikan oleh Penvelidik,
2. Tahap Kedua dalam proses penyelesaian perkara pidana
adalah penangkapan,
3. Tahap ketiga dari proses penyelesaian perkara adalah
penahanan,
4, fahap keempat dari proses penyelesaian perkara adalah
pemeriksaan di muka persidangan,
5. Tahap kelima dari proses penyelesaian perkara adalah

pelaksanaan putusan pengadilan /eksekusi.

A%, Muladi, Pelaksanaan Sistem Pemasvarakatan Dalam
Ferspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Makalah - yang
disampaikan dalam Fanel Diskusi tentang Sistem Fesmasyara-

katan, KFanwil Departemsan Jawa Tengah, 7 April 1994, hal.Xd.
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C. KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Pengertian Jaksa/Kejaksaan apabila dilihat dari
segi etimologi bahasa atau asal-usul kata mempunyali
pengertian yang sangat luas. 64
Sebutan “"Jaksa" sudah berabad-abad lamanya diguna—
kan dan berasal dari bahasa sansekerta Adhyaksa. Sebutan
purba 1ini dipakai untuk gelar pendeta paling tinggi di
Kerajaan Hindu di Pulau Jawa, dan terutama dipakai
untuk gelar Hakim kerajaan tertinggi. ©°
R. Tresna mengemukakan bahwa kata Jaksa atau
Yaksa berasal dari India dan gelar itu di Indonesia
diberikan kepada rejabat yang sebelum pengaruh Hindu
masuk di Indonesia, sudah bisa melakukan pekerjaan
yang sama. ©©
Lampiran Keputusan Jaksa Agung RI tanggal 17
Juli 1878 memberikan pengertian Jaksa, ialah :
"Jaksa asal kata dari seloka Satya Adhy Wicaksana
vang merupakan Trapsila Adhyaksa yvang menjadi
Jiwa dan raihan cita-cita =setiap setiap warga
adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai
berikut
SATYA, kesetiaan yang bersumber pada rasa Jjujur,

baik terhadap Tuhan vang Mahaesa, terhadap diri
sendiri dan keluarga maupun sesama manusia,

&4, Ilham Bunawan, Feran Kejaksaan dalam Menegakan
Hukum dan Stabilitas Politik., Fenerbit Sinar Grafiks,
Jakarta, 19724, hal.473,

&5, FPanitia Fenyusunan Buko Sejarah  kKejaksaan, 1785,
op.cit., hal. B—-12,
bé. Tresna, R.. Peradilan Indonesia_ dari -~ fibad_ ke

Abad, Fenerbit Pradnya Faramita, 1972, hal. 133,




ADHI, kesempurnaan dalam bertugas dan vang berun—
sur utama pemilikan rasa tangsungjawab baik

terhadap Tuhan yang = Mahaesa, terhadap keluarga dan
terhadap sesama manusia,

WICAKSANA, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah
laku khususn¥a67 dalam penerapan kekuassaan dan
wewenangnya.

Dalam bahasa Inggris istilah Jsksa adalah Public
Prosecutér (Penuntut Umum). Prosecution {penuntutan)
berasal dari bahasa latin prosecutus, yang terdiri dari
kata pro (sebelum) dan sequi (mengikuti), dengan penger-
tian sebagai proses perkara dari permulaan sampai sele-
sai. 8

Sebutan untuk pejabat hukum yang berwenang menun-—
tut, ada bermacam-macam seperti : District prosecutor,
Districty Attorney., PFrosecuting Attorney, Commonwealth
Attorney (Amerika Serikat), Staatsanwalt Pengacara Negara
(Jerman), Officer van Justitie/Perwira Kehakiman (Belan-
da), Proceur de la Republique/ /Pengacara Fepublik dan FPro-

curatore du Koi Pengacara RaJja (Perancis dan Belgia),

Procuratore (Italia), Procurador (Spanyol) dan Procura-

tor (Eropa Timur), Fiscal (Filipina). 69
&7 . Lampiran Surat FKepotusan Jaksa Agung I Mo,
Fep.O74/d6/7/1978, tanggal 17 Jduli 19278.
: &8. RM. Surachman. dan  Andi Hamzah, Jdaksa Di BRerbaqai
Negara, Peranan dan Kedudukannva, Fenerbit Sinar Grafika,

Jakarta, 1994, hal.l

&$%. ibid., hal.Z.




Lembaga penuntut umum yang tugas utamanya sebagai

renuntut pidana mulai muncuwl di Perancis kira-kira dua

setengah abad vang lalu, dan Perancis dapat dikatakan ‘
merupakan asal lembaga penuntut umum. Pada mulanya tidak
ada perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana,
penuntutan dilakukan sendiri oleh pihak yang dirugikan.
Setelah muncul perbedaan antara hukum privat dan hukum
publik, hukum pidana menjadi hukum publik sehingga penun-—
tutan diambil-alih oleh negara dan untuk mewakili negara
sebagai penuntut pidana maka munculah suatu lembaga yang
disebut penuntut umum (openbaar minister). 70

Lebih lanjut dikatakan bahwa, dikatakan penuntut
umum karena ada negara vang renuntutan pidananya tidak
dimonopoli oleh penuntut umum, seperti Inggris, Belgia dan
Thailand. Artinya di ketiga negara tersebut penuntutan
pidana dapat dilakukan oleh orang swasta atau pihak vang
dirugikan sendiri. Karena penuntutan pidana memerlukan

teknis hukum acara pidana, hukum pidana material dan

teknik pengusutan perkara maka di Thailand orang swasta

itu dapat bekerja sama dengan jaksa (Jjoint prosecutor}. 71
70,  Andi Hamzah, RBeorientasi Kejaksaan Dalam Zaman
Reformasi, Makalah vang disampaikan dalam Diskusi FPanel
Frofil kKeiaksaan di Era Refotrmasi dan Blobalisasi, Jakarta

l1i-12 Januari 1992.

71. ibid.




2.

Secara umuam gistem penuntutan (prosecution sys-

tem) dalam peradilan pidana di dunia dapat diklasifika-

sikan menjadi dua macam, yaitu

1. Single Prosecution System, vang memiliki karakteris-

tik, antara 1lain :

a.

b.

Independen ;

Pimpinannya tidak ditetapkan berdasarkan pertimbang-
an politik maupun tidak berada di bawah kontrol
politik  ;

Kepolisian tidak melakukan penuntutan kecuali
prenyidikan ;

Memiliki kewenangan yang independen untuk melaku-
kan penyidikan disamping menyvelensgsgarakan supple-
mentary investigation sendiri atau meminta agar
dilakukan oleh kepolisian ;

Memiliki kewenangan diskresi penuntutan walauprun
dalam hal terdapat alat bukti yang cukup, termasuk
diskresi menghentikan penuntutan sebelum rutusan

rengadilan dijatuhkan.

Dual Public Prosecution Svstem, vang memiliki karak-

teristik, antara lain

a.

Keweﬁangan penuntutan tidak hanya dilakukan oleh
lembaga kejaksaan akan ‘tetapi dapat dilakukkan

oleh Kepolisian i




b. Kewenangan penuntutaﬁ dapat dilakukan oleh lembaga
lain vyang tidak Dberada di bawah pengawasan kejak-

saan. (1

Berkaitan dengan sistem penuntutan (prosecution
system) tersebut, maka Menurut RM. Surahman, secara garis

besar dikenal adanya 3 (tiga) sistem Kejaksaan di

dunia, yaitu :

1. Kejaksaan GSistem Perancis, yang diikuti oleh hampir
semua negara di Eropa, kebanyakan negara di Amerika
Latin, beberapa negara di Afrika, sedangkan di Asia
antara lain diikuti oleh Korea Selatan, Jepang, Taiwan
dan Indonesia. Sistem Perancis ini Kejaksaan/Jaksa
sebagai tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan
pidana karena memiliki peranan vang dalam proses
pembuatan keputusan.

2. Kejaksaan sistem Amerika Serikat, diikuti oleh Phili-
pina dan negara-negara yang menjadi wilayah pengar—
vhnya. Dalam Sistem Amerika Serikat ini penuntutan
diawali dan dilaksanakan hanya oleh Jaksa atau
District Attorney. Jaksa tidak melakukan penyidikan
tetapi penuntutan menjadi wewenang ekslusif dalam

sistem peradilan pidana karena memiliki kebijaksanaan

{diskresi) penuntutan yang luas.

7i. Tim Fengkaii Fuslitbhang Kejaounog, Reorientasi
Terhadan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan UUJ No. S
Tahun 1991, Laporan Hasil Fengkajian, Fusat Penelitian
dan Fengembangan Kejaksaan Agung RI., 1999, hal.35-36.
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3. Kejaksaan sistem Inggris vang diikuti oleh Selandia
Baru dan Kanada serta negara-negara bekas Jjajahannya.
Dalam sistem Inggris ini KeJaksaan/Jaksa tidak
melakukan penyidikan tetapi untuk perkara yang berat
diskresi Kejaksaan/Jaksa sangat besar peranannya
sehingga Polisi dan Penyidik lain tidak menyidik tanpa

seijin (sanction) Kejaksaan/Jaksa. 72

Tiga sistem Kejaksaan yang ditetapkan secara
variatif di beberapa negara tersebut secara eksplisit Jjuga
diakul dan tercantum dalam Guidelines On ZThe Rule of

Prosecutors yang diterima dalam Kongegres PBB ke VIII

Tahun 1990 tentang FPrevention of Crime and Ireatment

of The Offender veng antara lain menempatkan Jaksa

Penuntut Umum sebagai pejabat yang melakukan pengawasan

terhadap keabsahan penyidikan.

Guidelines On The Rule of Prosecutos tersebuti
menyatakan :
“Prosecutors shall perform an active role in the
role in criminal proceedings, including institu-
tion of prosecution and, where authorized by law
or consistent with local practice, in the inves-
tigation of crime, supervision over the legali-
ty of these investigations, supervision of the
excecution of court decisions and the exercise of

other funct%gns as representatives of the public
interest.

72. Burahman, RM dalam Tim Penghkajian Fuglithang, dibdd.
hal. 2930,

——r e
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7%, United Nations, gp.cit. p.332-333
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D. DASAR HUKUM LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA SEBELUM LAHIRNYA UU NO. 15 TAHUN 1961
Jo. UU NO. 5 TAHUN 1961.

Landasan eksistensi lembaga Kejaksaan secara umum
terdapat dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal II
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang walau-
pun secara umum tidak secara eksplisit mengatur eksis-
tenasi lembaga kejaksaan beserta tugas dan wewenangnya akan
tetapi secara historis dapat ditafsirkan bahwa perancang
UUD 1845 telah mengetahui dan menyvadari adanya lembaga
Kejaksaan. Hal ini terlihat dalam sidang PPKI tanggal
19 Agustus 1945 ketika PPKI memusyawarahkan pemben-

tukan departemen—departemen. Pada saat itu kata Kejak-

saan sempat diucapkan lima kali, yaitu tiga kali oleh

Mr. Subardjo dan masing-masing satu kali oleh Bung Karno
dan Prof. Soepomo. Kemudian diputuskan bahwa Kejaksaan
dimasukan ke dalam lingkungan Departemen Kehakiman. 74

Pasal II Aturan Peralihan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 1845 tanggal 10 Oktober 1945 di-
berlakukan surut terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1845.
Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 diada-

kan dengan kesadaran bahwa pada saat Negara Indonesia

didirikan / merdeka tidak mempunyai badan-badan dan

74, Yamin, HMuhammad, Naskah Persiapan Undang—Undang
Dasar 1945, Balai Pustaka, Jakarta, 1959, hal.
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peraturan—-peraturan negara ciptaan sendiri vang diperlukan
untuk mempertahankan eksistensi serta rengelolaan dan
penyelenggaraan negara. Tujuan dari Pasal 11 Aturan Pera-
lihan adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan dan
kekosongan hukum dalam penvelenggaraan dan rengelclaan
negara serta ja;annya pemerintahan;

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1948 angka 1 maka yang dimaksud dengan badan-—
badan negara dan perabturan yang ada adalah badan-badan
negara dan peraturan yang diciptakan oleh balaten-
tara pendudukan Jepang ditambah dengan peninggalan zaman
kolonial Belanda  yang oleh Jepang dinyatakan masih
berlaku baik dengan atau tanpa perubahan.

Berdasarkan Osamu Sirei Nomor 3 Tahun 1942
tanggal 20 September 1942, eksitensi lembaga Lkejaksaan
dikaitkan dengan eksistensi badan-badan peradilan khusus-
nya pengadilan Agung (Saikoco Hooin), Pengadilan Tinggi
(Kootoo Hooin) dan Pengadilan Negeri (Tihoo Hooin) vyang
masing-masing terdapat kejaksaan vaitu Saikoo ‘Kensatsu

Kyoku (Kejaksaan Pengadilan Tinggi) dan Tihoo Kensatsu

Kyoku (Kejakssan Pengadilan Negeri). 75
75. Fasal % Osamu Seirei Nomor 3 Tahun 1742 menetap—
kan & jenis badan—badan peradilan umum, vaitu : l.Saikoo
Hooin (Fengadilan Agung atau Mahkamah Agungi, 2. FKootoo
Hooin (FPengadilan Tinggi), 3. Tihoo Hooin {Fengadilan
Negetri}, 4. Fietrai Hooin (Fengadilan Eepolisian) 3.
Ken Hooin {Fengadilan Kabupaten) dan &. Bun Hooin

{Fengadilan Kawedanan), kKejaksaan Agung RI, op.cit. hal.
4&.
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‘Dalam kenyataannya, pada jaman pendudukan Jepang
walaupun berdasarkan Pasal 3 Osamu Sirei Nomor 3 tahun
1942 terdapat Kejaaksaan Pengadilan Agung (Saikoo Kensat-
su Kyoku), akén tetapi ﬁekerjaan instansi tersebut dihen-
tikan dan tidak ada pejabat vyang diberi predikat Jaksa
Agung (Saikoc Kensatsukyokucoo). Pekerjaan Jaksa Agung
dijalankan oleh Gunseikanbu Shiboco berdasarkan Osamu
Seirei Nomor 2 Tahun 1844 dan kemudian dijalankan oleh
Gunseikanbu :Cﬁenbucco berdasarkan Osamu Seirei Nomor S
Tahun 1844.

Pada Jjaman pendudukan Jepang Kejaksaan mempunyai
kedudukan sebagai penuntut umum. Hal tersebut berkaitan
dengan dihaﬁuskannya jabatan Asisten Residen pada masa
pendudukan Belanda. Semua tugas dan wewenang Asisten
Residen dalam hidang penuntutan perkara pidané diberi-
kan kepadaj Jaksa dengan jabatan Tio Kensatsu Kyokuco
atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada
dibawah pengawasan Koo Too Kensatsu Kyokuco atau Kepala
Kejaksaan Tinggi. 76
Selanjutnya berdasarkan Osamu Seirei Nomor 48

Tahun 1844 Kejaksaan dimasukan ke dalam wewenang

Cianbu atau Dewan Keamanan.

7E. Spesilo. R Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu
dan Penvidik Dalam Penvelesaian Perkara Sebagai Penegak
Hukum, Fenerbit FPalitia, Eogor, 1970,

48




VSehingga, tugas Kejaksaan telah ditentukan yaitu
mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran (sebagai
pegawal penyidik, menuntut perkara (pegawail penuntut
unum) dan menjalankan putusan Hakim/ Pengadilan dalam
perkara kriminal dan menéurus pekerjaan lain-lain yang
wajib dilakukan menurut hukum (pegawai eksekusi). (O

Pada masa Penjajahan Belanda, terdapat peraturan
perundang—undangan vang mengatur tentang Organisasi
Peradilan dan Kebijakan Justisi atau Reglement op de
Rechterlijk Organisatie en het beleid Her Justitie (RO)
vang diundangkan pada tanggal 30 April 1847, STB 1847
Nomor 23 yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. Pasal 1
RO menetapkan adanya 7 badan-badan peradilan umum,
vaitu :

1. Districtgerechten (Pengadilan-Pengadilan Distrik atau

Kawedanan ) ;

3

Regentshapsgerechten (Pengadilan-Pengadilan kabupa-—
ten) ; .

3. Landraden (Pengadilan-Pengadilan Negeri) ;

4. Landgerechten (Pengadilan-Pengadilan Kepolisian) ;
5. Residengerechten (pengadilan-Pengadilan Karesidenan);
6. Raden van Justitie (Pengadilan—Pengadilan Justisi);

7. Hoogerechtschoof (Mahkamah Agung).

FTé Fazal 2 Osamy Seirei Nomor 2 Tahun 1942,
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Dalam lingkungan peradilan-peradilan tersebut
khususnya Pengadilan Negeri (Landraden), Pengadilan Justi-
si (Raad wvan Justitie) dan Mahkamah Agung (Hoogger-
echtshoof) terdapat pegawai-pegawal yvang diberi wewenang
selaku pengemban tugas dari satu. lembaga (badan atau
dinas) vyang dinamakan Openbaar Ministerie (0OM). Pada
tingkat Pengadilan Negeri (Landraden) Openbaar Ministerie
dilaksanakan oleh Officer van Justitie atau substitutnya,
magistraat-magistraat atau ajunnya (Pasal 54 butir 3
(a) dan (b)jo. Pasal 62 RO), rada Raden van dJustitie
(Rvd) tugas Openbaar Ministerie (OM) dilakukan oleh
Officer van Justitie (Opsir Justisi) atau substitutnya,
sedangkan pada Mahkamah Agung (Hooggereschtshoof) Openbaar
Ministerie (OM) dilakukan oleh  Proceur  General atau
substitutnya vang dinamakan Advocaat Generaal (setingkat
Jaksa Agung Muda pada saat sekarang). Para Pegawai
Openbaar Ministerie (OM) tersebut secara keseluruhan
dinamakan Parket (Pr. Parguet).

Di Jaws dan Madura dimana HIR  diberlakukan
bertindak sebagai penuntut umum adalah Officer van Justi-
tie atau para substitutnya (penggantinyé) atau para magis-—
traat atau para ajunnya (magistraat muda dengan Jaksa
sebagai pembantunya. Para Officer van Justitie pada
Pengadilan Landraden adalah penuntut umum prenuh (volwaar-—
dig) dan mempunyai hubungan dengan Procureur (Gensral

sama dengan Officer van Justitie pada Pengadilan Raden
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van Justitie dan tidak +termasuk dalam corps Pangreh Praja
(bestuur ambtenaaren), hal ini berlainan dengan para
Residen dan Asisten Residen yang termasuk dalam lingkungan
Pamong Praja kendatipun mereka karena jabaténnya diberi
kedudukan sebagail magistraat. Ketentuan-ketentuan mengenai
OM. bagi para Jaksa dalam RO. hanya berlaku apabila sesuail
dengan instruksi-instruksi khusus sebagai bawahan dari
kepala daerah (Residen atau Asisten Residen) dimana
mereka ditempatkan (Pasal 62 RO alinea ke-2). BSehilingga
Jaksa masih tetapr ada dibawah perintah Residen / Asisten
Residen dalam melakukan tugasnya di Pengadilan.
Lembaga ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut

1. mempertahankan segala peraturan negara ;
2. melakukan penvidikan dan penyvidikan lanjutan ;
3. melakukkan penuntutan segala tindak pidana ;
4. melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwe-
nang. ¢

Tugas Kejaksaan dalam mengadili perkara terbatas
hanya terhadap perkara padu. Adapun yang dimaksud dengan
perkara padu meliputi : a. perkara yang diadili oleh petu-
gas kejaksaan sebab perkara itu penting bagi rakyat dan
tidak dapat didamaikan lagi dan b. perkara yang apabila si

pelanggar hukum telah ditangkap oleh pihak lain. 78

77. Fasal 35 Rii.

78. Gunawan, Ilham, Peran Kejaksaan Dalam Menenakan

Hukum dan Stabilitas Politik, Fenerbit Binar Graftica,
Jakarta, 1794, hal.33.




al.

Selain tugas pokok  vang terdapat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van strafrecht voor

Nederlandsch Indie (Wvs), dan Hukum Acara FPidana (HIR),

OM Jjuga mempunyai sejumlah tugas dan kekuasaan yang terda-—

pat dalam berbagai peraturan perundang—undangan pidana

khusus seperti

“1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

g.
g.
10.
11.
1z.

13.
i4.

15.
16.

i7.
18.
19.

Reglement op de drukwerken (S.1856-74)
Comptabiliteitswet (5.1864-106)

Rechten UOrdonantie (S5.1882-240)
Bepalingen tot tegengang van sluikhandel
in opium langs spooren en stoomvaariwe-—
Zen (5.1887-18%9) ;

Onwettige Occupatie van landsdomein
(S5.1812-177) ;

Auteurswet (5.1812-160) ;

Hinder Ordonantie (S.1826-4899 Jo.
1827-14) ;

Monument Ordonantie (S5.1831-238) ;
Kapokbelangen Ordonantie (5.1835-165) ;
Scheevaarwst (5.1936-703) :

Ordonantie Aetherische Olien (5.1937~
601) ;

Ordonantie Cassave Produkten (5.1937-
602 ; '

Krosok Ordonantie (5.1937-604) ;
Bedrijfsreglementerings Ordonantie (5.
18938- 8B6) ; ,
Crisisuitvoer Ordonantie (5.1939-658) ;
Teritoriale Zee en Maritieme Eringen
Ordonantie (5.1939-442) ;
Jachtordonantie (S5.1839-733) ;

Deviezen Ordonantie (S5.1940-507) %9

Film Ordonantie (5.1840-507)."

7%, Fanitia Fenyusunan Buku Sejarah kKejaksaan op.cit,

24
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Selain tugas dan wewenang dalam penegakan hukum
pridana OM juga mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang
perdata dalam Burgulijk Wetboek, wewenang—-wewenang
tertentu dalam urusan catatan sipil untuk orang—orang
Eropa;, Cina dan Kristen indonesia vang melakukan perka-
winan campuran.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa
dasar hukum eksistensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1861 jo. Undang~Undang_ No. 5 Tshun 1991
tentang Kejaksaan adalah
1. Pasal 24 ayat (1) dan 25 Undeng-Undang Dasar 1945 yang

mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan
catatan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
dimasukan dalam Departemen Kejaksaan.

2. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 yang menunjuk
kepada masih tetap diberlakukannya badan-badan dan
peraturan-peraturan yang ada di zaman Belanda dengan
atau tanpa perubahan oleh Jepang.

3. Osamu Seirei No.3 Tahun 1942 Pasal 3 vang mengatur
tentang 6 jenis badan-badan peradilan umum yang  meng-
hapuskan Pasal 1 Reglement op de Rechtelijke Organisa-

tie en het Beleid der Justitie (RO) STB. 1848 No.b7.




4. Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen
Indonesia yang Diperbaharui (RIB) STB 1841 No. 44
dan Reglement Buitengewesten (RBG) STB. 1827 No.Z77
vang berdasarkan UU No.1 Drt. 1851 diberlakukan sebagai

Hukum Acara Pidana wyang berlaku di Indonesia.

E. KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Kebijakan legislatif/formulatif merupakan bagian /
tahapan dari penegakan hukum pidana. 80  Kebijakan pene-
gakan hukum pidana (law enforcement policy) pada hake-
katnya merupakan bagian integral dari dari upaya perlin-
dungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat (social welfare). 81 perlin-
dungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyara-
kat merupakan tujuan akhir dan tujuan utama dari
Politik Kriminal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian

integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upraya

untuk mencapai kesejahteraan sosial). 82

RO, ¥ebijakan penegakan hukum pidana merupakan serang—
kaian prosss vang terdiri dari tiga tahapan kebijakan vaitu
{17} Tahap Kebijakan legislatif/formulatif, {2). Tahap
Kebijakan yudikatif/aplikatif dan (3). Tahap Febijakan
skeokutif/administratif, Arief, Barda Nawawi, Beberapa fAspek
kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Badan
Fenerbit UNDIP Semarang, 1996, hal. 5%.

81. Arif, Barda Nawawi, Bunga Rampai__Kebijakan Hukum

Pidana, Fenerbit Citra Aditya Bakti, Fandung, 1974, hal.X.

g2, jibid., hal. &Z—3.




Politik EKriminal menurut Sudarto mempunyal tiga

arti,. vaitu

"a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan
metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap
pelanggaran hukum yang berupa pidana ;

b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari
aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya
cara kerja pengadilan dan polisi ;

¢c. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari
Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan,
vang dilakukan melalui perundang—undangan dan
badan-badan resmi, yang bertujuan untuk meng—
gakan norma-norma sentral dari masyarakat “ 3

Upayva penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal)

- menurut GP_Hoefnagels dapat ditempuh dengan :

"a. penerapan hukum pidana (criminal law aplica-
tion) ;

b. pencegahan tanpa pidana (prevention without
punishment) ;

c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai

kejahatan dan pemidanaan lewat media massa
(influencing views of socéfty on crime and
punishment / mass media) .

Dengan demikian upava penanggulangan kejahatan
(politik kriminal) secara garis besar dapat dibagi dua
vaitu lewat Jjalur "penal” (hukum pidana} dan lewat
jalur “non penal"” (bukan / diluar hukum pidana). Dalam

pembagian menurut G.P. Hoefnagels di atas, uapaya—-upaya

yvang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan

dalam kelompok upaya "“non penal”. 85

27. Sudarto dalam Arief, Barda Nawawi, ibid, hal.l.

84, Hoefnagel, 0G. Peter., dalam Arief, Barda Nawawi,
ibid.. hal. 48.

£5. ibid.
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Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan
bagian dari politik penanggulangan kejahatan (politik
kriminal). Dengan perkataan lein politik hukum pidana
identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan keja-
hatan dengan hukum pidana. EKebijakan atau politik hukum
pidana pada hakekatnya Jjuga merupakan bagian dari usaha
penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), se-
hingga dapat dikatakan bahwa politik atau kebijakan
hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan pene-
gakan hukum (law enforcement policy). 86

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serang-
kaian proses yang terdiri dari +tiga tahapan kebijakan
vaitu (1) tahap kebijakan legislatif/formulatif, (2)
tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan (3) tahap kebi-
jakan eksekutif/administratif. Ketiga tahap kebijakan
hukum pidana tersebut didalamnya terkandung tiga kekua-
saan/kewenangan vaitu kekuasaan legislatif/formulatif
untuk dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa vyang
dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan,
kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menegakkan hukum
pidana dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melak-

sanakan hukum pidana. 87

B4. ibid. hal. 29.




Sistem pemidanaan dalam tahap kebijakan législatif/
formulatif pada hakekatnya merupakan sistem kewenansgan/
kekuasaan untuk menjatuhkan pidana. Pengertian “pidana”
dapat dilihat dalam arti sempit/formal maupun dalam arti
luas/material. Dalam arti sempit/formal penjatuhan pidana
berarti kewenangan menjatuhkan/mengenakan sanksi pidana
menurut undang-undang oleh pedjabat berwenang (Hakim).

Sedangkan dalam arti luas/material penjatuhan pida-
na merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari
pejabat yang berwenané mulai dari proses penyidikan, pe-
nuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh penga-
dilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. 88

Pengertian kebijakan legislatif/formulatif dirumus-
kan oleh Barda Nawawi Arief sebagai

"Suatu perencanaan atau program dari pembuat

undang-undang mengenai apa yang dilakukan dalam

menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana
m?lakukan atau melakganakan sesgatu" gang telah
direncanakan atau diprogramkan itu.

Permasalahan kebijakan legizslatif/formulatif wmeru-
pakan permasalahan kebijakan, sehingga pendekatannya
harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada

kebijakan (policy oriented approach). Dalam pengertian

"Pendekatan Kebijakan" tercakup pengertian pendekatan

28, ibid.

89. Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif dalam

Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Fadan Fenar-
bit Universitas Diponesgoro, Semarang, 1999, hal. 59.




rasional pendekatan fungsional, pendekatan ekonomi dan

pendekatan nilai. 90

Pendekatan rasional menurut Sudarto adalah dalam
melaksanakan politik/kebijakan orang mengadakan penilaian
dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. g1 Sedangkan
Karl O. Christiansen mengemukakan bahwa karakteristik
dari suatu politik kriminal yang rasional adalah pener-
apan metode-metode yang rasional. 92

Pendekatan yang rasional tersebut menurut Barda
Nawawi Arief, berarti

"Suatu politik kriminal dengan menggunakan kebi-
Jakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha
atau langkah-langkah vang dibuat dengan sengaja
dan gadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum
pidana sebagai sarana untuk menanggulangi keja-
hatan harus benar-henar telah memperhitungkan semua
faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau
bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. Jadi
diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan
inipun merupakan pendekatan vang melekat (éghe—
rent) pada setiap kebijakan yang rasional.”

Pendekatan ekonomis, menurut Johapes Andenaes
erat hubungannya dengan pendekatan kebijakan vang
rasional sebagai pilihan konsepsi terhadap rerlindungan

masvarakat. Lebih lanjut dikatakan

0. ibid., hal. &9.

21, Sudarts, Hukum dan Hukum Pidana, Fensrbit  Alumni,

Bandung, 1%¥81, hal.20.

99, Christiansen, Karl. 2., dalam Arief, Rarda DNawawi,
1994, op.cit., Nal.37.

3. ibid.
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"Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada kon-
geprsi perlindungan masyarakat (social defence),
maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya
serasional mungkin. Hasil-hasil meksimum harus
dicapai dengan biaya minimum bagi masyarakat dan
minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas
demikian, oransg harus mengandalkan pada hasil
ilmiah mengenaili sebab-sebab kejahatan dan efek-
tivitas dari bermacam-macam sSanksi.”

Pendekatan nilai dalam pengertian pendekatan ke-
bijakan Dberhubungan dengan nilai-nilai budaya suatu
masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Karl O. Chris-
tiansen : "the conception of problem crime and punishment
is an essential part of the culture of any society. " g5

Demikian Juga menurut W. Clifford bahwa : "the
very foundation of any criminal justice system consists

of the phyvlosophy behind a given country.” 86

F. KONSEPSI TENTANG SUPREMASI HUKUM
Secara etimologis supremasi hukum berasal dari kata
"supremasi” dan "hukum”.
Supremasi berasal dari bahasa Inggris supreme

(adj.) vang berarti highest in rank or authority. 97

24, fAndenass, Johannes, dalam Arief, Barda Nawawi,
ibid.

25, Christiansen, Karl., 0, dalam Aarief, Harda MNawawi,
ibid.. hal.4i.

94, Clifford, W., dalam Arief, Barda Nawawi, ibid.

97, Hora A%, By., Gatemby E.V. Waketie=ld, The Advanced
Learner’s Dictionary, GSecond Edition, Oxford University
Fressbondan, 1943, p.1014.
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Dalam EKamus Umnum Bahasa Indonesia kata supreme diserap
menjadi supremasi vang berarti kekuasaan terting—
gi (teratas). 98

Sedangkan istilah hukum merupaksn suatu konsep
vansg jarang dapat diketemukan konsep yang sama, karena
sudut pandang (atau perspektif) vang dipergunakan berbe-
da-beda. 99 Sebagail pegangan dalam penelitian ini
Penulis menggunakan konsepsi tentang hukum sebagai beri-
kut

"Hukum adalah kaidah—-kaidah positif vyang berlaku
pada suatu waktu tertentu dan disuatu wilayah
tertentu dan terbit sebagail produk eksplisit suatu
aumber kekuasaan politik tertentu vang berlegiti-
masi atau vang acap lebih dikenal igﬁa sebagal
hukum nasional atau hukum negara."

Dengan demikian pengertian supremasi hukum secara
sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu peraturan yang
tertinggi. 101

Secara vuridis pengertian supremasi hukum texr-

sirat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1845 tentang

tujuh pokok sistem pemerintahan. Pokok pikiran pertama

98. Foerwodarminto WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia,
cet. V., FM. Balai FPustaks, Jakarta, 197¢& hal. %77,

9%. Soemitrm, Ronny Hanitijo, Perspektif Sosial dalam
Pemahaman Masalah—Masalah_ Hukum, Fenerbit Agung Fress,
Semarang, 1989 hal.l.

100. Wignimsoebroto, Soetandyo, loc.cit.
101, Soche H. Harris, Supremasi Hukum dan Frinsip
Demokrasi di Indonesia, Fenerbit FT. Hanindita, Yoagyakarta

i85 hal.3.
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menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(rechtstaat) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machtstaat).

Pokok pikiran Negara Indonesia berdasarkan abas
hukum tersebut menurut Padmo Wahjono, mengandung dua
pemikiran, vaitu

"Pertama, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam nega-
ra Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat
melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Jadi
kedaulatan hukum sebagail penjelmaan lebih lanjut
dari paham kedaulatan rakyat. Juga disini diguna-
kan istilah Dberdasar atas hukum sehingga negara
vang bherdasar atas hukum dapat diartikan adalah
negara hukum yang semurni-murninya.

Kedua, bahwa sistem pemerintahan negara atau cara-
cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan
(power/macht). Namun dari anak kalimat yang berbu-
nyi “tidak berdasar atas kekuasaan belaka” dapat
kita simpulkan, bahwa tidak ada seigatu kekuasaan
pun yvang tidak berdasarkan hukum."

Menurut DBarda Nawawi Arief, supremasi hukum rada
hakekatnya supremasi tatanan norma dan nilai di seluruh
bidang kehidupan (norma dan nilai-nilai sosial, politik,
ekonomi, dsb.) yang telah disepakati bersama. 103 ‘Lebih
lanjut dikatakan bahwa disisi lain supremasi hukum

mengandung makna “supremasi nilal" yang berarti supremasi

hukum pada hakekatnya mengandung makna bahwa dalam

102, Wahyono, Fadmo, Negara Republik Indonesia, Fener-
bit Rajawali, Jakarta 1982 hal. 17-18.

10%. Arief, Barda Nawawi, Pokok—Pokok Pemikiran Supre—
masi Hukum (Dari Aspek Kajian Yuridis), Makalah dalam
Seminar yvang diselenggarakan oleh FH. UNDIF Semarang, tanggal
27 Juli 2000, hal. 4. :




berkehidupan kebangsaan harus dijunjung nilai—nilai
substansial vang menJjiwail hukum dan menjadi tuntutan
masvarakat antara lain : "tegaknya nilai keadilan, kebe-
naran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama”, “tegak-
nya nilai-nilai kemanusiaan vang beradab dan penghargaan/
perlindungan HAM", "tidak adanya praktek favoritisme dan
KKN" . 104

Hubungan antara hukum dengan nilai/moralitas
sangat erat, Koento Wibisono Siswomihardjo melihat hubung-
an tersebut sebagai berikut

“Moralitas ysng tidak didukung oleh kehidupan
hukum vang kondusif akan menjadi subyektivitas
vang satu sama lain saling berbenturan, sebaliknya
ketentuan hukum yvang disusun tanpa disertal dasar
dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme
vang represif, kontra produktif dan bertentangan
nilai-nilai kegsgaran dan keadilan yang menjadi
tujuan hukum".

Lebih lanjut dikatakan bhahwa dengan meletakan
Pancasila secara integral-integratif dengan pembukaan UUD
1945, maka penyatuan kembali visi dan misi akan dapat
menemukan landasan berpijak vang sama dalam wupava kita

untuk mengémbalikan hukum vang sudah kehilangan suprema-

sinya. 106

'104. ibid., hal.5.

105, Siswomihardjo, Koento Wibisono, Supremasi  Hukum
dalam Negara Demockrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filo—
sofis}), Makalah vang disampaikan dalam Seminar Nasional
Supremasi Hukum dalam Megara Demokrasi Menuius Indonesia Barw,
vang diselenggarakan oleh FH. UNDIF Szmarang tanggal 27 Juli
2000, hal.b.

106. ibid., hal.5.
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Pandangan tentang hubungan antara hukum dan
kekuasaan tidaklah tunggal. Antara kaum idealis yang
berorientasi kepada das sollen dan kaum empiris wvang
berorientasi kepada das sein memberikan pandangan berbeda.
Mehurut Moh. Mahfud MD., bagi orang vang melakukan telaah
tentang hukum akan menemukan minimal dua model bingkai
mengenai hubungan antara hukum dan kekuasaan, vaitu

"Pertama, Hukum menentukan dan mempengaruhi kekua-—

saan (peolitik) yang menvertal wawasan negara hukum

vang das sollen, disini hukum terutama hukum dasar

(konstitusi) menjadi pemberi batas vang tegas

antara lingkup kekuasaan agar tidak terjadi kese-

wenang-wenangan.

Kedua, Hukum dipengaruhil, ditentukan bahkan diin-

tervensi oleh politik seperti vang sering terlihat

dalam kenvataan empiris yvang das sein. Disini hukum
lebih dijadian sebagai alat Jjustifikasi (pembenar)
atas kehendak-kehendak pemegang kekuasaan politik
vang dominan sehingga tidak memainkan peranannya
sebagai alat Bentrol dan penjaga batas—batas

kekuasaan. " 1

Lebih lanjut dikatakan bahwa idealnyva memang
hukum dan kekuassan paling tidak saling mendukung, dalam
arti hukum harus ditegakkan dengan Kekuasaan, agar
daya paksanva lebih efektif. Sebaliknyva kekuasaan harus
dijalankan atas prinsip-prinsip hukum agar tidak sewe-
nang-wenang. Dalam kontek ini kita bisa memahami bahwa

"hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa

hukum adalah kelaliman®™. Dengan demikian hubungan

107. Mahfud, HMD., Mohamad, Mehegakan Supremasi Hukum

Melalui Demokratisasi., dalam Hukum dan Kekuasaan, Fenerbit
Fakultas Hubkum Universitas Islam Indonesia, Fancetak
Fustaka Felajar Offset, Yogyakarta 1998, hal.49.
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antara hukum dan kekuasaan minimal ada tiga macaam yaitu
kekuasaan determinan atas hukum, hukum determinan atas
kekuasaan dan hukum interdependent dengan kekuasaan. 108

Hukum itu sendiri berkembang menurut perkembangan
masyarakat yang berkaitan satu sama lain. Nonet dan selz-
nik membedakan hukum menjadi tiga model, vyaitu Hukum
Represif (Kepresive Law) vakni hukum vang merupakan
alat kekuasaan represif, Hukum Otonom (Autonomous Law)
yvaitu hukum sebagal suatu pranata yang mampu menjinakkan
repressi dan melindungi integritasnya sendiri den Hukum
Responsif (Responsive Law) yaitu hukum vang merupakan
gsarana respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-
aspirasi masyarakat. 108

Hukum represif menekankan pada ketertiban umum dan
bersifat pasif dalam arti adaptasi dengan lingkungan
sosial bersifat mementingkan diri sendiri (oportunistik).
Hukum represgif memandang hukum sebagai abdi dari kekua-
saan yang represif dan tunduk pada kekuasaan.

Dalam hubungannya dengan kekuasaan, bentuk siste-
matik hukum yang represif mempunyai ciri-ciri

"1. Pranata-pranata hukum secara langsung dise-

diakan bagi kekuasasan politik, hukum diidenti-

fikasikan dengan negara dan tunduk pada
kepentingan negara ;

108. ibid.

109, Nonet, Fhillipe dan Selznik, FPhilip, Law. and
Society in Transition : Toward Responsive Law, Herper and
Fow Fubhlisher Inc., NHNew York 1278, p.l3.
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2. Kelestarian kekuasaan adalah tugas penegakan
hukum ;

3. Alat-alat pengendalian khusus seperti Poliei
menjadi pusat kekuasaan vang E?Bas :

4. Pelembagaan keadilan Klas."

Lebih lanjut dikemukakan tata hukum yang ada menam-

pilkan gambaran :

"1. Peradilan dan penegak hukum sebagai alat
pemerintah ;

2. Tujuan Hukum adalah memelihara perdamaian
setiap saat dengan biava apapun untuk memuaskan
keinginan sosial atas keamanan umum ;

3. Hukum pidana m?igpakan pusat perhatian pene-—
gakan hukum.”

Perwuiudan hukum represif menampilkan dua gam-—

baran pokok

“1. Keterpaduan vyang erat antara hukum dengan
politik dalam bentuk sub ordinasi langsung
pranata-pranata hukum pada elit yvang memer—
intah dengan menjadi semacam “instrumentalis-
me primitif” yang siap mengkonsolidasikan
kekuasaan, menjamin privelese dan memenangkan
konformitas ;

2. Merajalelanya diskresi baik sebagai hasil mau-
pun sebagaili cara untuk menjamin bf%grjanya
peranan hukum sebagai alat di atas.”

Dengan tumbuhnya hukum otonom, maka tata hukum men-
jadi sumberdaya untuk menjinakan represi dan berorientasi

kepada rule of law. Hukum otonom mempunyal karakter

110G, Kusumah, Mulyana, W., dan Haut, Faul S, Hulcrim o
Politik dan Ferubahan Sasial, Fenarbit Yayasan bantuan
l embaga Hukum Indonesia, Jakarta, , 1988, hal.i7.

111. ibid.

112, ibid. hal. 1%




antara lain mempermasalahkan problem legitimasi daripada
masalah tata tertib sosial. Legitimasi ini didasarkan
atas ide bahwa tata tertib dibuat sah apabila penggunaan
kekuasaan diletakan di bawah pengawasan dari prinsip-
prinsip konstitusional prosedur-prosedur formal dan insti-
tusi peradilan yang bebas.

Ciri-ciri hukum otonom antara lain :

i N

Hukum dipisahkan dari politik dengan pemisahan
fungsi-fungsi ;

Tata hukum mendukung model atura-aturan
Prosedur adalah pusat hukum ;

Kepatuhan pada hukum dipahami segigai ketaatan
vang ketat pada hukum positif.

Ciri vang berpusat pada aturan (yakni norma yang

menentukan lingkup dan penerapan hukum) didasari oleh

Aturan-aturan adalah sumber daya yang Ekuat
untuk mengalahkan kekuasaan ;

. Diskresi dipersempit ;

Menyebarluasnya aturan mengundang kompleksitas
dan masalah konsistensi vyang memerlukan ;
Orientasi pada aturan-—-aturan cenderung membata-—
si tanggung-jawab sistem hukum ;

Walaupun menJjinakan represi, hukum otonom tetap
mempunyai gagasan Eigwa hukum adalah alat
rengendalian sosial.

o b W

- Hulkum responsif memberi kewenangan / kompetensi
untuk mewujudkan keadilan yang substantif, hukum respon-

sif bersifat %serbuka dan adaptif serta mencari nilai-

113. ibid.. hal.z0

1i4. ibid., hal.20




nilai wvang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan dan

kebijaksanaan. Hukum responsif memandang hukum sebagai

fasilitator

dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan

sosial dan aspirasi-aspirasi sosial.

Ciri-ciri hukum wyang reponsif adalah :

"1.
2.
3.
4.

Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otori-
tas tujuan ;

Mengendalikan tuntutan pada ketaatan serta
mengurangi kekakuan hukum ;

Bantuan hukum menampilkan suatu dimensi poli-
tik

Terdapatnya perencanaan lgganata—pranata hulcum
secara lebih kompeten.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI TUGAS DAN KEDUDUKAN LEMBAGA
KEJAKSAAN , JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA

Dalam membahas kebijakan legislatif mengenai kedu-
dukan lembaga kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana
untuk menjamin terwujudnya supremasi hukum di Indonesia
tersebut Penulis akan membagi sub bab ini menjadi tiga
bagian, vaitu Kebijakan legislatif mengenai kedudukan
lembaga Kejaksaan dalam UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang
Undang-~undang Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Repub-

1ik Indonesia.

1. Kebijakan legislatif mengenal +tugas dan kedudukan
lembaga kejaksaan/Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor
i5 Tahun 1961 tentang Undang-Undang Tentang Pokok

Kejaksaan Republik Indonesia.

a. Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1961 ‘

Latar belakang terbentuknya Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok

Kejaksaan Republik Indonesia didasarkan pada Amanat




Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 vyang
kberjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang 1lebih
dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia
(Manipol) vang berdasarkan Ketetapan MPRS No.
I/MPRS/1860 dijadikan Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN). Amanat Presiden Soekarno tersebut
intinya berisi retooling di segala bidang yaitu
Politik, pemerintahan, perekonomian dan sebagainya
diperlukan untuk penyusunan dari sistem demokrasi
liberal berdasarkan UUDS 1950 kepada sistem demokra-
si terpimpin menurut UUD 1945.

Dalam suratnya yvang ditujukan kepada Pimpinan
DPR antara lain No.2262/HK/58 dan No.2775 Presiden
Soekarnc menggariskan politik legislatif baru yang
menyatakan bahwa peraturan-peraturan negara dapat
dibentuk berdasarkan dua sumber, yvaitu Undang-Undang
Dasar 1945 dan yang diluar Undang-Undang Dasar 1845.

Peraturan—-peraturan vang bersumber  kepada

Undang-Undang Dasar 1845 adalah

1. Undang-Undang vang dibentuk berdasarkan persetu-
juan Presiden (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 UUD
1845 ;

2. Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
yvang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan
kepentingan vang memaksa yang harus disétujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang beri-

kutnya (Pasal 22 UUD 1945).




Sedangkan sumber diluar Undang-Undang Dasar
1945 yang dimaksud Presiden dalam suratnya kepada
Pimpinan DPR adalah suasana negara yang menyebab-
kan dikeluarkannya Dekrit yaitu suasana darurat.
Peraturan-peraturan negara yang dikeluarkan tidak
menurut cara dan bentuk yang ditetapkan dalam Pasal
5, 20 dan 22 UUD 1945 adalah Penetapan Presiden
(Pen Pres) dan Peraturan Presiden (Per Pres).

Peraturan—-peraturan vang dikeluarkan oleh
Presiden diluar cara dan bentuk yvang diatur dalam
UUD 1945 tersebut adalah untuk melakukan Dekrit dan
berlandaskan kekuasaan luar biasa yang diberikan
oleh Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum
terbentuk DPR dan MPR menurut ketentuan UUD 1845.

Satu hari setelah Dekrit Presiden 5 Juli 195§
yvaitu tanggal 6 Juli 1959 Kabinet Karya menyerah-
kan mandat kepadsa Presiden dengan alasan’ bahwa

Republik Indonesia telah berganti konstitusi.

Kemudian pada tanggal 10 Juli 1958 dibentuk Kabinet-

Kerja I wvang susunannya terdiri dari Perdana
Menteri, Menteri Pertama, Menteri Kabinet Inti dan
Menteri-Menteri Negara ex officio yang bukan kabinet
inti tetapi dapat menghadiri Sidang Kabinet Pleno.
Dalam Kabinet tersebut Jaksa Agung adalah Menteri ex
Qfficio disamping mentéri—menteri ex Officio
lainnyva, vaitu : Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala

Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara,




Kepolisian, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
Ketua Dewan Perancang Nasional dan sebagainya.

Pada tanggal 18 Februari 1960 terjadi peru-
bahan dalam susunan kabinet vyang terdiri dari

beberapa bidang dibawah Menteri yang memimpin sesua~

tu bidang ada beberapa menteri. Kedudukan Jaksa

Agung pada saat itu termasuk dalam bidang vyang
dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf
Angkatan Darat Jenderal AH. Nasution namun adminis-
trasi Kejaksaan masih dibawah Departemen Kehakiman.

Berdasarkan keputusan musyawarah Kabinet
Kerja I tanggal 22 Juli 1960 yang diperkuat dengan
Keputusan Presiden No. 204 Tahun 19860 tanggal
15 Agustus 1980 dan berlaku surut sejak tanggal 22
Juli 1980 tentang Pembentukan Departemen Kejaksaan
dibawah Pimpinan Menteri/Jaksa Agung status kejak—
saan berubah dari lembaga non Departemen dibawah
Departemen Kehakiman menjadi lembaga/Departemen yang
berdiri sendiri. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung
No.Org/A.51/1 tanggal 2 Januari 18961 ditetapkan
sebagai Hari Adhyaksa dan berdasarkan Surat Kepu-
tusan Jeksa Agung Nomor : KEP-62/J.A/7/1982 tanggal
16 Juli 1982, tanggal 22 dJuli dijadikan sebagail
Hari Bhakti Adhyaksa dengan tujuan untuk mengingat-
kan dan memupuk rasa pefsatuan dan kesatuan di
lingkungan kejaksaan serta memelihara, memupuk dan
meningkatkan amal bhakti kejaksaan kepada nusa dan

bangsa.




Setelah terbentuk departemen kejaksean,
Menteri/Jdaksa Agung Mr. Gunawan merasa perlu untuk
mengadakan penyvesuaian mengenai tugas dan wewenang
kejaksaan serta organisasi dan tata kerjanya dengan
keadaan baru serta adanya usaha-usaha untuk memper-
tebal dan meningkatkan semangat dan Jjiwa korps.
Untuk merealisasikan hal tersebut kemudian diadakan
konferensi dinas Departemen Kejaksaan yang ber-
langsung antara tanggal 30 Oktober sampai dengan
3 November 1960 di Surabaya dan Tretes.

Pokok pikiran yang dibicarakan dalam konfe-
rensi Tretes antara lain dikemukakan oleh Menteri
Koordinator Keamanan Nasional Jenderal A_H. Nasu-
tion vang menyatakan bahwa dengan menelaah persoal-
an—persoalan sehubungan dengan keamanan nasional,
dimana dihadapi banyak hal-hal kompleks maka kejak-
saan secbagail bagian dari Bidang Keamanan Nasional
perlu membina suatu kerjasama antara Departemen di
lingkungan Hankam. Dalam arti kata secara yustisial
harus dapat menjamin terlaksananya hukum pidana dan
secara pertahanan dan keamanan untuk melayani tan-
tangan vang akan membahayakan negara. Lebih lanjut
Menteri Koordinator Keamanan Nasional mengharapkan
agar ditemukan dasar-dasar vang Jelas tentang
undang-undang dan peraturah—peraturan vang memberi-
kan ketentuan vang Jjelas pula tentang struktur

organisasi kejaksaan serta kekuasaannya terutama




11k, Laporan ¥onferensi Dinas Deparizmen kejaksaan di

Trates,

sebagai perlengkapan negara dalam bidang pertahan-
an dan keamanan. 118

DPalam hubungan tersebut Jaksa Agung menge-—
mukakan bahwa perlu diciptakan Undang-Undang Pokok
Kejaksaan yang mencakup didalamnya tugas—-tugas
Jaksa  dalam hubungannya dengan batas-batas tugas

Hakim dan Polisi dan Undang-Undang Pokok Kepo-

lisian Republik Indonesia yang mengatur hubungan

antara pejabat Kepolisian Indonesia dengan Hakim

Pamong Praja dan Jaksa.
Berdasarkan Keputusan dalam Konferensi Dinas
Departemen Kejaksaan di Tretes tersebut, Menteri/
Jaksa Agung dengan Keputusannya tanggal 1 November
1860 Nomor UP/21546/173 membentuk Panitia vyang
bertugas untuk menyusun Rancangan Undang-Undang
Pokok Kejaksaan, yang terdiri dari
1. Mr. M. Kadarusman, Jaksa Agung Muda sebagai Ketua
merangkap Anggota ;

2. Kolonel Mr.R. Moehono, Jaksa Agung Muda sebagai
Wakil Ketua merangka anggota ;

3. Mr. R. Sudrajat, Pd. Pembantu Utama Departemen
Kehakiman sebagai Anggota ;

4. Prof. Mr. R. Oemar Seno Adji, Guru Besar Univer-

sitas Indonesia sebagal Angsota ;

hal. 13.




5. M. Karnadi, Jaksa Kejaksaan Agung sebagai Sekre-
taris merangkap sebagai Anggota.

Setelah melakukan rapat-rapat sejak tangal
8 November 1960 maka pada tanggal 10 Maret 1861
Panitia penyusunan Rancangan Undang-Undang Pokok
Kejaksaan menyampaikan hasil kerjanya kepada Menteri
/Jaksa Agung. Kemudian dengan suratnya Nomor R-647/
Ser.Djek/1961 tanggal 11 Maret 1961 perihal pengi-
rimaﬁ naskah Rancangan Undang-Undang Kejaksaan,
Departemen Kejaksaan mengirimkan naskah Rancangan
Undang-Undang Pokok Kejaksaan tersebut kepada Men-
teri Pertama untuk dibicarakan pada sidang kabi-
net. Pada tanggal 14 Maret 1961 Kabinet menyidang-
kan naskah Rancangan Undang-Undang Pokok Kejaksaan
dan memutuskan untuk membentuk Panitia Ad Hoc vang
terdiri dari menteri-menteri untuk mempelajari
Rancangan tersebut bersama~sama dengan Rancangan
Undang-Undang Pokok Kepolisian RI. Panitia Ad  Hoc
(Panitia Menteri) tersebut terdiri dari :
1. Menteri Keamanan Nasional, sebagai Ketua ;
2. Menteri/Deputy Keamanan Nasional sebagai Wakil

Ketua ;

. Menteri Penasihat Hukum sebagai Anggota ;
. Menteri/Jaksa Agung sebagai Anggota ;
Menteri/Kepolisian Negara sebagai Anggota

Menteri Kehakiman sebagai Anggota ;

i T > TN © | B S 1

. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai

Anggota.
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Masalah-masalah pokok vang ditelaah oleh

Panitia Ad hoc tersebut, antara lain :

1. Dari Undang-Undang Kejaksaan
Kepolisian diharap penegasan

penyelenggaraan tugas kedua

dan Undang-Undang
tentang organisasi

instansi tersebut ;

2. Organisasi penyelenggaraan tugas kejaksaan/kepo-

lisian menetapkan badan-badan/lembaga-—-lembaga

/pejabat-pejabat vang mempunyai peranan dalam

penyelenggaraan tugas-tugas tersebut, menetapkan

tugas-tugas kewajiban-kewajiban serta hak-hak /

wewenang-wewenang badan-badan

Hd

3. Dalam organisasi Kejaksaan/Kepolisian ditampung

juga soal-soal pemeliharaan tenaga dan perala-

tan dari lembaga-lembaga/badan—~badan pejabat/

pejabat tersebut ;

4. Penyvelenggaraan tugas Kejaksaan dan Kepolisian

membuktikan kompleksitet dalam materinya, meng-

ingat :

a. Adanya pertalian hubungan yang sangat erat

antara kedua tugas termaksud sebagail penegak

hukum dalam rangka peradilan pidana bahkan ada

pengertian bahwa tugas ke
kepolisian (yang bersifat
b. Bahwa tugas kepolisian t

penegakan hukum pidana

jaksaan adalah tugas
represif) ;
idak terbatas pada

saja vang bersifat

represif, melainkan meliputi juga :
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— Tindakan-tindakan terhadap tindak pidana ;
- Kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif
atau represif terhadap pelanggaran-pelang-
garan peraturan yang tidak diancam hukuman;
— Tugas kepolisian meliputi Jjuga kegiatan
keamanan dan ketertiban umum dan untuk
keselamatan orang/masyarakat dibidang yansg
tidak / belum dikuasai oleh hukum dan
karena itu sesungguhnya diluar yang dise-
but tadi sebagal penegak hukum. 117
Untuk menjamin hasil yang maksimal terhadap
permasalahan pokok di atas, Panita Ad Hoc kemudian
membentuk pula suatu “working group” vyang terdiri
dari :
1. Mr. Eman Moeriantoro, dari staf Keamanan Nasional
sebgai Ketua ;
2. Mr. Soehartono dari Departemen Kejaksaan ;
3. Mr.Memet Tanumidjaya dari Departemen EKepolisian ;
4. Kol.Pol. PM. Soetojo dari Inspektorat Kehakiman
Angkatan Darat ;
5. Mr. Roesbandi dari Departemen Kehakiman ;
6. Mr. RE. Parengkuan dari Departemen dalam Negeri

dan Otonomi Daerah.

117. op.cit. hal 1354-156.




Working Group ini kemudian mengadakan rapat
pada tanggal 11 dan 13 April 1961 dan mengha-
silkan keputusan-keputusan yvang dilaporkan kepada
Panitia Ad-Hoc. Kemudian pada tanggal 14 April
1961 Panitia Ad Hoc memerintahkan kepada wofking
group untuk menyusun rancangan undang-undang Pokok
Kejaksaan dengan beberapa catatan. Rancangan Undang-
undang Pokok Kejaksaan yang dihasilkan oleh Working
Group yang telah disempurnakan dan telah  disetujui
oleh Kabinet pada tangsgal 15 Mei 1961 tersebut
berdasarkan  Amanat Presiden  Nomor  1355/HK/61
tanggal 1Z Mei 1961 diserahkan kepada Dewan Perwa-
kilan Rakyat Gotong Royong dengan permintaan agar
dapat diselesaikan.

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
menerima Naskah Rancangan Undang-Undang tersebut
pada tanggal 29 Mei 1961 diadakan rapat gabungan
segenap komisi kedua yang membicarakan Rancangan
Undang-Undang Pokok Kepolisian, Undang-Undang Pokok
Kejaksaan dan Rancangan Undang-Undang tentang
Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Dalam rapat gabungan
segenap komisi tersebut wakil pemerintah menje-
laskan mengenai RancanganAUndang—Undang Pokok Kejak-
saan dan anggota serta pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong diberi kesempatan untuk menga-
jukan pertanyasan-pertanyaan yang kemudian dijawab

oleh wakil dari Pemerintah.




Mulai tanggal 31 Mei 1961 Rancangan Undang-—
Undang tersebut dibahas dalam rapat-rapat golongan.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pokok Kejaksaan
dilakukan bersama-sama dengan Rancangan Undang-
Undang Pokok Kepeolisian dan Undang-Undang tentang
Pembentukan Kejaksaan Tinggi. ©Setelah  melakukan
beberapa kali rapat, pada tanggal 8 Juni 1961 terca-
pail kata sepakat mengenail beberapa soal antara para
anggota Komisi C dengan wakil pemerintah -dan
terhadap hal-hal vang belum disepakati berdasarkan
persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong kemudian dibahas secara informal antara
Pimpinan Komisi C wakil golongan dan pemerintah
sampai tercapai kata sepakat. Pada tanggal 21 Juni
1961 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
dan wakil Pemerintah melakukan perbaikan redak-
gional terhadap perumusan Rancangan Undang-Undang.

Dengan surat tanggal 30 Juni 18961 Nomor
5263/DPR GR/1961 dan surat tanggal 30 Juni 1961
Nomor : 5261/DPR GR/1961 akhirnya Rancangan Undang-
Undang Pokok Kejaksaan disahkan oleh Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan disampaikan
kepada pemerintah untuk disahkan dan diundangkan.
Akhirnya Pemerintah cq. Presiden mengesahkan Ranca-
ngan Undang-Undang tersebut pada tanggal 31 Juni
1961 depgan registrasi No. 15 serta menemﬁatkannya

pada Lembaran Negara 'Nomor 224 Tahun 1961 dan

|
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Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara
2288. Behingga berubah menjadi Undang-Undang
15 Tahun 1861 tentang Ketentuan-Ketentuan

Kejaksaan Republik Indonesia atau disebut

Undang-Undang Pokok Kejaksaan.

b. Tugas dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan/Jaksa

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1981

1. Pengertian Kejaksaan

Nomor
Nomor
Pokok

Juga

Agung

Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya

disebut Kejaksaan ialah alat negara penegak

hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut

Umum. (Bab I Ketentuan—-Ketentuan Umum

1 ayat (1)).

2. Tugas Kejaksaan

Pasal

Tugas Kejaksaan dalam Sistem Peradilan

Pidana adalah :

(1) a. Mengadakan penuntutan dalam perkara-

perkara pidana pada pengadilan
berwenang ;
b. Menjalankan keputusan dan penetapan

ridana

yang

Hakim
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(2)

{(3)

(4)

(5)

(6)

Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap
kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi
dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik
menurut ketentuan dalam undang-undang hukum
acara pidana dan lain-lain peraturan ne-—
gara ;

Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang
dapat membahayakan masyarakat dan negara ;
Melaksanakan tugas—-tugas khusus lain vyang
diberikan kepadanya oleh suatu peraturan
negara {(Pasal 2) ;

Untuk Kepentingan penuntutan perkara Jaksa
Agung dan Jjaksa-jaksa lainnya dalam ling-
kungan daerah hukumnya memberi petunjuk—
petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi
alat-alat penyidik dengan mengindahkan
hierarchie <(Pasal 7 ayat (2)) ;

Jaksa wajib memperhatikan laporan-laporan
tentang telah terjadinya perbuatan pidana
dan wadjib dengan inisiatif sendiri melaku-
kan tindakan yang dipandang perlu agar
supaya perkara menjadi lebih terang dengan
tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 2

ayat (2) (Pasal 10 ayat (1)) ;
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(7)

(8}

{(9)

(10)

(11)

Jaksa menerima dan mengurus perkara-perkara
vang Berita Acara pemeriksaannya bersama
atau tidak bersama barang bukti dikirim-
kan kepadanyva oleh penyvidik atau lain-lain
pejabat (Pasal 10 ayat (2)) ;

Jaksa mengurus barang-barang bukti sebaik-
baiknya dan bertanggung-Jjawab atasnya
sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan lain-
lain Peraturan Negara (Pasal 10 ayat (3)) ;
Jaksa untuk menyelesaikan suatu perkara
pidana berwenang : a. mengadakan pengle-
dahan badan dan pengledahan tempat—tempat
vang dipandang perlu dan b. mengambil
tindakan-tindakan lain menurut ketentuan
undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau
peraturan negara (Pasal 11 ayat (1) ;
Jaksa membuat surat tuduhén {Pasal 12
avat (1))

Dalam hal jaksa melakukan wewenang penvi-
dikan sebagai yang dimaksud dalam pasal
2 ayat (2) Jaksa berhak untuk meminta
kepada Kepala kantor Pos, Telekomunikasi
dan lain-lain kantor perhubungan ~guna
membuat catatan adanya surat-surat dan
lain-lain benda I'yang dialamatkan kepada

atau dapat diduga berasal dari- orang-




orang vang terhadapnya terdapat terdapat
alasan—-alasan cukup untuk dilakukan penun-
tutan karena melakukan, turut serta
melakukan atau mencoba melakukan tindak
pidana kejahatan dan pelanggaran (Pasal
13 ayat (1) ;

(12) Jaksa berhak untuk meminta supaya benda—
benda tersebut ditahan dan berhak untuk
menyita/membuka benda-benda tersebut (Pasal

13 ayvat (2) dan (3) ;

2. Kedudukan dan wewenang Jaksa Agung

~ Jaksa Agung memegang pimpinan pelaksanaan
tugas kejaksaan (Pasal 5 ayat (2a}).
~ Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi
(Pasal 7 avat (1)).
- Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksa
dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 7 ayat
{(3)1-
- Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara
berdasarkan kepentingan umum (Pasal 8).
Selain tugas dan wewenang dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1961, terdapat tugas dan wewenang
Kejaksaan/Jaksa Agung yang tersebar dalam berbagail

peraturan yang lain pada saat itu, vaitu

ua}
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b.

. Het Herzeine Inlandsch Reglement STB. 1041 No.

44 vang berdasarkan UU No. 1 Drt Tahun 1851
ditetapkan sebagai Hukum Acara Pidana vang
berlaku di Indonesia sebelum ditetapkan UU Hukum
Acara Pidana yang baru ;

UU No.l tahun 1950 vang menegaskan bahwa penegak-
an hukum pidana merupakan tugas dan wewenang
Jaksa Agung baik terhadap pelanggaran yang dila-
kukan oleh aparat pemerintah maupun rakyat

Penetapan Presiden No.5 Tahun 1959 yang menetap-

kan wewenanag Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung

tentang memperberat ancaman hukuman terhadap

tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan per-

lengkapan sandang pangan ;

Keputusan Presiden No. 28 tahun 1961 yang mene-

tapkan Jaksa Agung mengetual Team Pemberantasan

Korupsi ;

Keputusan Presiden No.73 Tahun 1967, yang mene-

tapkan antara lain :

1. Jaksa Agung berwenang melakukan pengusutan
atau pemeriksaan pendahuluan ter-hadap mere-
ka, baik sipil maupun ABRI yang diduga atau
terdapat petunjuk telah melakukan tindakan
penyelundupan (Pasal 1 avat 1);

2. Jaksa Agung mengetuail Team Penyidik atau

penuntutan perkara Penvelundupan (TP-4) ;




Penetapan Presiden No.3 Tahun 1962 vyang berda-

sarkan UU No. 5 Tahun 1868 telah menjadi UU yang

memberikan wewenang kepada Jaksa Agung berda-
sarkan petunjuk Presiden melakukan penawanan dan
pengusiran terhadap oknum - oknum yang terdapat
petunjuk akan membahayakan kepentingan negara
dan bangsa

Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 yang berda-

sarkan UU No. 5 Tahun 1969 telah menjadi UU, yang

menetapkan Jaksa Agung memimpin pemberantasan

Gerakan subversi ;

Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963 yang berda-

sarkan UU No. 5 Tahun 1963 telah menjadi UU

yvang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung demi
kepentingan umum dapat melarang beredarnyva
barang-barang cetakan ;

Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 yang berda-

sarkan U Mo. B Tahun 1969 ditetapkan sebagai

Ull, wvang menetapkan :

1. Jaksa Agung berwenang. baik dalam bidang
Kepolisian preventif maupun dalam bidang
Kepolisian Represif (Pasal 1)

2. Memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk
melakukan tindakan penahanan terhadap orang-
orang vang melakukan kejahatan  tertentu
menyimpang dari ketentuan yvang diatur -dalam

BIR (Pasal 3) ;




J . Keputusan Pregiden No. 313 Tahun 1868 yang
menetapkan Jaksa Agung sebagal Ketua Team Pembe-
rantasan EKorupsi diberi wewenang me lakukan
tugas sehari-hari dan Menteri Pertahanan dan
Keamanan atau Panglima ABRI dalam memegang
pengendalian dan pengawasan alat penggunaan
wewenansg penyerahan perkara dan pemeriksaan
pendahuluan di lingkungan ABRI ;

k. Staatsblad No. 552 Tahun 1822 vyang memberikan
wewenang kepada Kejaksaan untuk mewakili negara
dimuka pengadilan dalam perkara perdata ;

1. UU No. 13 Tahun 1970 yang menetapkan  wewenang
Jaksa Agung dan Tata cara Penindakan terhadap
aﬁggota—anggota atau pimpinan MPRS, DPR GR (Pasal
9) ;

Tugas dan kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam

Sistem Peradilan Pidana pada Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1961 +tentang Kejaksaan Republik Indonesia

sebagai Kebijakan Legislatif apabila dilakukan

pendekatan kebijakan (policy oriented approach) yang
tercakup di dalamnya pendekatan rasional, pendekatan
fungsional pendekatan ekonomis dan pendekatan nilai,

maka dapat dianalisa sebagai berikut

a. Pendekatan Rasional terhadap tugas dan Kedudukan

Kejaksaan dalam SPP dalam UU No. 15 Tahun 1961
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Pendekatan rasional pada prinsipnya
adalah mengadakan penilaian dari sekian banyak
alternatif vang dihadapi dan penerapan metode—
metode rasional dalam menetapkan kebijakan legis-
latif. Pendekatan rasional terhadap tugas dan
kedudukan Kejaksaan dan Jaksa Agung dalam Uﬁdang~
Undang No. 15 Tahun 1961, vang meliputi tahap pra
ajudikasi yang meliputi melakukan penyidikan,
penyidikan lanjutan dan koordinasi alat-alat
penyidik termasuk (termasuk polisi kehakiman),
tahap ajudikasi untuk mengadakan penuntutaan
dan tahap pasca ajudikasi untuk melaksanakan/
menjalankan keputusan dan penetapan hakim
didasarkan kepada pemikiran-pemikiran rasional
sebagai berikut :

- TAP MPRS Nomor I/MPRS/1960 tanggal 16 Novem-
per 1960 yang menetapkan Manipol sebagai GBHN
dan TAP MPRS Nomor II/MPRS/ 1860 tanggal
3 Desember 1980 tentang Garis-Garis Besar
Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana,
vang intinya berisi sebagail berikut : 1.
Revolusi Bangsa Indonesia untuk mencapai
tujuan Nasionalnya belum selesai dan masih
berjalan terus, 2. Tujuan Revolusi vang iden-
tik dengan tujuan nasional adalah untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan
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makmur materiil dan spirituil berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan sistem Demokrasi Terpimpin, 3. Untuk
mensukseskan usaha-usaha mencapai tujuan
revolusi semua kekuatan reveolusi harus di
retool (ditertibkan kembali) dan dapat
digerakan dalam rangka Demokrasi Terpimpin,
4. Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum
yang terutama bertugas untuk sebagai penun-—
tut umum dan juga sebagail alat revolusi
dalam  usaha-usaha untuk mencapai tujuan
-revolusi dan 5. Jaksa Agung / Jaksa Tentara
Agung adalah pembantu Presiden / Panglima
Tertinggi Angkatan Perang.

Het Herzeine Inlandsch Reglement 1941 No. 44
bab kedua tentang Mencari kejahatan dan
pelanggaran, Bagian Pertama Pasal 38-45 Bab
Ketiga tentang Pegawai Penuntut Umum pada
Pengadilan HNegeri Pasal 46-52 dan Bagian
Ketiga tentang Jaksa Pembantu Pasal  53-56,
vang berdasarkan Pasal 6 UU Darurat 1951
No.l yang menyatakan berlakunya HIR / RBG
sebagai Hukum Acara Pidana Sipil di Indone-

sia dengan beberapa perubahan.




b.

Pendekatan Fungsional terhadap tugas dan Keduduk-
an Kejaksaan dalam SPP dalam UU No. 15 Tahun 1961

Pendekatan fungsional menekankan pada
faktor—-faktor yang mendukung berfungsinya atau
bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan. Secara
fungsional perumusan tugas dan kedudukan Kejak-
saan/Jaksa Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal
2, 7, 8, 10 UU No.15 Tahun 1861 secara teori-
tis sangat dipengaruhi oleh sistem prenuntutan
tunggal (single prosecution System) dengan
ciri-ciri antara lain Kepolisian tidak melakukan
penuntutan kecuali penyidikan, memiliki kewenang-
an vyang independen untuk melakukan penyidikan
disamping menyelenggarakan supplementary inves-
tigation sendiri atau meminta agar dilakukan
kepolisian dan memiliki kewenangan diskresi
ménghentikan penuntutan sebelum putusan penga-—
dilan dijatuhkan. Sistem Kejaksaan yang dipakal
adalah Kejaksaan sistem Perancis dengan ciri
Jaksa sebagai tokoh utama dalam penyelenggaraan
peradilan pidana karena memiliki peranan pen-

ting dalam proses pembuatan keputusan.

Pendekatan Ekonomis terhadap tugas dan Kedudukan

Kejaksaan dalam SPP dalam UU No. 5 Tahun 1891
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Pendekatan ekonomi dalam kerangka pen-
dekatan kebijakan berkaitan dengan hasil-hasil
maksimum yvang harus dicapai dengan biaya mini-
mum bagi masyarakat dan minimum penderitaan
bagi individu serta efektiftivitas dari kebijakan
legislatif tersebut dalam pelaksanaannya. Secara
ekonomis tugas dan kedudukan Kejaksaan/Jaksa
Agung dalam UU No. 15 Tahgn 1961 dapat menja-
min proses penegakan hukum berjalan dengan
cepat, sederhana dan biaya murah bagi kejak-
saan, bagl individu dan masyarakat.

Hal ini ditegaskan dalam UU No. 1 Drt.
1851 yang menyatakan berlakunya HIR. STB 1841
No. 44 sebagai pedoman Hukum Acara Pidana di
Indonesia yang memberikan wewenang kepada Jaksa
untuk melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan
dan penuntutan (opsporen, nasporen en vervol-
ging). Dengan demikian berdasarkan UU No. 1b
Tahun 1961 jo. UU No. 1 Drt. 1951 vang memberi-
kan wewenang untuk melakukan penyidikan, penyi-
dikan lanjutan dan penuntutan berjalan cepat,
sederhana Adan biayva ringan, karena akan mengu-
rangi bolak-balik perkara dari Kepolisian ke

kejaksaan.

Pendekatan Nilai terhadap tugas dan Kedudukan

Kejaksaan dalam SPP dalam UU No. 15 Tahun 18961
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Pendekatan nilai dalam kerangka pende-
katan kebijakan berhubungan dengan nilai-nilai
budava suatu masyarakat. Pendekatan nilai terha-
dap tugas dan kedudukan kejaksaan dalam Sistem
Peradilan Pidana dalam UU No. 15 Tahun 18961
didasarkan kepada TAP MPRS No.I/MPRS Th. 1880
tanggal 19 November 1960 yang menetapkan Mani-
rol sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara
dan TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember
1960 <tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan
Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-
1868, vang secara konsepsional berisi antara
lain :

— Revolusi bangsa Indonesia untuk  mencapai
tujuan nasionalnya belum selesai dan masih
berjalan terus ;

- Tuduan revolusi adalah identik dengan tujuan
nasional yaitu mewujudkan masyarakat Indone-
sié vang adil dan makmur material dan spiri-
tual berlandaskkan Pancasila dan UUD 1945
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indone-
sia dengan sistem Demokrasi Terpimpin;

- Untuk mensukseskan usaha—-usaha mencapal tuju-
an revolusi semua kekuatan revolusioner
harus di-reteool (ditertibkan kembali) dan

dapat diligerakan dalam rangka Demokrasi
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Terpimpin, termasuk Kejaksaan sebagali alat
negara penegak hukum.
Pengertian supremasi hukum secara sederhana

dapat dirumuskan sebagai suatu peraturan vang ter-—

tinggi. 119

Secara vuridis pengertian supremasi hukum
tersirat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
tentang +tujuh pokok sistem pemerintahan. Pokok
pikiran pertama menyatakan bahwa Negara Indonesia
berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan tidak berda-
gar atas kekuasaan belaka (machtstaat).

Pokok pikiran Negara Indoﬂesia berdasarkan
atas hukum tersebut menurut Padmc Wahjono, mengan-
dung dua pemikiran, yaitu :

“Pertama, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam
negara Indonesia ialah hukum yang dibuat
oleh rakyat melalul wakil-wakilnya di lemba-
ga legislatif. Jadi kedaulatan hukum sebagai
penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulat-
an rakyat. Juga disini digunakan istilah
berdasar atas hukum sehingga negara yang
berdasar atas hukum dapat diartikan adalah
negara hukum yang semurni-murninya.

Kedua, bahwa sistem pemerintahan negara
atau cara-cara pengendalian negara memerlukan
kekuasaan (power/macht). Namun dari anak
kalimat yang berbunyi "tidak berdasar atas
kekuasaan belaka"” dapat kita simpulkan,
bahwa tidak ada sesuatu kﬁggasaan pun vang
tidak berdasarkan hukum."”

119. $Soche H. Harris, loc. cit.
120, Wahyono, Fadmo, Negara Republik Indonesia, Fanerbit

Rajawali., Jakarta 1982 hal. 17-18.
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Menurut Abdul Hakim Garuda Nusntara, suatu
negara disebut negara Hukum apabila dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :

"l. Adanya suatu pemerintahan negara vang
didasarkan atas kedaulatan rakyat ;

2. Adanya pembagian kekuasaan yang seimbang
vVang menggambarkan secara nyata adanya
sistem chek and balance antara lemhaga-
lembaga eksekutif (pemerintah) Legislatif
(DPR) dan lembasa yudikatif (pelaksana
hukum) ; .

3. Adanya peran yang nyata dari anggota-
anggota masyarakat atau warga negara
untuk turut serta mengawasi pembuatan dan
relaksanaan kebijakan yang dilaksanakan
oleh hukum ;

4. Bahwa Tindakan-tindakan pemerintah harus
senantiasa didasarkan atas hukum positif
vang berlaku ;

5. Adanya lembaga peradilan vang bebas dan
mandiri dalam arti lembaga peradilan
tersebut benar-benar tidak memihak dan
tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;

6. Adanya Jaminan terhadap Hak Asasi manu-
sia

7. Adanya sistem perekonomian yang dapat
menjamin pembagian yang merata sumberdaya
vang dipeiﬁgkan bagi kemakmuran warga
negara.

Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga pera-
dilan Jjusa disyaratkan harus bebas dan mandiri
dalam arti tidak memihak dan tidak berada di bawah
pengaruh eksekutif. Dalam Konggres PBB Ke 9§ Tahun
1985 di Kairo tentang Prevention of Crime and
Threatment of offenders ada resolusi tentang Crimi-

nal Jjustice management in the context of account

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum

Indonesia, Fenerbit YLEHI, Jakarta, 1988, hal.l3Z-14.




ability of'public administration and sustainable

development. Resolusi ini didasarkan pada pemikir?

an/pertimbangan sebagai berikut :

1. Penyelenggara / administrator peradilan pidana
bertanggung-jawab bagi terselenggaranya peradil-
an pidana yang efisien dan manusiawi ;

2. Manajemen peradilan pidana merupakan bagian dari
administrasi pubiik vang bertanggung-jawab kepada
masyarakat luas ;

3. Penyelenggaraan peradilan pidana harus merupakan
bagian dari kebijakan pembangunan sumberdaya
manusia yang berkelanjutan (a policy sustainable
development of resources) termasuk ensure Justice

dan the savety of citizens. 122

Menurut Gerhard O. W. Meuller and Fre Le
Poole Griffiths, Peradilan yang efisien atau efektif
harus memenghi kombinasi nilai-nilai praktis dalam
satu sistem peradilan pidana, ketiadaan nilai-nilai
praktis ini untuk mensghindari efektifitas. Nilai-

nilai praktis dalam dalam sistem peradilan pidana

122. Arief, Barda pMawawi, Kebijakan Pengembangan . Pera—
dilan, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Reformasi
Sistem FPeradilan (Dalam HMenangggulangi Mafia Feradilanj,

Semarang, 4 Maret 1992, hal. I3-4,




tersebut adalah : Simplicity, Certainty, Professio-—
nality, Popularity dan Independence. 129
Berdasarkan hasil penelitian terhadap tugas

dan kedudukan Kejaksaan/Jaksa Agung dalam UU No. 15

Tahun 1961 dalam rangka mewujudkan supremasi hukum,

maka dapat diberikan catatan sebagai berikut :

1. Kedudukan kejaksaan/Jaksa Agung secara institu-
sional dan personal sebagai alat negara penegak
hukum yang terutama bertugas sebagal penuntut
umum dan Kejaksaan dalam menjalankan  tugasnya
selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat
dan hukum negara. (Pasal 1 UU No. 15 Tahun
1961) telah memenuhi prinsip-prinsip Kekuasaan
kehakiman/ Sistem Peradilan Pidana yang bebas dan
mandiri (Pasal 24 dan 25 UUD 1945).

2. Tugas—tugas kejaksaan yang meliputi tahap pra
ajudikasi yang meliputi melakukan penyidikan,
penyidikan lanjutan dan koordinasi alat-alat
penyidik (termasuk polisi kehakiman), tahap
ajudikasi untuk mengadakan penuntutan dan tahap

pasca ajudikasi untuk melaksanakan/ menja-

lankan keputusan dan penetapan hakim berdasarkan

123. Uraian lebih lanjut tentang masing-masing nilai
terssbut dapat dibacas dalam Meuller, BbGerhard 0Oll. dan
Griffiths Fr=2 Le Fools, Comparative Criminal Procedure,
RNiEw York University Fress, [Iniversity o7 London Fress

Limited, p. 4328-431.
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C.

Pasal 2 UU No. 15 Tahun 1961, telah memenuhi
nilai kesederhanaan (Simplicity), kepastian
(certainty) dan profesionalisme (professio-
nality) dalam sistem peradilan pidana vang
efektif dan efisien.

3. Penyelenggaraan tugas Departemen KeJaksaan vyang
dilakukan oleh menteri dan susunan Organisasi
Departemen Kejaksaan yang diatur dengan Keputusan
Presiden (Pasal 5 ayat (1) UU No. 15 Th.1961
memberikan kemungkinan campur tangan Presiden
(Eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan Undang-Undang HNomor 15 Tahun 1961

dalam Mewujudkan supremasi hukum di Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang
Undang—Undang Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu tanggal
30 Juni 1861. Untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas, maka terhadap berla-—
kunya UU perlu ditetapkan susunan organisasi, vansg
selama berlakunya UU No. 15 tahun 1961 sampai dengan
Tahun 1991 (UU No. 5 Tahun 1991) telah mengalami
beberapa kali perubahan yaitu :

1. Peraturan Sementara Menteri/Jaksa Agung No.l/
Pert./Secr/1962 +tanggal 16 Januari 1962 tentang
susunan dan organisasi Departemen Kejaksaan,

vang pada pokoknya berisi




- Departemen Kejaksaan merupakan kesatuan
administratif yvang terdiri dari Pusat Depar-
temen dan Kejaksaan Agung, vang secara kese-
luruhan berada di bawah tanggung Jjawab Men-
teri/Jaksa Agung (PasalZ) ;

- Pengelolaan Pusat Departemen dipimpin oleh
Pembantu Utama Menteri/Jaksa Agung, Sedang-
kan Kejaksaan Agung langsung dipimpin oleh
Menteri/Jaksa Agung dengan dibantu oleh seo-
rang Wakil Jaksa Agung sebagai Koordinator
pelaksanaan tugas dan para Jaksa Agung Muda
(Pasal 3 dan 11) 3

- Pusat Departemen terdiri dari lima Biro,
yaitu Biro Sekretariat, Biro Tata Usaha, Biro
Pengawasan Keuangan, Biro Pendidikan dan Biro
Hukum dan Perundang—undangan ;

- Dalam Kejaksaan Agung ada empat Direktorat,
vaitu Direktorat I (Umum), Direktorat 11
(Kriminil), Direktorat III (Reserse) dan

Direktorat IV (Pakem).

2. Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Perta-
hanan dan Keamanan No. Kep/A/16/1966 tangsgal 20
Mei 1966 tentang perubahan dan pembaharuan Pokok-
Pokok Organisasi Kementerian Kejaksaan, vpada

pokoknya berisi
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- Menteri/Jaksa Agung memimpin langsung Kemen-
trian Kejaksaan dengan dibantu oleh tiga
orang Deputi Menteri/Jaksa Agung, masing-
masing dalam bidang Inteligence/operasi,
khusus dan pembinaan dan 8eorang pengawas
umum {Inspektur Jenderal).

- Dibawah para Deputi dan Pengawas Umum ada
Direktorat-Direktorat, Biro dan Seksl sedang-
kan di bidang Pengawasan Umum hanya ada In-
spektorat—-Inspektorat saja.

- Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari
Menteri/Jaksa Agung dibantu oleh Sebuah
Sekretariat yang meliputi Urusan Tata Usaha
dan Sandi serta Staf Menteri/Jaksa Agung yang
terdiri dari Sekretaris Menteri/Jaksa Agung
Ajudan Menteri/Jdaksa Agung Urusan Rumah

Tangga, Protocol dan Public Relation.

3. Keputusan Presiden No. 28 Tahun 18969 tanggal 22

Maret 1969 jo. Surat Keputusan Jaksa Agung No.
Kep—-061/DA/7/1969 tanggal 4 Juli 19689 tentang
Pokok-Pokok Organisasi KeJjaksaan mencabut Kepu-
tusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan
Keamanan No. Kep-A/16/1966 tanggal 20 Mei 18966,
vang pada rokoknya Berisi mengganti Bidang
Operasi/ Intelijen dalam Kep. Wakils Pérdana

Menteri tersebut menjadi Bidang Intelijen saja.
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4. Keputusan Presiden HNo. 29 Tahun 1871 Jjo. Kepu-

tusan Jaksa Agung No.Kep-022/D.A/5/1971 tanggal

15 Mei 1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisa-

gi Tata Kerja dan Perincian Tugas Kejaksaan Agung

dan Kejaksaan Daerah yang mencabut SK Jaksa

Agung No. Kep-061/D.A/7/1969 tanggal 4 Juli 1968

vang pada pokoknya berisi |

- Tugas Kejaksaan dilakukan oleh  Kejaksaan
Agung Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ;

- Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung
vang dibantu oleh 4 {(empat) orang Jaksa
Agung Muda yang masing-masing bertugas memim-—
pin : Bidang Intelijen, Bidang Operasi,
Bidang Pembinaan dan Bidang Pengawasan  Umum
/ Inspektorat Jenderal ;

- Bidang Intelijen terdiri dari tiga Direktor-
at, yyaitu Direktorat Politik, Direktorat
Ekonomi dan Direktorat Teritorial.

- Bidang Operasi terdiri dari tiga  Direktorat
Research, Direktorat Penuntutan dan Penye-
lesaian Perkara dan Direktorat Khusus ;

- Bidang Pembinaan terdiri dari tiga Direktor-
at, yaitu Direktorat Personalia, Direktorat
Keuangan / Materiil dan Direktoraﬁ Pendidik-

an dan latihan ;




Bidang Pengawasan Umum/Inspektorat Jenderal
mempunyai tiga inspektorat, masing—masing In-
spektorat Operasi dan Teritorial, Inspektorat
Tata Usaha dan Inspektorat Keuangan ;
Pelaksanaan tugas Tata Usaha sehari-hari
Kejaksaan dilakukan cleh sebuah Sekretariat
Umum yang dipimpin oleh Sekretaris Umum ;
Untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari,
Jaksa Agung dibantu oleh Staf Ahli baik
dari dalam maupun dari luar Kejaksaan ;

Para Jaksa Agung Muda Sekretaris Umum, dan
Ketua ©Staf Ahli bertanggung-jawab kepada
Jaksa Agung ;

Kejaksan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejak-
saan Tinggi / Jaksa Tinggi yang dibantu oleh
empat orang asisten yang bertanggung-jawab
kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan masing-
masing mengepalali Bidang Intelijen Bidang
Pembinaan, Bidang Operasi dan Bidang Penga-
wasan Daerah ;

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejak-
saan Negeri yyang bertanggung-jawab kepada
Kepala Kéjaksaan Tinggi dan dibantu oleh
tiga orang Kepala Bagian yang bertanggung-
Jawab kepada Kepalé Kejaksaan Negeri dan
masing-masing mengepalai Bagian Intelijen

Bagian Operasi dan Bagian Pembinaan.
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Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 18976 jo. Kepu-

tusan Jaksa Agung No.0BB/JA/10/1977, yvang menyem—

purnakan / mengganti Kep. Pres No. 29 Tahun 1971

jo. Keputusan Jaksa Agung No.Kep-022/D.A/5 +tahun

1871 +tanggal 15 Mei 1971 yang meliputi hal-hal

sebagai berikut

~ Bidang Intelijen diadakan satu Direktorat
lagi yaitu Direktorat Administrasi Intelijen;

- Direktorat Reserse di Bidang Operasi digan-
ti namanya menjadi Direktorat Penyidikan ;

- Dibentuk Puéat Penelitian dan Pengembangan ;

- Staf Ahli dibatasi 6 (enam) orang dipimpin
oleh seorang Koordinator ;

- Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan bertang-
gung-jawab langsung kepada Jaksa Agung ;

- Direktorat Keuangan dan Materiil dibagi men-
jadi dua yaitu Direktorat Keuangan dan Direk-

- torat Materiil ;

- Diadakan Biro Perencanaan ;

- Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Jak-
sa Agung dibantu oleh 2 (dua) orang Asisten

vaitu Asisten Unum dan Asisten Khusus.

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982 tanggal 29
Degember 1982 jo. Keﬁutusan Jaksa Agung No.-
118/JA/6/1683 tangsgal 14 Juni 1882, yvang menyem-

purnakan / mengganti Kep. Pres No. 29 Tahun 1878




Jo. Keputusan Jaksa Agung No.Kep-088/D.A/10 Tahun

1977 vyang meliputi hal-hal sebagai berikut

- Meniadakan Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang
Operasi dan menggantikan dengan Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Unmum dan Jaksa Asgung Muda
Tindak Pidana Khusus ;

-  Mengadakan Pusat Penelitian dan Pengembang-
an, Pusat Penyuluhan Hukum dan Pusat Opera-
si Intelijen ;

- Struktur Organisasi Kejaksaan Agung seleng-
kapnyva terdiri dari : Jaksa Agung, Jaksa
Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda
Bidang Pengawasan Umum, Jaksa Agung Muda Bi-
dang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Khusus, Pusat Penelitian dan
Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Latihan,
Pusat Penyuluhan Hukum, Pusat Operasi Inteli-
jen, Instansi wvertikal : Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri.

Dalam membahas pelaksanaan Undang-Undang No.
15 Tahun 1861, Penulis ingin membagi dalam dua
kurun waktu berdasarkan Hukum Acara yang berlaku
di Indonesia, vaitu : pada masa berlakunya HIR/RIB
1941 No. 44 dan pada masalberlakunya UJ No.8 Tahun

1881 tentang KUHAP. Pembgdaan tersebut didasarkan
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pada argumentasi bahwa antara HIR/RIB dengan
KUHAP terdapat perbedaan baik dalam asas-asas
maupun dalam tugas dan kedudukan masing-masing

aparat penegak hukum khususnya lembaga kejaksaan.

. Pelaksanaan UU No.15 Tahun 1861 pada masa berla- |
kunya HIR/RIB (STB.1941 No. 44).
HIR/RIB STB.1941 No. 44 berdasarkan UU
No.1l Drt. 19561 ditetapkan sebagal Hukum Acara
vang berlaku di Indonesia sampail dibentuk Un-
dang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.
Berdasarkan ketentuan dalam HIR, selain
sebagai renuntut umum, Kejaksaan juga mempunyai
tugas pengusutan/penyidikan yang dapat dilakukan
sendiri oleh Jaksa sendiri atau oleh pejabat-
pejabat lain vang ditunjuk oleh Pasal 389 HIR
vaitu
1. Kepala Desa dan pegawail polisi desa lainnya ;
2. Kepala Distrik (wedana) dan Kepala Onderdis-
trik (Asisten wedana atau camat) serta
Polisi yvang diperbantukan kepada mereka ;
3. Pegawai dan pejabat Polisi Umum (Polisi Ne-
gara) ;

4. Jaksa pada Pengadilaﬁ Negeri ;
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5. Mereka vang dengan aturan Khusus diserahi
tugas untuk mempertahankan dan menyelengga-
rakan agar ketentuan-ketentuan tersebut - dipa-
tuhi serta melakukan penyidikan terhadap
tindak-tindak pidana yang tersebut di dalam-
nya, dan

6. Pegawai vang diangkat sebagal Polisi dengan
mendapat gaJi.

Pejabat-pejabat penyidik d4i atas dapat
dikelompokan menjadi dua yaitu Pegawai Penyidik
biasa dan Pegawal Penyidik Penuntut Umum dan
Penyidik Jaksa Pembantu. Menurut sistem hukum
acara pidana dalam HIR kedudukan Polisi adalah
sebagai pembantu jaksa. Sehingga Jaksa memegang
peranan penting dalam penyidikan dan kerjasama
antara polisi dan Jjaksa dapat berjélan efektif
karena polisi lebih menguasail dalam mencari
fakta—fakta dan alat-alat bukti sementara jaksa
menguasal segi-segi yuridis.

Kewenangan Kepolisan/polisi untuk melaku-
kan penyidikan tindak pidana meningkat dengan
keluarnya UU No. 13 Tahun 1961 +tentang Keten-
tuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Republik Indone-
sia. Dalam Pasal 12 UU No. 13 tahun 1961 dinva-
takan penyidikan perkara dilakukan oleh peja-
bat-pejabat kepolisian tertentu, vang selanjutnya

diatur dengan peraturan menteri.
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Sebelum terbentuk UU No. 15 Tahun 1861
tepatnva sejak Tahun 1945 sampail Tahun 1959
kedudukan Kejaksaan/Jdaksa Agung dibawah Depar-—
temen/Kementrian Kehakiman bersama Hakim. BSe-
hingga sebutannya adalah Jaksa Agung rada
Mahkamah Agung, hal tersebut menurut Andi
Hamzah membawa dampak vang lebih luas yvaitu
Jaksa Agung bukanlah 100 % eksekutif. Dalam hal
penuntﬁtan sejak dia duduk dalam sidang kasasi
Mahkamah Agung, Jaksa Agung berada dalam ruang

lingkup yudikatif. Disitu dia tidak dapat lagi

diberi perintah oleh eksekutif atau presiden. 124

Lebih lanjut dikatakan penegakan hukum
berjalan mulus hanya dari Tahun 1850-1859,
karena

“Pada waktu itu justru Jaksa yang berija-
sah Sarjana Hukum dapat dihitung dengan
jari. Tidak ada yang nama Jaksa Agung
Muda Pengawasan, kami di daerah tidak per-
nah diinspeksi. Pengawasan hanya bersifat
surat-menyurat. Jarang sekali Jaksa yang
punya mobil sendiri. Banyak yvang naik
sepeda ke kantor. .

Tidak ada pakaian seragam. Hampir tidak
ada pengacara yang menghubungi jaksa me-
nyangkut suvuatu perkara. Pertemuan Jaksa
dan pengacara hanya di ruangsidang. Jaksa
Otonom dalam tuntutannya. Tidak ada pema-
paran sebelum sidang. Tidak ada Rentut.
Jaksa dianggap sebagai dokter yang ber-
praktek berdasarkan profesinya.

124. Hamzah, Andi, Posisi Kejakéaan Dalam Sistem Keta—

tanegaraan RI. Makalan vang disampaikan dalam seminar
sehari tentang Posisi kKejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan
RI @ Eemandirian EKelembagaan dalam Mewuiudhkan Supremasi

Hukum, ¥ejaksaan Agung 20 Juli 2000,
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tUndang

Jika terjadi kesalahan baru ditegur dan
teguran tersebut akan mempengaruhi kondu-
ite. Begitu pula kalau Terdakwa y?ﬁg
dituntutnya diputus bebas cleh hakim.”

Pada periode tersebut kejaksaan tidak
mandiri karena berada dibawah Departemen/kemen-
trian Kehakiman. Undang-Undang yang khusus menga-
tur Kejaksaan/Jaksa Agung belum ada belum ada dan
masih  mengacu pada Reglement op de Rechtelijke
Organisatie en Het Beleid der Justitie Walaupun
Kejaksaan/Jaksa Agung tidak mandiri secara admi-
nistratif tetapi Jjelas indeprenden dalam penun-
tutan. 126

Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
vang menetapkan : 1. Pembubaran Konstituante, 2.
UgDh 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya
UUDS 1950 dan 3. Pembentukan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Gementara vang terdiri dari
Angsota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari
daerah—~daerah dan golongan serta pembentukan
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) akan
diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya
dan Amanat Presiden tanggal 17 Juli 1858 vyang

berjudul penemuan kembali Revolusi kita, terjadi

FPazritemuan
Februaari

ibid.

Hamzah, Andi, Pembahasan atas Rancangan Undang—
Kejaksaan Tahun 2001, makalah vyang diajukan dalam

Ilmiah di Puslitbang Kejaksaan, Jakarta, Rabu 28

2301, hal.l2




perubahan struktur kejaksaan dalam rangka retool-
ing organisasi aparatur negara. 127

Sebagai tindak lanjut dari TAP MPRS No.
I/MPRS/1960 tanggal 19 November 1860 tentang GBHN

dan TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desem-

. ber 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pemba-

ngunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama
Th. 1861 - 1969 maka diundangkanlah UU No. 15
Tahun 1961 yang mulai berlaku mulai tangsgal 30
Juni 1961. Undang-undang tersebut menetapkan
Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang
terutama bertugas sebagai Penuntut Umum dan
secara institusional menetapkan Kejaksaan/Jaksa
Agung sebagai Menteri/Departemen disambut dengan
suka cita oleh seluruh warga Kejaksaan dan diang-
gap sebagai penghargaan yang tingsgi.

Akan tetapi pada saat yang sama Kejaksaan
justru malah mengalami kemunduran terhadap usaha-
usaha yang selama ini telah dirintis untuk menja-
dikan Kejaksaan sebagai penegak hukum yang man-
diri sejak awal kemerdekaan sampai Dekrit Presi-

den 5 Juli 1959. Sebab menurut LMM. Samosir,

: i27. Amanat Fresiden tanggal 17 Agustus 1959 | terkenal
dengan Manifesto Folitik Indonesia disingkat Manipol vang
herdasarkan Ketetapan MFRS Mo. L/MPRS/1960  tanggal 19 Novemn—
bar 1960 dijadikan Baris—BGaris Hesar Haluan Negara.
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tanpa disadari Kejaksaan/Jaksa Agung sudah

kehilangan Independensinva. 128

Penilaian yang sama juga dikemukakan oleh
Andi Hamzah, vang mengemukakan sebagai berikut

"Sejak Tahun 1959 dengan kediktatoran
Soekarno dengan NASAKOM-nya, penegakan hu-
kum tidak lagi cerah. Yang perlu kita
teliti ialah apa vang menjadi penyebab ke-
merosotan penegakan hukum itu padahal di-
lihat dari SDM-nya yang semua Hakim dan
Jaksa serta advokat sudah Sarjana Hukum.
Menurut Hipotesis Penulis penyebabnya
ialah kediktatoran NASAKOM itu, vang
hendak dibendung oleh ABRI (AH. Nasution)
dengan dwi fungsinya, sehingga semuanya
jadi kemiliter-militeran, termasuk Jaksa
vang mulai memakal pakaian seragam mirip
militer. Jadi salah satu langkah kecil
reformasi Kejaksaan adalah ialah pengha-
pusan seragam dan tanda pangkat dan
kembali mandiri dan duduk di bidang Judi-
cial service dan bukan c¢ivil service,
sebagaimana aslinya (Tahun 1945-1959).
Jaksa Agung harus mandiri bukan men-
teri tetapi vang tidaek perlu menunggu
instruksi preside& untuk menuntut atau
tidak menuntut.” 29

172, Samosir, LMM, Restrukturisasi Kejakszan Guna
Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Penegakan Huum Lintuk
Menjawab Tantangan Jaman Makalah yang disampaikan dalam
Diskusi FPanel dengan Tema yang sama di Fusdiklat Feiagung
Jakarta, tanggal 11-12 Januari 199%9.

179, Hamzah, Andi, Reorientasi Kejaksaan dalam Zaman
Refprmasi, Makalah vang disampaikan dalam Diskusi Fanesl
dengan Tema yang sama yangd diselsnggarakan oleh Fusat
Fendidikan dan Latihan Eejaksaan Agung  Jakarta, 11-12

Januari 1999, hal.4.
Hal +ersebut juga pernah disampaikan dalam Seminar

dalam rangka Hari Bhakti Adhyasa dalam makalah vangy ber-—
jucdul, - Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan, - yYang
diselenggarakan oleh kKejagung tanggal 20 Juli Z000.




Ketidak-mandirian secara institusional dan
personal Juga dialami oleh alat penegak hukum
yvang lain setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-
Pokok Kepcolisian Republikk Indonesia vang
menetapkan Kepolisian Republik Indonesia masuk
dalam Jjajaran ABRI telah membawa serta wewenang
penyidikan yang melekat ke dalam ruang lingkup
dan wewenang ABRI.

Ketidakmandirian sistem peradilan pidana
dan lembaga-—lembaga kehakiman semakin lengkap
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 UU tersebut secara
tegas menentukan bahwa Presiden dalam hal-hal
tertentu dapat melakukan campur-tangan di dalam
pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang seharusnya
bebas/mandiri.

Setelah Dberakhirnya kekuasaan orde lama
dan keberhasilan Orde Baru menumpas G 30 S/PKI
pada Tahun 1965 yang diikuti dengan pengangkatan
Suharto, seorang Anggota ABRI yang aktif berdam-
pak pada penonjolan peranan ABRI pada hampir
semua bidang kehidupan kenegaraan/pemerintahan

termasuk dalam bidang ﬁenegakan hukum.

iae
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Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 Jjo. UU
No.5 tahun 1850 tentang Susunan dan Kekuasaan
Pengadilan/Kejaksaan di lingkungan Peradilan Ke-
tentaréan vang memberikan  kedudukan kepada
Kejaksaan/Jaksa Agung karena Jabatannya menja-
di Jaksa Tentara Agung vang menentukan kebijak-
sanaan relaksanaan penuntutan dan prenyidikan
vang berlangsung dikalangan militer termasuk
Polri digantikan oleh peranan Oditur Jenderal
ABRI berdasarkan UU No.3 PNPS. Tshun 1965
tentang berlakunya Hukum Pidana Tentara, Hukum
Acara Pidana Tentara dan Disiplin Tentara bagi
Anggota Kepolisian.

Tekad dan komitmen orde baru untuk melak-
sanakan prinsip-prinsip negara hukum secara
konsekuen pada awal orde baru telah diupayakan
antara lain dengan mengembalikan kedudukan Ketua
Mahkamah Agung, Jaksa Agung Gubernur bank Indo-—
nesia yang pada masa orde lama berkedudukan
sebagai menteri / pembantu presiden dikemba-
likan kepada kedudukan semula. Kemudian pada
Tahun 18966 MPR  mengeluarkan Ketetapan MPR No.
XX/MPR/1966 untuk menertibkan urutan perundang-
undangan.

Upaya dalam bidang penegakan hukum dila—
kukan dengan mengganti U0 No. 189 Tahun 4 1964

dengan UU No. 14 Tahun 1970 vyang menghilangkan/
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menghapuskan campur-tangan penguasga/Presiden se-
cara langsung terhadap pelaksanaan fungsi pera-—
dilan (Pasal 3 UU No. 19 +tahun 1964). Akan
tetapi belum sepenuhnya mencerminkan kekuasaan
kehakiman yang bebas dan mandiri sebagaimana
diharapkan UUD 1945, karena urusan administrasi,
personalia dan anggaran  badan-badan peradilan
masih tetap dibawah kekuasaan eksekutif yaitu
Menteri kehakiman.

Upaya untuk mewujudkan supremasi hukum
juga dilakkukan dengan menyusun Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku secara

Nasional yaitu UU No. 8 Tahun 1881 tentang KUHAP.

Pelaksanaan UU No.15 Tahun 1961 pada masa berla-
kunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
KUHAP menggantikan HIR/RIB Stb. 1841 No. 44
yang berusaha mengintegrasikan sub-sub sistem
dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) vaitu
Kepolisian, Xejaksaan, DPengadilan dan Lembaga
Pemasyrakatan, dalam prakteknya justru telah
menimbulkan komparteﬁenisasi pada sub-sub

sistem peradilan pidana tersebutb. Sehingega
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merusak Integrated criminal Justice system
vang menghendaki = kesatupaduan fungsi antar
aparat penegak hukum. Menurut Adnan Buyung.
Nasution karena Polisi tidak bisa dikontrol
Jaksa, dJaksa tidak bisa dikontrol hakim dan
Hakim pun kehilangan kemandiriannya karena
diintervensi oleh Pemerintah. 130
Dengan diundangkannya KUHAP berdasarkan
Pasal 14 UUJ No. 8 Tahun 1881 tersebut terjadi
perubahan atau pengambilalihan tugas dan wewe-—
nang Kejaksaan dalam bidang penyidikan dan
penyidikan lanjutan. Penyidikan menjadi wewe-—
nang tunggal Kepolisian, kecuali terhadap tindak
pridana tertentu berdasarkan Pasal 284 ayat (Z2)
KUHAP) .
Selain itu juga terjadi perubahan  dalam
asas—asas dalam penegakan hukum pidana vang
lebih menkankan pada perlindungan hak asasi
manusia. Asas-asas dalam KUHAP tersebut adalah :
"a. Perlakuan yang sama atas diri setiap
orang di muka hukum dengan tidak
mengadakan pembedaan perlakuan (egqual-
ity before the law) ;

b. Penangkapan, penahanan, penggledahan,

dan penyitaan hanya dilakukan berda-
sarkan perintah tertulis oleh pejabat

13G. Nasution, Adnamn Buyung, Pokok Pikiran : Posisi Ke-
jaksaan : Kemandirian Kelembagaan dalam Mewujudkan Supremasi
Hukum, Makalah vyang disampaikan dalam Heminar Sehari dengan
Tema vang sama dalam rangka Hari Ehakti Adhvaksa Th.
2000 Eejaksaan Aoung, Jakarta, 29 Juli Z000.
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1. Santoso.

vang diberl wewenang oleh undang—
undang dan hanva dalam hal dan dengan
cara vang diatur dalam undang-undang ;
Setiap orang yang disangka, ditangkap
ditahan, dituntut dan atau dihadapkan
di muka sgidang pengadilan, wajib
dianggap tidak bersalah sampai adanya
putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan memperoleh kekuatan
hukum vang tetar (Presumpfion of
innocence) ;

Kepada seseorang vang ditangkap, di-
tahan, dituntut ataupun diadili tanpa
alasan yvang berdasarkan undang-undang
dan karena kekeliruan mengenai orang-
nya atau hukuman yang diterapkan wadib
diberi ganti kerugian dan rehabilitasi
sejak tingkat penyidikkan dan para
pejabat penegak hukum yang dengan se-
ngaja atau karena kelalaiannya menye-—
babkan asas hukum tersebut dilanggar,
dituntut, dipidana dan atau dikenakan
hukuman administrasi ;

Peradilan harus dilakukan dengan cepat
sederhana dan biaya ringan serta
bebas, Jujur dan tidak memihak harus
diterapkan secara konsekuen dalam
seluruh tingkat peradilan ;

Setiap orang yang tersangkut perkara
wajib diberi kesempatan memperoleh
bantuan hukum, yang semata-mata dibe-
rikan untuk melaksanakan kepentingan
pembelaan atas dirinya ;

Kepada seorang tersangka =sejak saat
dilakukan penangkapan atau penahanan,
selain wajib diberitahukan dakwaan
dan dasar hukum apa yang didakwakan
kepadanya Juga wajib diberitahukan
haknya itu termasuk hak untuk menghu-
bungi dan minta bantuan renasihat
hukum ;

Pengadilan memeriksa perkara pidana
dengan hadirnya terdakwa ;

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah
terbuka untuk umum kecuali dalam hal
vang diatur undang—undang ;.
Pengawasan pelaksanaan putusan penga-—
dilan dalam perkara pidana dilakukan
oleh Ketua Penfgfilan Negeri yang ber-
sangkutan.

Topo, op.cit. bal. 66—4&7.




Pelaksanaan tugas dan kedudukan lembaga
Kejaksaan pada periode ini mulai diwarnai dengan
gesekan-gesekan antara Xepolisian dan Kejaksaan
menyangkut wewenang melakukan penyidikan. Dalam
pandangan HIR/RIB STB. 1841 No. 44 kedudukan
Képolisian/Polisi adalah sebagai tangan kanan/
pembantu Jaksa (Hulp Magistraat) dalam masalah
penyidikan dan pemrosesan perkara pidana dan
menempatkan kedudukan sub ordinasi terhadap
Jaksa. Sedangkan dengan berlakunya UU No. B
tahun 1981 +tentang KUHAP pandangan tersebut
berubah, kedudukan Polisi dan Jaksa menjadi
ordinasi dan sejajar sebagal bagian dalam proses
peradilan pidana.

Pokok pangkal terjadinya gesekan antara
polisi dan jaksa adalah karena kejaksaan/jaksa
beranggapan bahwa karena peranan dan kedudu-
kannya yang menentukan dalam proses peradilan
pidana sehingga Jaksa juga mempunyai Ekepentingan
terhadap Penyidikan. Sementara Kepolisian/polisi
dengan UU No. 13 Tahun 1961 dan UU No. 8 Tahun
1981 merasa bahwa kedudukan mereka adalah sama.

Selain itu secara internal kejaksaan pada
masa ini sudah berusaha untuk menyusun dan menga-
Jukan konsep perubahaﬁ‘ terhadap Undang-Undang

No. 15 Tahun 1961 sampai pada tahun 1891.




2. Kebijakan legislatif mengenai tugas dan kedudukan

lembaga Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomoxr 5 Tahun

1891 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

a.

Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1981

Perkembangan situasi dan kondisi Nasional
khususnya kebutuhan—-kebutuhan obyektif terhadap
usaha-usaha penegakan hukum yang efisien dan efek-
tif serta sikap dan pandangan masyarakat serta
pemerintah terhadap kedudukan Kejaksaan dalam usaha-
usaha penegakan hukum yang berlandaskaan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan latar bela-
kang secara umum untuk meninjau kembali keberadaan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kejaksaan.

Secara khusus, latar belakang perlunya penin-
jauan kembali terhadap UU No.15 Tahun 1981 adalah
dengan diundangkammya Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 +tentang Kitab Undang—Undang. Hukum Pidana
(KUHAP) yang mencabut berlakunya Het Herzeine Indo-
nesich Reglement (HIR). Dengan berlakunya KUHAP,
maka terjadi perubahan tentang tugas dan wewenang
Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indone-

gia, antara lain
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1. Hapusnva tugas dan wewenang Kejaksaan untuk pe-

nyidikan pertama dan lanjutan dalam perkara
tindak pidana umum.

2. Hapusnya tugas dan wewenang terhadap pengawasan
dan pengkoordinasian terhadap penyidik dalam
Pasal 2 ayat (Z2) UU No. 15 Tahun 1961.

Gagasan wuntuk meninjau kembali UU No.1§
Tahun 1961 dimulai sejak Tahun 1974, dengan Surat
Keputusan Jaksa Agung Nomoxr Rep-062/JA/2/1974
tanggal 25 Februari 1974 dibentuk panitia ad hoc
vang ditugaskan untuk membentuk suatu Konsep Ran-
cangan Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Panitia
Ad Hoc wvang diketuai oleh R. 8Sadili Sastrawijaya
berhasil menyusun Rancangan Undang-lUndang Kedjaksaan
pada tanggal 31 Mei 1974 dan mengajukan kepada
Jaksa Agung. Setelah mengalami beberapa kali peru-
bahan dan penyvempurnaan baru pada tanggal 23 Juli
1975 diajukan kepada Pemerintah.

Akan tetapi Pemerintah berpendapat dan meng-
hendaki dibentuknya Hukum Acara Pidana yang baru
terlebih dahulu untuk menggantikan HIR dan UU No.l
Drt Tahun 1951. Oleh karena itu Konser Rancangan
Undang-Undang Kejaksaan untuk sementara disimpan.

Gagasan untuk meninjau kembali UU No. 15
Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan kemba-
1i dikemukakan coleh Jaksa Agung Ismail Saleh.‘pada

bulan Juli 1983. Dengah Surat Keputusan Jaksa Agung




No. Kep-126/JA/7/1983 tanggal 4 Juli 1983 diben-—

tuk Team Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan

Kembali Undang-Undang Pokok Kejaksaan Republik

Indonesia vang diketuai oleh Kepala Biro Hukum dan

Perundang-undangan bidang Pembinaan.

Secara resmi dan terbuka tentang perlunya
peninjauvan kembali terhadap UU Neo. 15 Tahun 1961
dikemukakan secara lisan oleh Jaksa Agung Ismail
Saleh pada saat melantik Kepala Biro Perencanaan
Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung pada tanggal 27
Agustus 1983. Juga dalam kesempatan lain pada
tanggal 7 Februari 1984 dalam jawaban tertulis atas
pertanyaan Komisi III DPR. RI.

Pokok pikiran vang dikemukakan Jaksa Agung
dan melandasi gagasan untuk melakukan peninjauan
kembali terhadap UU No. 15 Tahun 1961, antara lain :
a. UU No. 15 Tahun 1961 masih menempatkan Kejak-

saan Republik Indonesia sebagail Departemen, vang
dalam +tata pemerintahan sudah tidak sesuai
lagi.

b. Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
maka beberapa ketentuan yang mengatur wewenang
kejaksaan antara lain untuk melakukaﬁ pehyidikan
perkara yvang tergolongmtindak pidana umum sudah

tidak berlaku lagi.
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c. Wewenang Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara
berdasarkan kepentingan umum sebagaimana ter-—
cantum dalam pasal 8 UU No. 15 Tahun 18961 perlu
diberikan pengertian, batasan, wewenang dan sya-
rat—-syarat tertentu yvang lebih jelas.

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1861 tentang Pem-
bentukan Kejaksaan . Tinggi perlu dicabut dan
materinya perlu dimasukan ke dalam Undang-Undang

Pokok Kejaksaan yang baru.

Keinginan untuk meninjau kembali Undang-
Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dilan-
jutkan kembali pada masa Jaksa Agung Hari - Suharto.
Dalam penutupan Rapat Kerja Kejaksaan tanggal 10
April 1985, Jaksa Agung Hari Suharto, SH., menandas-
kan perlunya ditinjau kembali Undang-Undang No. 15
Tahun 1961 bukan mengada-ada dan tidak ambisius
tetapi memang merupakan satu hal yang telah diga-
riskan dalam Repelita 1V, khususnya menyangkut
bidang hukum yang menyatakan : “bahwa dalam  kurun
waktu Pelita IV ihi perlu diadakan peninjauan
kembali terhadap Undang-Undang Pokok Kejaksaan dan
Undang-~Undang Pembentukan Kejaksaan Tinggi."”

Keinginan untuk menéadakan peninjauan kemba-
1i terhadap Undang-Undang No.15 Tahun 1961 baru ter-

laksana pada Tahun 1980. Rancangan tentang Undang-
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Undang Kejaksaan Republik Indonesia disampaikan oleh
Pemerintah kepada DPR RI dengan Amanat Presiden
Republik Indonesia No. R.Q7/PU/IX/1980 tanggal 17

September 1980 yang terdiri dari 5 Bab dan 37 Pasal.

b. Tugas dan Kedudukan Lembaga Kejasksaan dalam ‘Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1981.

1. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa

- Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya
dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan
adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutép (Pasal
2 ayat (1) ;

- Jaksa adalah pejabat vang diberli wewenang
oleh undang-undang ini untuk bertindak seba-
gai penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilan vyang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap (Pasal 1 ayat (1)) ;

- Penuntut Umum adalah Jaksa vyang diberi
wewenang oleh undang-undang ini melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
(Pasal 1 ayvat (2)) ;

- Penuntutan adalah tindakan penuntut umum
untuk melimpahkan  perkara ke Pengadilan
Negeri yang berwenang dalam hal.dan menurut

cara vang diatur dalam Hukum Acara Pidana




2.2.

dengan permintaan supaya diperiksa dan

diputus Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1

ayvat (3)) ;

2. Tugas dan wewenang Kejaksaan / Jaksa

Tugas Kejaksaan dalam bidang pidana,

meiiputi :

a. Melakukan  penuntutan dalam perkara
pidana ;

b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan
Pengadilan ;

¢. Melakukan pengawasan terhadap pelaksa-
naan keputusan lepas bersyarat p

d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan
untuk itu dapat melakukan pemeriksaan
tambahan sebelum dilimpahkan ke Penga-
dilan yansg dalam pelaksanaannya di-
koordinasikan dengan Penyidik (Pasal 27
ayat (1) ;

Di bidang perdata dan tata usaha negara,

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertin-

dak di dalam maupun di luar pengadilan

untuk dan atas nama negara dan pemerintah

(Pasal 27 ayat 62>).
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Dalam bidang Lketertiban dan ketentraman
umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan
kegiatan
a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat ;
b. pengawasan kebijaksanaan penegakan hukum
c. pengawasan peredaran barang cetakan ;
d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat
membahayvakan masyarakat dan negara ;
e. pencegahan penyalahgunaan dan atau peno-
daan agama ;
f. penelitian dan pengembangan hukum serta
statistik kriminal. (Pasal 27 avat (3)).
Kejaksaan dapat meminta Hakim untuk menem-
patkan seorang Terdakwa di rumah sakit
atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain
yvang layak karena yang bersangkutan tidak
mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh
hal-hal vyang dapat membahayakan orang,
lingkungan atau dirinya sendiri (Pasal
28).
Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang

lain Dberdasarkan undang-undang (Pasal 30).

3. Kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa Agung
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3.3.

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung

jawab tertinggi kejaksaan yang mengendali-

kan pelaksanaan tugas dan wewenang kejak-
gsaan (Pasal 1B ayat (1) ;

Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan

serta bertanggung-jawab kepada Presiden

(Pasal 19)

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang

a. menetapkan serta mengendalikan kebijak-
an penegakan hukum dan keadilan dalam
ruang lingkup tugas dan wewenang kejak-
saan ;

b. mengkoordinasikan penanganan perkara
pidana tertentu dengan instansi terkait
berdasarkan undang-undang yang pelaksa-
naan kbordinasinya ditetapkan oleh Pre-
siden :

c. Menyampingkan perkara demi kepentingan
umum ;

d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hu-
kum kepada Mahkamah Agung dalam perkara
pidana, perdata dan tata usaha negara ;

e. Mengajukan pertimbangan teknis hukum
kepada Mahkamah Agung dalam pemerik-

saan kasasi perkara pidana ;




f. Menyampaikan pertimbangan kepada Presi-
den mengenai permohonan grasi dalam hal
pidana mati ;

g. Mencegah dan melarang orang-orang ter-—
tentu untuk masuk ke dalam atau mening-
galkan wilayah kekuasaan Negara Repub-
lik Indonesia karena keterlibatannya
dalam perkara pidana (Pasal 32)

h. Jaksa Agung memberikan ijin kepada se-
seorang tersangka atau terdakwa dalam
hal tertentu untuk berobat atau menja-
lani perawatan dirumah sakit baik di
dalam maupun di luar negeri (Pasal 33).

Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa
ada perubahan terhadap tugas dan kedudukan Kejak-
saan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, antara
lain :

a. Pengertian Kejaksaan berubah dari alat negara
penegak Hukum yang terutama bertugas sebagal
Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun
1961) menjadi lembaga pemerintahan yang melaksa-
nakan kekuasaan negara dibidang penuntutan (Pasal
2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1881).

b. Wewenang dan tugas Jaksa untuk melakukan penyi-
dikan terhadap tindak éidana telah dikurangi dan
dialihkan kepada Kepolisian (Pasal 27 jo. Pasal

284 UU No. 8 Tahun 1981}.




o. Selain tugas dalam bidang pidana Kejaksaan Jjuga

mempunyal tugas dan wewenang dalam bidang perdata
dan tata usaha negara dengan kuasa khusus dapat
bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan
untuk dan atas nama negara atau pemerintah dan
dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum
(Pasal 27 ayat (2).

d. Kedudukan Jaksa Agung tidak lagi sebagai Penuntut
Umum tertinggi (Pasal 7 UU No. 15 Tahun 1961)
tetapl sebagai pimpinan dan penanggung Jjawab
tertinggi kejaksaan yvang mengendalikan pelaksa-
naan tugas dan wewenang kejaksaan (Pasal 18).

Tugas dan kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam

Sistem Peradilan Pidana pada Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

sebagai Kebijakan Legislatif apabila dilakukaan

pendekatan kebijakan (policy oriented approach,) yang
tercakup di dalamnya pendekatan rasional, pendekatan
fungsional pendekatan ekonomis dan pendekatan nilai,

maka dapat dianalisa sebagai berikut :

a. Pendekatan Rasional terhadap tugas dan Kedudukan
Kejaksaan dalam SPP dalam UU No. 5 Tahun 1991

Pendekatan rasional pada priﬁsipnya ada-—

lah mengadakan penilaiaﬁ dari sekian_banyak al-

ternatif vyang dihadapi dan penerapaﬂ hetode—

metode rasional dalam menetapkan kebijakan
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legislatif. Tugas dan kedudukan Kejaksaan dalam
Sistem Peradilan Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1991
sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) dan
kedudukan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga
Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penuntutan (Pasal 2 ayat (1) dida-
sarkan pada pendapat dan kerangka berpikir para
fraksi-fraksi di DPR pada saat itu sebagai beri-

kut :

1. Fraksi ZKarya Pembangunan berpendapat bahwa
perumnusan tugas dan kedudukan Kejaksaan
hendaknya merujuk kepada UU No. B8 Tahun 1981
tentang KUHAP vyang telah diatur tata cara
untuk menangani perkara pidana yang menyang-—
kut peyelidikan, penyidikan dan penuntutan
serta +telah mengatur pula HAM dan kedudukan
lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan
menurut UUD 1945 dimana Fraksi Karya Pemba-
ngunan sependapat dengan pemerintah bahwa
dengan Rancangan UU ini tercipta prrofil
Kejaksaan dalam negara hukum berdasarkan
Pancasila. Fraksi Karya Pembangunan berpen-
dapat bahwa hal-hal yang perlu dikaji lebih
lebih lanjut dari rumusan undang*undang ini

antara lain
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- Pasal 17 ayat (1) tentang penangkapan
jaksa ;
- Pasal 27 ayat (1) huruf e tentang wewenang
jaksa untuk melakukan pemeriksaan tambah-
an
- Pasal 27 ayat (2) tentang tugas dan kedu-
dukan Jaksa dalam bidang perdata dan tata
usaha negara untuk mewakili kepentingan
umum ;

- Pasal 29 tentang wewenang Kejaksaan untuk

melakukan penyvelidikan, penyidikan dan
penuntutan dan wewenang lainnya dalam
perkara tertentu ;

— Pasal 32 ayat (1) a tentang wewenang Jaksa
Agung untuk menetapkan serta mengendalikan

kebijakan umum penegakan hukum dan keadil-

an ;
— Pasal 32 ayat (1) b tentang wewenang
Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan,

penyidikan dan penuntutan terhadap perkara

tertentu vang ditetapkan oleh Presiden.

ABRI Dberpendapat bahwa UU tentang

Fraksi

Kejaksaan hendaknya di satu sisi sejauh

mungkin merujuk kepéda KUHAP dan di sisi lain

sebagéi

lebih memantapkan Kejaksaan salah

satu aparat penegak hukum. Selanjutnya dalam
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hubungan dengan KUHAP FABRI mengharapkaan
pengkajian lebih mendalam terhadap ketentuan
vang tercantum dalam RUU antara lain : 1.
Pasal 27 ayat (1) e tentang pemeriksaan
tambahan, ayvat (2) tentang tugas dan keduduk-
an Xejaksaan dalam bidang perdata dan tata
usaha negara, ayat (3) tentang tugas dan
kedudukan Kejaksaan dalam bidang ketertiban
dan ketentraman umum ; 2. Pasal 29 tentang
fungsi Kejaksaan untuk melakukan Penyelidik-
an, penyidikan, penuntutan dan wewenans
lainnya berdasarkan undang-undang tertentu ;
3. Pasal 32 ayat (1) huruf a tentang tugas
khusus Jaksa Agung untuk menetapkan serta
mengendalikan kebijakaan umum tentang pene-
gakan hukum dan huruf b. tentang melakukan
penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan
terhadap perkara tertentu vang ditetapkan

oleh Presiden.

Fraksi Persatuan Pembangunan  berpendapat
bahwa UU No. 8 tahun 1981 hendakknya secara
konsisten tetap dijadikan acuan terhadap se-
tiap ketentuan/peraturan yang bersangkutan
dengan Hukum Acara IPidana. Beberapa hal yang

perlu mendapat kajian kembali antara lain :

-
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- Pasal B8 tentang pengangkatan sebagai Jak-
58 3

-~ Pasal 27 ayat (1) ¢ tentang pengawasan
pelasaknaan putusan pengadilan ;

- Pasal 27 ayat (1) e tentang pemeriksaan
tambahan ;

- Pasal 27 ayat (2) tentang fungsi Kejaksaan
dalam bidang perdata dan tata usaha
negara ;

- Pasal 29 tentang kewenangan jaksa melaku-
kan penyelidikan, penyidikan dan penun-
tutan dan wewenang lain berdasarkan uu
tertentu mengesankan seolah-olah hendak
melanggar Pasal 284 KUHAP ;

- Pasal 32 tentang tugas dan wewenansg Jakéa
Agung selaku penuntut umum tertingsgi khu-
susnya ayat (1) a dan b.

— Pasal 33 ayat (1) tentang 1ijin berobat
di dalam maupun di luar nesgeri bagi seorang

tersangka, terdakwa maupun terpidana.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia berpendapat
bahwa Rancangan Undang-undang Kejaksaan
Republik Indonesia hendaknya merujuk kepada
UU No. 8 Tahun 1981, terutama pada ketentuan
tentang pembagian tugas vang fegas antara

aparat penegak hukum sebab penugasan vang
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tumpang tindih akan merugikan kepentingan
magyarakat. Hal-hal vang perlu mendapat

kajian lebih Jjauh dalam Rancangan Undang-

Undang adalah :

— Pagal 7 ayat (2) tentang atas nama siapa-
kah dJaksa melakukaﬁ penuntutan dan bagai-
mana saluran tanggﬁng—jawabnya.

- Pasal 19 ayat (1) tentang istilah Penun-
tut Umum tertinggi dan Pasal 17 avat (1)
tentang penangkapan dan penahanan terha-
dap Jaksa yang mengesankan adanya perbeda-
an perlakuan di depan hukum.

- Pasal 27 avat (1) e tentang wewenang Jaksa
melakukan pemeriksaan tambahan vang
bertentangan dengan KUHAP.

— Pasal 28 tentang wewenang Jaksa untuk
menempatkan seseorang di rumah sakit
atau di tempat perawatan jiwa atau tempatb
lain dipandang melebihi dan mencakup
wewenang instansi lain.

- Pasal 29 menimbulkan kesan melanggengkan
Pasal 284 KUHAP yvang pada dasarnya bersifat
sementara.

- Pasal 32 ayat (1) a tentang pemberian
wewenang kepada Jaksa Agung selaku Penun-
tut Unum Tertinggi yang dianggap. terlalu

luas dan Pasal 32 (1) b, e dan £.




- Pasal 33 awvat (1) tehtang kewenangan
Jaksa Agung untuk memberikan ijin bero-
bat ke luar negeri bagi tersangka, terdak-
wa maupun terpidana yang dianggap memasuki

kewenangan instansi lain. 132

Berdasarkan pandangan fraksi-fraksi di
Dewan Perwakilan Rakyat {DPR) pada' saat
membahas Rancangan UU No. b tahun 1991, maka
dapat dicatat bahwa kerangka berpikir rasional
untuk merumuskan tugas dan kedudukan Kejaksaan
dalam Sistem Peradilan Pidana dan kedudukan
Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan vang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penun-
tutan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut
1. Tugas dan kedudukan EKejaksaan tersebut dida-
sarkan/berorientasi kepada UU No.8 Tahun 1981
tentang KUHAP yang berusaha memisahkan secara
tegas tugas masing-masing sub sistem dalam
Sistem Peradilan Pidana.
UU Nomor B Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur

tugas dan wewenang Kejaksaan (Pasal 14)

sebagai berikut:

132, Achmad Roestandi, dan Huchiidin Effendie S,
Kaomentar Atas Undano—Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Kejaksaan RI, Fenerbit Fradnya Faramita, Jakarta, bhal.
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menerima dan memeriksa berkas perkara
penyidik atau penyidik pembantu ;
mengadakan pra penuntutan apabila ada
kekurangan pada penyidikan dengan mem—
perhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3)
dan (4), dengan memberi petunduk dalam
rangka penyempurnaan penyidikan dari
penyidik 3

memberikan perpanjangan penahanan, melaku-—
kan penahanan atau penahanan lanjutan
dan atau mengubah status tahanan setelah
perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ;
membuat surat dakwaan ;

melimpahkan perkara ke pengadilan ;
menyampaikan pemberitahuan kepada terdak-
wa tentang ketentuan hari dan waktu perka-
ra disidangkan yang disertai surat pang-
gilan baik kepada terdakwa maupun kepada
saksi untuk datang pada sidang vang
telah ditentukan ;

me lakukan penuntutan ;

menutup perkara demi kepentingan hukum ;
mengadakan +tindakan lain dalam lingkup
tugas dan tanggung-jawab sebagal penuntut
umum menurut keténtuan undang—gndang ini ;

melaksanakan penetarpan hakim ;
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- mengajukan kasasi demi kepentingan hukum
terhadap putusan pengadilan vyang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan penga-
dilan lain selain dari Mahkamah Agung dan
rutusan pengadilan militer (Pasal 259 dan
262 KUHAP) ;

- melakukan penyidikan terhadap tindak pi-

dana khusus berdasarkan Pasal 284 KUHAP ;

2. Perubahan Xewenangan Xejaksaan dalam bidang

Penyidikan terhadapr perkara pidana karena
terjadl perubahan dalam Hukum Acara dari

HIR/RIB kepada KUHAP.

bh. Pendekatan Fungsional terhadap tugas dan Keduduk-
an Kejaksaan dalam SPP dalam UU No. 5§ Tahun 18991
Pendekatan fungsional menekankan pada
faktor-faktor yang mendukung berfungsinya atau
bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan. Secara
fungsional perumusan tugas sebagaimana tersebut
dalam Pasal 27 ayat (1) dan kedudukan lembaga
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntut-
an (Pasal 2 ayvat (1) didasarkan pada hal-hal

sebhagal berikut :
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- Undang~-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang
KUHAP yang secara tegas dan limitatif meru—
muskan tugas masing-masing aparat penegak
hukum dalam sistem peradilan pidana dimana
tugas dan fungsi penyidikan diserahkan kepada
Kepolisgian, tugas dan fungsi penuntutan
diserahkan kepada Kejaksaan, tugas dan wewe-
nang untuk mengadili diserahkan kepada Hakim/
Pengadilan dan tugas dan wewenang untuk
melaksanakan putusan Hakim diserahkan kepada
Lembaga Pemasyarakatan ;

- Perumusan Pasal 27 ayat (1) butir a sejalan
dengan ketentuan Pasal 15 UU No. 8 Tahun
1981 ;

- Perumusan Pasal 27 ayat (1) butir b sejalan
dengan ketentuan Pasal 13 UU No. 8 Tahun
1981 ;

- Perumusan Pasal 27 ayat (1) butir ¢ sejalan
dengan ketentuan Pasal 280 ayvat (4) Jo.
Pagal 277 UU No. 8 Tahun 1881 ;

- Perumusan Pasal 29 sejalan dengan ketentuan

Pasal 284 UU No. 8 Tahun 1981 ;

Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1881
tentang EKUHAP maka délam bidang hukum acara
pidana terjadi perubahan dari sistem Eropa

Kontinental menjadi Sistem Anglo Saxon. Perubahan




dalam hukum acara tersebut mengakibatkan
terjadi perubahan tentang tugas dan kedudukan
Kejaksaan, yaitu Kejaksaan yang berfungsi sebagai
tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pi-
dana karena memiliki peranan yang penting dalam
proses pembuatan keputusan sehingga meliputi
tugas penyidikan berubah menjadi Kejaksaan tidak
melakukan penyidikan, akan tetapi penuntutan
menjadi wewenang eksklusi dalam sistem peradilan
pidana karena mempunyai diskresi/kebijaksanaan

renuntutan vang sangat luas.

Pendekatan Ekonomis terhadap tugas dan Kedudukan
Kejaksaan dalam SPP dalam UU No. 5 Tahun 1891
Pendekatan ekonomi dalam kerangka pende-
katan kebijakan berkaitan dengan hasil-hasil
maksimum yang harus dicapal dengan biayva
minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan
bagi individu serta efektifitas dalam pelaksa-
naannya. Perumusan tugas dan kedudukan Kejak-
saan dalam UU No. 5 Tahun 1991 dapat dianali-
sa secara ekonomis dilihat dari landasan/orien-
tasinya vang didasarkan kepada UU'NO. 8 Tahun
1981 tentang KUHAP yang lebih mengedepankan
kepada perlindungan Hék Asasi Mangsia baik
terhadap Tersangka, Terdakwa maupun -Tefpidana

disatu sisi dan perlindungan masyarakat terhadap

_—
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kejahatan di lain pihak. Secara implisit pende-
katan ekonomi terhadap tugas dan kedudukan
Kejaksaan dalam UU No. 5 Tahun 1981 terdapat
dalam ketentuan Pasal B8 ayat (4) yang menya—
takan : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang-
nya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan
hukum dan mengindahkan norma—norma keagamaan,
kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggalil
nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan vansg

hidup dalam masyarakat.

Pendekatan Nilai terhadap tugas dan Kedudukan
Kejaksaan dalam SPP dalam UU No. 5 Tahun 1991
Pendekatan nilai dalam kerangka pende-
katan kebijakan berhubungan dengan nilai-nilai
budaya suatu masyarakat. Pendekatan nilai ter—
hadap tugas dan kedudukan Kejaﬁsaan dalam Sistem
Peradilan Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1881 dapat
dilihat dalam penjelasan umum atas UU No § Tahun
1991 sebagail berikut
- Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ke—
tentuan-Ketentuan Pokok  Kejaksaan dan Un-
dang-Undang No.18 Tahun 1961 tentang pemben-
tukan Kejaksaan Tinggi vang menetapkan
kedudukan, wewenang =dan tugas kej_aksaan dalam
kerangka sebagai alat revolusi dan @enem—

patkan kejaksaan dalam struktur organisasi
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c.

departemen sudah tidak sesuai lagi dengan
sistem ketatanegaraan yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap tugas

dan kedudukan Kejaksaan/Jaksa Agung dalam UU No. 5

Tahun 1991 dalam rangka mewujudkan supremasi hukum,

maka Penulis memberikan catatan sebagal berikut

1. Kedudukan kejaksaan secara institusional dan
personal sebagai lembaga pemerintah yang melaksa-
nakan kekuasaan negara di bidang penuntutan
(Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1981) telah
melanggar dan bertentangan prinsip-prinsip Kekua-
saan kehakiman/Sistem Peradilan Pidana vang bebas
dan mandiri (Pasal 24 dan 25 UUD 1945).

2. Tugas—tugas kejaksaan dibidang penyidikan ber-
dasarkan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1891 Jjo. Pasal
284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Jjo. U0 No. 3
Tahun 1971, UU No.7 Tahun 1855 dan sebagainya
bertentangan dengan nilai kepastian dalam sis-
tem peradilan pidana yang efektif dan efisien.

3. Pengangkatan, pemberhentian dan tanggung-Jjawab
Jaksa Agung kepada Presiden (eksekutif) dalam
Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1991  bertentangan
dengan prinsip independensi lembaga peradilan /

kehakiman.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991

dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia




Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan vaitu tanggal 22 Juli 1991. Untuk
melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991
tersebut Presiden melalui Keputusannya telah mene-
tapkan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991 tanggal 20

November 1991 jo. Keputusan Jaksa Agung Nomor

035/J.A/3/1892, vansg mencabut Keputusan Presiden

Nomor 86 Tahun 1982 tanggal 28 Desember 1982

Jo.

Keputusan Jaksa Agung No.118/JA/6/1983 tanggal

14 Juni 1982. Perubahan dalam Keputusan

Jaksa

Agung tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Mengadakan Jjabatan Wakil Jaksa Agung

dan

mengadakan Jaksa Agung Muda Perdata dan

Tata Usaha Negara.

- Susunan Organisasi Kejaksaan terdiri

Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa

dari

Agung

Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen,

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,

Jaksa

Agung Muda Tindak Pidana EKhusus, Jaksa Agung
Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa
Agung Muda Pengawésan, Pusat yang terdiri
dari Pusdiklat, Puslitbang, Pusopsin, Pusluh—

kum dan Pus instakrim dan Kejaksaan di




Daerah, yaitu : Kejaksaan Tinggi dan EKejak-
saan Negeri.

Jaksa Agung Muda membawahi Biro-Biro, vyaitu
Biro Pererncanaan, Biro Umum, Biro Kepega-
walan, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan dan
Biro Hukum dan Humas.

Jaksa Agung Muda Intelijen membawahi empat
Direktorat, vaitu : Direktorat Politik,
Direktorat Ekonomi dan Keuangan, Direktorat
Sosial Budaya dan Direktorat Produksi dan
Sarana Intelijen.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum membawahi
tiga Direktorat, yaitu Direktorat Tindak
Pidana Terhadap Keamanan ‘Negara dan Keter-
tiban Umum, Direktorat Tindak Pidana Terha~
dap Orans dan Harta Benda, Direktorat Tindak
Pidana Umum Lain.

Jaksa  Agung Muda Tindek  Pildana Khusus
membawahi tiga Direktorat, yaitu Direktorat
Tindak Pidana Ekonomi, Direktorat Tindak
Pidana Korupsi dan Direktorat Tindak Pidana
Subversi.

Jaksa  Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara membawahi tiga Direktorat, vyaitu
Direktorat Perdata; Direktorat Tata Usaha
Negara dan Direktorat Pemulihan dan Perlin~

dungan Hak.
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Jaksa Agung Muda Pengawasan membawahi lima
Inspektorat, yaitu Inspetur Kepegawaian dan
Tugas Umum, Inspektur Keuangan, Perlengkapan
dan Proyek Pembangunan, Inspektur Intelijen,
Inspektur Tindak Pidana Umum, Inspektur Tin-
dak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha

Negara.

2. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1989 tanggal 30

Juli 1999 jo. Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-

115/J.A/10/1888, yang mencabut Keputusan Presiden

Nomor 55 Tahun 1991 tanggal 20 November 1891 Jo.

Keputusan Jaksa Agung No.Kep-035/JA/3/1981.

Perubahan dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut

meliputi hal-hal sebagal berikut :

Mengadakan Jabatan baru yaitu Tenaga Pengkadi
pada Jaksa Agung Muda vang bertanggung-jawab
kepada dJaksa Agung Muda dan Tenaga Pengkajil
pada Kejaksaan Tinggi vang bertanggung Jawab
terhada Kepala Kejaksaan Tinggi vang jumlah-
nya bervariasi antara 3 - 5 orang sesual
dengan kebutuhan.

Mengganti nama Direktorat pada Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum Direktorat Pra
Penuntutan, Direktorat Penuntutan dan Di-
rektofat Upaya Hukum dan Eksekusi dan

Eksaminasi.




- Mengganti nama Direktorat pada Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus menjadi Direktorat
Penyidikan Direktorat Penuntutan dan Direk-

torat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi.

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan/Jaksa

Asung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, Juga

masih ada tugas dan wewenang jain yang tercantum

dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara

lain

a.

b.

Undang-Undang HNomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi
Pasal 8 vyang mengatur tentang wewenang
kepala Kejaksan Negeri untuk memberikan pertim-—
bangan grasi ;

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawin-—
an, Pasal 26 tentang wewenang jaksa untuk mela-
kukan pembatalan perkawinan yvang dilangsungkan
di muka pegawai catatan perkawinan vyang tidak

berwenang.

. Undang-tIndang Nomor 1 Tahun 1879 tentang

Ekstradisi Pasal 18 yang memberikan wewenang
kepada Jaksa Agung atau Kapolri untuk memerin-
tahkan penahanan yang diminta oleh negara lain
dengan alasan yang mendesak dan Pasal 36 ten-—
tang wewenang untuk memberikan pertimbangan
kepada Presiden, Pasal 27 tentang permintaan

kepada Pengadilan Negeri disertai dengan
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rertimbangan di daerah dimana orang tersebut
ditahan untuk memeriksa dan menetapkan dapat atau
tidaknya orang tersebut di ekstradisi dan Pasal
31 vang memeberikan wewenang kepada Jaksa untuk
menghadiri sidang dan memberikan pendapatnya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, Pasal 17 tentanz wewenang Jaksa
Agung untuk memerintahkan penangkapan dan pena-
hanan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Ang-

gota Mahkamah Agung atas persetujuan Presiden ;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentansg Keimi-

grasian Pasal 13 dan 20 yang memberikan wewenang
kepada Jaksa Agung untuk melakukan pencegahan

dan penangkalaan ;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1954 tentang Peru-

bahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Dalam Tata Cara Perpa-
jakan, Pasal 44 tentang kewajiban Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
Pajak untuk memberitahukan dimulainya penyvidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Persero-
an Terbatas, Pasal 117 tentang wewenang Kejak-
saan untuk mengajukan permohonan pembubaran
Perseroan Terbatas dengan alasan kuat Atelah

melanggar kepentingan umum.
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h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan Pasal 113 yang memberikan wewenang
kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidik-
an tindak pidana di bidang kerabeanan setelah
vang bersangkutan melunasi bea masuk yang tidak
atau kurans dibayvar ditambah dengan sanksi

administrasi.

i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang Pe-

nyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas
dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Pasal 18
vang memberikan wewenang kepada Eejaksaan
untuk menindak-lanjuti petunjuk adanya Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.

J. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 27
vang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung seba-
gai koordinator dalam Tim Gabungan Tindak Pidana

Korupsi.

Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1991 sampail
sekarang tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan UU
No. 15 Tahun 1981 baik pada masa berlakunya
HIR/RIB maupun pada masa berlakunya UU HNo. 8 Tahun
1981 KUHAP. Lembaga Kejaksaan yvang pada masa kekua-—
saan orde lama sampai dengan Tahun 1891 tidak
secara tegas disebutkan sebagai alat pemerintah

dalam UU No. b Tahun 1891 secara tegas KeJjaksaan
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dimasukan ke dalam lembaga pemerintahan yvang melak-
sanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Perbedaan pandangan tentang kewenangan untuk
menyidik khususnya terhadap tindak pidana khusus
seperti korupsi semakin tajam, contoh terhadap
perbedaan pandangan ini adalah pada awal berlakunya
9)8) No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik
Indonesia dimana Kepolisian menyidik dugaan kasus
korupsi di Bank Indonesia vyang diikuti dengan
penangkapan kepada tiga orang Direktur BI vang
diduga melakukan Tindak pidana Korupsi tersebut.

Arogansi sektoral antara Kejaksaan dan Kepo-
lisian vyang didasari pada pandangan pada masa
berlakunya HIR/RIB. mencapai puncaknya ketika aparat
kepolisian menangkap seorang Jaksa yvang melakukan
pemeriksan ‘tambahan terhadap saksi dalam kasus
terbunuhnya Nyo Beng Seng, dimana saksi tersebut
sudah lama menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang)
pihak kepolisian.

Selain kendala diantara sub sistem dalam
gsistem peradilan pidana, kejaksaan Juga harus
mengahadapi kendala campur tangan dari pihak
eksekutif sebagai konsekuensi Kejaksaan/Jaksa Agung
sebagai lembaga pemerintah / pembantu Presiden.
Kejaksaan Agung/Jaksa Agung benar-benar dimanfaat-
kan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan' sébagai

instrumen hukum untuk melindungi kepentingannya,
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contoh vang nvata adalah dalam Kasus 27 Juli 18997
di Jalan Diponegoro, dimana korban penyerbuan
kantor PDI dituntut sebagai Terdakwa sedangkan
penyverbunya tidak disentuh, Jjuga terhadap kasus Sri
Bintang Pamungkas yang mempunyai sikap politik vyang
berbeda dengan sikap pemerintah, juga kasus terha-—
dap aktivis vang lain seperti para pengurus
Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Ketidakmandirian Kejaksaan/Jaksa Agung terse-
but diakui oleh Suhadibroto, Mantan Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

“Sava kira rekan-rekan Jjaksa seangkatan saya

mengalami setidak-tidaknya merasakan betapa

Jaksa Agung dan lembaga vyang dipimpinnya

hanyut dalam suasana seperti yang digambarkan

oleh Menteri Kehakiman Muladi dalam harian

Kompas tansgal 29 Desember 1998 : pemerintah

telah menjadikan h&%gm sebagai legitimasi
kehendak penguasa.” :

Pendapat vang sama Jjuga dikemukan oleh Andi
Hamzah, sebagai berikut

“"Pengalaman membuktikan kemerosotan penegakan
hukum bersamaan dengan diubahnya status
kejaksaan diubahnya status Kejaksaan/Jaksa
Agung menjadi anggota kabinet, yvang menjadi
pembantu presiden dan dalam prakteknya menja-—
di alat pemukul dengan sarung tangan penega-
kan hukum.

173, Suhadibroto, Restrukturisasi Kejaksaan Buna Opti-

malisasi Pelaksanaan Tugas Peneaakkan Hukum Untuk Men jawab

Tantanqan Jaman, Makalah yang disampaikkan dalam Diskusi
Eanel tentang Frofil Keiaksaan di Ere feformazi dan - Globali-
sami, di Pusdiklat Kejagund Jakarta, tanggal 11-12 Januari
1999,
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Pada zaman Orde lama banyak tokoh menjadi
tahanan Kejaksaan Agung seperti Hamka, M.
Natsir, Mustakim, Princen, Muctar Lubis dil.
tanpa sidang pengadilan atas perintah Presi-
den karena dianggap lawan politik Presiden
Soekarno. Bahkan Muchtar Lubis ditangkap dan
ditahan hanya karena mengkritik Soekarno yang
kawin lagi. Karena sungguh enak memakail
Kejaksaan sebagail alat pemukiié4 maka Orde

Baru meneruskan praktek ini.”

Selain dipakai sebagai alat pemukul vang
efektif bagi pemerintah yang sedang berkuasa,
tugas dan kedudukan lembaga Kejaksaan/ Jaksa Agung
pada masa reformasi Jusga digunakan untuk melin-
dungi praktek-praktek KKN orde baru. Contoh pensg-—
gunaan Kejaksaan/Jaksa Agung digunakan untuk melin-
dungi EKKN selama orde baru terjadi pada saat
pergantian Jaksa Agung Soedjono Chanafiah Atmone-
gsoro, SH vyang melaporkan indikasi kuat keterli-
batan HMS dan sejumlah mantan pejabat orde baru
dalam praktek EKN dan menyarankan agar kasus
tersebut dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi
malah diberhentikan dari jabatannya selaku Jaksa
Agung dan digantikan oleh HM. Andi Ghalib, SH.
Kasus HMS. sendiri pada saat itu gempat dihenti-
kan penyidikannya {SP3).

Penggunaan Kejaksaan/Jaksa Agung sebagai alat
pemukul bagi musuh politik pemerintah yang berkuasa
dan untuk melindungi praktek KEN orang-orang
tertentu masih berlanjut sampai sekaransg.

134, Hamzah, andi, 2000, op.cit. hal.4.




B. KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM
DI INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG.

1. Kebijakan legislatif mengenai tugas dan kedudukan
lembaga Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kejak-
saan Republik Indonesia Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 5 Tehun 1991 tentang Kejak-
saan Republik Indonesia pada saat sekarang jusga sudah
tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan
masyarakat sehingga perlu disempurnakan. Usaha-usaha
untuk menyempurnakan vang sedang dilakukan pada saat
sekarang membuat Konsep Rancangan tentang UU Kejaksaan
yvang baru, melakukan pembahasan terhadap Rancangan
Undang-Undang tersebut dengaﬂ para pakar dan para
Jaksa.

Dalam sub pokok bahasan ini, Penulis akan
membahas Rancangan Undang-Undang Pokok Kejaksaan per
tanggal 28 Februari 2001. Terhadap‘ Rancangan tersebut
para peserta rembahasan sepakat bahwa Rancangan
Undang-Undang tersebut belum final dan masih perlu
diadakan pembahasan lagi.

Konsep Rancangan Undang—Undang Kejaksaan menga—
tur tugas dan kedudukan Kejaﬁsaan/Jaksa Aggng dalam
Sistem Peradilan Pidana untuk mewujudkan éupéemasi

hukum antara lain sebagai berikut
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a. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut
Kejaksaan adalah lembaga negara penegak hukum
vang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan negara
terutama di bidang penuntutan serta melaksanakan
tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah atau rengaruh
kekuasaan lainnya. (Pasal 2 ayat 1 Konsep RUU
Kejaksaan).

Jaksa adalah pejabat negara vang diberil wewenang
oleh undang-undang untuk bertindak terutama seba-
gai penuntut umum den pelaksana putusan penga-
dilan yvang telah memperocleh kekuatan hukum tetap
(Pasal 1 ayat 1 Konsep RUU Kejaksaan).

Jaksa adalah pejabat negara penegak hukum yang
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku
Kepala Negara atas usul Jaksa Agung (Pasal 8 ayat

1 Konsep RUU Kejaksaan)

Tugas Kejaksaan
Tugas Kejaksaan dalam Sistem Peradilan
Pidana adalah (Pasal 28 ayat 1 Konsep RUU Kejak-
saan)
(1) Melakukan penyidikan atau Ipenghentian
penyidikan terhadap tindak pidana ftefﬁentu

yvang merugikan keuangan negara dan atau
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membahayvakan keselamatan negara atau mere-
sahkan masyarakat dan atau vang sulit
rembuktiannya

(2) Melakukan penuntutan dan penghentian penun-—
tutan ;

(3 Melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap 3

(4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
putusan pidana bersyarat, putusan lepas
bersyarat dan pidana pengawasan ;

(5) Melakukan pemeriksaan tambahan untuk me-

lengkapi berkas perkara tertentu ;

Selain tugas dalam bidang pidana, Kejak-
saan juga mempunyal tugas dan wewenang di bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara (Pasal 28 avat 1
Konsep RUU  Kejaksaan), yaitu
(1) Mewakili negara atau pemerintah di dalam
atan di luar pengadilan, di dalam atau di
luar negeri dengan atau tanpa Surat Kuasa
Khusus ;

(2) Melaksanakan tindakan hukum tertentu demi
kepentingan umum berdasarkan peraturan per-

undang—undangan ;'
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Di bidang kebijakan penegakan hukum Ke-

jaksaan melakukan kegiatan (Pasal 28 avat 3

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

rKonsep RUU Kejaksaan), yaitu

Penelitian dan pengembangan serta statistik
perkara ;

Perancangan peraturan perundang-undangan ;
Penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran
berbudaya hukum ;

Intelijen Yustisial ;

Pengawasan aliran kepercayaan vyang dapat

membahayakan masyarakat dan negara ;

Kedudukan dan wewenang Jaksa Agung

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung-

jawab tertinggi kejaksaan vang memimpin dan

mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang

kejaksaan (Pasal 18 ayat 1 Konsep RUU Kejak-
saan) ;

Jaksa Agung adalah Jaksa Tentara Agung (Pasal
18 ayat 2 Konsep RUU Kejaksaan) ;

Jaksa Agung adalah pejabat negara tertinggi
di bidang penuntutan (Pasal 18 Konsep RUU

Kejaksaan) ;
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- Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden selaku Keprala Negara atas usul Dewan
‘Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pasal

19 ayat 2 Konsep RUU Kejaksaan) ;

Dalam Konsep Rancangan Perubahan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1991 +tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, Penulis memberikan catatan-

catatan sebagai berikut

1.

Jiwa dan semangat reformasi untuk mewujudkan
supremasi hukum dalam bidang struktur hukum
khususnya kejaksaan yvang mandiri secara
institusional maupun personal sangat tinggi,
hal ini dapat dilihat dalam

- perubahan terhadap lembaga kejaksaan dari

iembaga pemerintah (dalam UU No.5 Tahun
1991) menjadi lembaga negara penegak hukum
vang mandiri dalam melaksanakan kekuasa-
an negara terutama di bidang prenuntutan
serta melaksanakan tugas dan wewenang lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan
vang berlaku terlepas dari pengaruh kekua-
saan pemerintah atau pengaruh kekuasaan
lainnya (Pasal 2 ayat (1)

Memantapkan kedudukan Jaksa dari Tenaga
fungsional menjadi Pejabat negara (Pasal 8

ayat (1) ;




- Kedudukan Jaksa Agung sebagal pejabat
negara tertinggi bidang penuntutan vang
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
selaku Kepala Negara atas usul DPR (Pasal

19) ;

2. Dalam bidang penegakan hukum pidana adanya
semangat bahwa peran kejaksaan/Jaksa sebagai

dominus litis 135

dalam proses peradilan

pidana tanpa memisahkan fungsi penyidikan,

dengan tugas dan wewenang (Pasal 28 avat

(1) sebagai berikut :

- Melakukan prenyidikan atau penghentian
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
vang meruéikan keuangan negara dan atau
membahayakan keselamatan negara atau
meresahkan masyarakat dan atau yang sulit

pembuktiannya ;

- Melakukan penuntutan dan penghentian penun-

tutan ;

135, Dominus  Litis artinya orang vang mengendalikan
jalannya perkara, Palam perkara pidana penuntut amum diss—
hut Dominus Litis dalam pengertian bahwa berdasarkan asas
mportunitas (oeportuniteits beginselen) biasanya yang mena-
tapkan apakah diadakan tuntutan atau tidak dan mempunyail
pengaruh yang mensntukan jalannya  perkara (tetapi tidak
berlaky wntuk  bukum pidana militer) sampai kepada perkosm—
bangannya vang sudah lanjut. Hamzah, andi, kKamus Hukum,

FT. @Bhalia Indonesia, dJakarta, 1986, bhal.l37.
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datang.

~ Melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan vang telah mempercoleh kekuatan
hukum tetap ;

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
putusan pidana bersyarat, putusan lepas
bersyarat dan pidana pengawasan ;

- Melakukan pemeriksaan tambahan untuk

melengkapi berkas perkara tertentu ;

Adanya semangat untuk lebih berperan dalam
menentukan dan merumuskan kebijakan penegakan
hukum, vang meliputi tugas dan wewenang
Kejaksaan vang meliputi aspek intelijen vyus-
tisial penelitian dan pengembangan, peren-
canaan dan penyusunan peraturan perundang-
undangan penyuluhan hukum pengamanan terhadap
media masa dan pengawasan terhadap aliran
kepercyaan vang dapat membahayakan masyara-
kat dan negara dan lain-lain tugas dan wewe-
nang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yvang berlaku.

2  Rumusan/formulasi tugas dan kedudukan Kejaksaan/Jaksa

Agung dalam sistem peradilan pidana pada masa yvang akan
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Setelah mengetahul kebijakan legislatif menge-—
nai kedudukan lembaga Kejaksaan dalam Sistem Peradilan
Pidana dalam UU No. 15 Tahun 1961, UU No. b5 Tahun
1991 dan Konsep RUU tentang Kejaksaan (perubahan UU
No.5 Tahun 1991) dalam pembahasan poin b di atas,
terdapat beberapa hal yvang menjadikan kebijakan legls-
latif mengenai lembaga Kejaksaan dalam SPP belum mampu
menjamin terwujudnya supremasi hukum di Indonesia,

vaitu :

1. Kedudukan lembaga Kejaksaan/Kéjaksan Agung dalam
sistem ketatanegaraan Repﬁblik Indonesia
U0 No. 15 Tahun 1861 tentang ketentuan Pokok
Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan Kejaksaan
sebagai alat negara penegak hukum vyang bertugas
sebagai penuntut umum‘(Pasal 1 ayat (1), akan
tetapi dalam menyelenggarakan tugasnya dilakukan
oleh Departemen kejaksaan dengan Menteri/Jaksa
Agung sebagai pimpinannya (Pasal 5 ayat 1(a)}.
Undang-Undang ini secara tidak langsung menempatkan
kedudukan lembaga Xejaksaan/Departemen Kejaksaan
sebagai pembantu Presiden disatu pihak dan sebagai
alat negara penesgak hukum di pihak lain.
UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia menempatkan kedudukan lembaga‘l Kejaksaan
sebagai lembaga pemerintahan vang meléksépakan

kekuasaan negara di bidang penuntutan {Pasal 2),




vang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan
Tinggi dan Kejaksaan Negeri (Pasal 3) dengan Jaksa
Asung sebagai pimpinan tertinggi yang diangkat dan
bertanggung Jawab kepada Presiden (Pasal 19).
Undang-Undang ini 5elas—jelas menempatkan kedudukan
lembaga Kejaksaan/Jaksa Agung dibawah Presiden.
Konsep Rancangan UU tentang Kejaksaan
(perubahan atas UU No.5 Tahun 1991) menempatkan
kedudukan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga negara
penegak hukum yang mandiri dalam melaksanakan kekua-
saan negara terutama di bidang penuntutan serta
melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku terlepas
dari pengaruvh kekuaasaan pemerintah atau pengaruh
kekuasaan lainnya (Pasal 2). Kedudukan Jaksa Agung
adalah sebagai pejabat negara tertinggi di bidang
penuntutan yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden sebagai Kepala Negara atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pasal 19 ayat
(1) dan (2)). Konsep Rancangan UU tentang Kejak-
saan ini sudah lebih maju dalam menempatkan kedudu-
kan Kejaksaans/Jaksa Agung sebagai lembaga negara/
pejabat negara yvang diangkat dan bertanggung-jawab
kepada Presiden sebagail Kepala Negara dan mencoba
merumuskan kemandirian lembaga Kejaksaan secara

institusional.
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Berdasarkan rumusan tentang Kedudukan lembaga
Kejaksaan / Jaksa Agung dalam UU No. 15 Téhun
1961, UU No. 5 Tahun 1891 dan Konsep Rancangan UU
Kejaksaan (Perubahan UU No. b Tahun 1991) terdapat
ketidak-jelasan tentang kedudukan Lembaga Kejak-
saan/Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan yvaitu
antara dibawah kekuasaan legislatif, kekuasaan
eksekutif atau soebagai lembaga mandiri terlepas
dari kekuasaan eksekutif. Apabila mengacu kepada
Politik Hukum dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan sebagai salah satu
badan kehakiman jelas  berada dalam lingkup kekua-

saan yudikatif.

Kemandirian lembaga Kejaksaan/Jaksa Agung secara
institusional dan personal terhadap kekuasaan
lembaga negara lain dalam Sistem Peradilan Pidana.
UU No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan Pokok
Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 5 Tahun
1891 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum
merumuskan sama sekali tentang kemandirian Kejaksaan
/ Jaksa Agung secara institusional maupun personal
terhadap kekuasaan lembaga negara lain. Konsep
Rancangan UU Kejaksaan (perubahan UU No. 5 Tahun
1981) lebih maju karena sudah merumuskkan masa-
jah kemandirian Kejaksaan/ Jaksa Agﬁﬁg' terhadap

kekuasaan lembaga lain. Masalah kemandirian Lembaga
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Kejaksaan  Jaksa Agung dalam Sistem Peradilan
Pidana menjadi penting karena merupakan syarat
untuk dapat mewujudkan supremasi hukum segualil

dengan amanat Pasal 24 dan 25 UUD 1945.

Belum ada keterpaduan dan sinkronisasi antara UU
Kejaksaan dengan Undang-Undang vang lain seperti
Uou Kepolisian dan KUHAP.

Sistem Peradilan Pidana menghendaki adanya
keterpaduan (integrated) dan sinkronisasi (sincroni-
zation) antara sub sistem peradilan pidana yang
lain seperti Kepolisian, Hakim dan Lembaga Pemasya-
rakatan. UU No.B8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mencoba
mengintegrasikan sub-sub sistem dalam sistem pera-
dilan pidana dengan merumuskan secara tegas masing-
masing aparat penegak hukum/sub sistem dalam
sistem peradilan pidana dalam prakteknya Justru
mengalami kompartemenisasi diantara sub sistem
peradilan pidana. Ketidaksinkronan dan ketidakpaduan
dapat dilihat dari tugas dan wewenang Kejaksaan
dalam melakukan penyidikkan terhadap tindak pidana
khusus Dberdasarkan Pasal 284 avat (2) KUHAP Jo.
Pasal 29 UU No. 29 UU No. 5 Tahun 1981 jo. UU No. 3
Tahun 1971 tumpang tindih dengan tugas polri
untuk melakukan penyvidikan terhadap semua tindak

pidana ( UU No. 28 Tahun 1097 Pasal 14).
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Belum adanya kualifikasi tentang syarat-syarat untuk
dapat diangkat menjadi Jaksa Agung, baik‘ terhadap
integritas pribadi, kemémpuan teknis dan akademis,
maupun komitmennya terhadap penegakan hukum di
Indonesia.

Belum adanya kualifikasi tentang syarat-—
syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung
dalam UU No. 15 Tahun 1991 maupun dalam UU No.
5 Tahun 1991 tersebut menyebabkan Jaksa Agung yang
diangkat didasarkan kepada penilaian pribadi Presi-
den sebagai Kepala Pemerintahan berdasarkan hak
prerogatif. Berdasarkan pengalaman sejarah seba-
gian besar Jaksa Agung berasal dari orang luar
khususnya ABRI dan bukan merupakan jabatan karier,
hal ini dalam prakteknya sering menimbulkan campur-
tangan dari Presiden dan Pangab. Sebenarnya hal
tergsebut tidak akan menimbulkan masalah apabila
kualitas teknis, akademis dan profesionalitas serta
komitmennya terhadap penegakan supremasi hulkum
diakui, dan tidak langsung menduduki Jaksa Agung
akan tetapil menduduki Jaksa Agung Muda (JAM)
terlebih dahulu seperti vyang terjadi dalam Mahkamah
Agung dua orang calon Ketua Mahkamah Agung yaitu
Prof. Dr. Bagir Manan, SH dan Prof Dr. Muladi, SH.

harus menjadi Hakim Agung ﬁérlebih dahuluf
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Sebagai perbandingan di Belanda Seorang Guru
Besar Hukum Pidana Prof Nico Keijzer diaﬁgkat menja—
di Advocaat General (Jaksa Agung Muda) setelah
terlebih dahulu dinilai kapasitasnya oleh publik
setingkat dengan Jaksa Agung Muda (JAM).

Berdasarkan hal-hal dalam kebijakan legislatif
tentang Kejaksaan yvang belum dapat menjamin perwujudan
supremasi hukum di Indonesia, maka kebijakan legislatif
mengenai tugas dan kedudukan Kejaksaan/Jaksa Agung pada
masa yang akan datang menjadi sangat strategis karena
keinginan untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia
pada saat sekarang sudah sangat mendesak. Hal tersebut
disebabkan karena sejak Indonesia Merdeka sampai sekar-
ang hukum bersifat represif dan digunakan untuk kepen-
tingan kekuasaan politik/Pemerintah vang sedang berkua-
sa.

Dengan demikian kebijakan legislatif mengenail
tugas dan kedudukan lembaga Kejaksaan / Jaksa Agung
pada masa yang akan datang, harus memperhatikan hal-hal

sebagai berikut

a. Adanya rumusan/formulasi terhadap lembaga Kejaksaan/
Jaksa Agung dalam Sistem ketatanegaraan maupun
Sistem Peradilan Pidana.

Rumusan/formulasi terhadap lembaga Kejak-

saan/ dJaksa Agung tersebut menurut politik hukum
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dalam Pasal 24 dan 25 Undang Undang Dasar 1945
merupakan bagian/ sub sistem dari Sistem Kekuasaan
Kehakiman / Sistem Penegakan Hukum khususnya bidang
Pidana dengan Mahkamah Agung (MA) sebagai payung dan
mempunyal otoritas dalam Kekuasaan Kehakiman. Se-
hingga mengacu kepada politik hukum dalam Pasal 24
dan 25 UUD 1945 jelas bahwa Lembaga Kejaksaan meru-
pakan bagian/sub sistem dari Sistem Kekuasaan keha-
kiman Sistem Penegakan Hukum bidaﬁg Pidana sehingga
seharusnya lembaga / Kejaksaan / Jaksa Agung masuk

dalam ruang lingkup kekuasaan yudikatif.

. Adanya rumusan/formulasi terhadap kemandirian dan

kebebasan lembaga Kejaksaan / Jaksa Agung secara
institusional dan personal dari kekuasaan lembaga
negara lain dan kekuasaan politik.

Penegasan terhadap kemandirian dan kebebasan
lembaga Kejaksaan / Jaksa Agung secara Institusio-
nal dan personal terhadap kekuasaan lembaga negara
lain dan kekuasaan politik dalam rumusan undang-—
undang kejaksaan pada masa yang akan datang harus
tegas dan limitatif agar tidak ditafsirkan secara
sepihak oleh pemegang kekuasaan untuk mempertahan-
kan status quo. Pengalaman terhadap pelaksanaan
undang-undang kejaksaan &ang tidak secara tegas

merumuskan masalah tersebut pada akhirnya telah
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mengakibatkan lembaga Kejaksaan/Jaksa Agung menjadi
alat pemukul vang efektif bagi musuh-musuh politik

pemerintah vang sedang berkuasa.

Kebijakan legislatif terhadap tugas dan kedudukan
lembaga Kejaksaan/ Jaksa Agung pada masa yang akan
datang harus terpadu dan sinkron terhadap kebijak-

an legislatif vang mengatur lembaga penegak

‘hukum lain dalam Sistem Peradilan Pidana dan terha-

dap hukum acara pidana yang berlaku.

Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
{KUHAP) vang secara limitatif mengatur tugas dan
kedudukan masing-masing aparat penegak hukum dalam
Sistem Peradilan Pidana dalam prakteknya telah
menyebabkan terjadinyva gesekan terhadap hubungan
koordinasi terutama antara Kepolisian dan Kejak-
saan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
Topo Santoso tentang studi Tentang Hubungan Polisi
dan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sebelum
dan Seasudah Berlakunva Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana diperoleh fakta bahwa

"Dalam perdalanan, konfigurasi hubungan
antara Polisi dan Jaksa (seperti diatur dalam
KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1883) vang
bersama Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan -
sering digambarkan sebagai Sistem’ Peradilan
Pidana terpadu ternyata menghadapil masalah-
masalah vang berakibat tidak dicapainya

peradilan pidana yang cepat sederhana dan
biaya ringan serta tidak dicapainya rasa
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keadilan. Masalah-masalah itu antara lain
bolak-balikknya berkas dari Polisi ke Jaksa
dan sebaliknya tanpa waktu yvang jelas tidak
selesainya perkara karena berkas yang sudah
diserahkan Jjaksa tidak pernah kembali lagi ke
Jaksa penyerahan pemberitahuan dimulainyva
penvidikan bersamaan dengan berkas perkara
sehingga Jaks? gidak mengikutl dari awal dan
sebagainya." 3

Lebih lanjut dikatakkan bahwa pokok pang-
kal persaingan antara polisi dan Jjaksa tersebut
masih tetap perebutan wewenang dan profesionalisme.
Masing-masing merasa berkompeten dalam bidang penyi-
dikan. 197

Selain dengan Kepolisian Kejaksaan Jjuga
menghadapi permasalahan dengan Pengadilan / Hakim
dan Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaksanaan
putusan Hakim. Contoh yang nyata adalah kaburnya
Terpidana  kasus Ruislag Goro dan Bﬁlog Hutomo
Mandala Putra (Tomy Suharto) yang sampal sekarang
belum +tertangkap karena keterlambatan pihak penga-

dilan/Hakim menyerahkan salinan putusan Kasasi dari

1%4. Santoso, Topo, Polisi dan  Jaksa : Keterpaduan atau
Pergulatan, Fusat Studi Feradilan Fidana Indonesia, Depok,
2000, hal.153. :

137. ibid.




Mahkamah Agung kepada Terpidana atau Penasihat
Hukumnya, sehingga Kejaksaan dipersalahkan karena
mengulur-ulur waktu sehingga memberi kesempatan
terhadap Terpidana untuk melarikan diri.
Permasalghan—permasalahan tersebut terjadi
karena tidak adanyva keterpaduan dan sinkronisasi
terhadap kebijakan legislatif yang mengatur masing-
masing aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan
Pidana. Terhadap permasalahan tersebut Komisi II
DPR yang membidangi masalah hukum telah  melakukan
usaha-usaha antara lain bekerja sama dengan Pusat
Studi Sistem Peradilan Pidana untuk mempelajari
semua rancangan undang-undang dari Kejaksaan Kepoli-
sian, Advokat dan membuat draft rancangan undang-
undang tentang Sistem Peradilan Pidana sebagai

Undang-Undang Payung. 138

12, Hasil wawancara dengan Joko  Yahono, SH.MSi.,
Feneliti pada Fusat Studi Peradilan Pidana Indonesia pada
tanggal 28 Februari 20061,
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Adanya rumusan/formulasi terhadap kualifikasi ten-
tang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi
Jaksa Agung baik terhadap integritas pribadi,
kemampuan teknis dan akademis, maupun komitmennya
terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Rumusan / formulasi terhadap kualifikasi
tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi
Jaksa Agung baik terhadap integritas pribadi ke-
mampuan teknis dan akademis maupun komitmennya
terhadap penegakan hukum di Indonesia pada masa
sekarang dan vang akan datang menjadi sangat pen-
ting, karena selama ini Jabatan Jaksa Agung bersi-
fat politis. Jaksa Agung vang diharapkan mampu
menjadi penentu kebijaksanaan dalam penegakan hukum
pidana belum mampu menghilangkan pengaruh dari
pemerintah/Presiden, sehingga penegakan hukum pidana
dan upaya mewujudkan supremasi hukum menjadi sangat
tergantung kepada kemauan politik (political will)
Pemerintah/Presiden. Teknik vyang digunakan untuk

menyeleksi calon Jaksa Agung bisa dilakukan melaluil
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stansi

terhadap tugas dan kedudukan 1ls

Agung yvang akan datang juga haruj

bangan

fit and proper test seperti
pemilihan Hakim Agung dan Ket
harus dirumuskan dalam kebijs
U Kejaksaan yang akan datang)
faktor-faktor van

Selain

UU Kejaksaan selama i

sosial-politik masyarakat

Trend perkembangan kejshatan 1

tang, seperti white collar

cyber crime, organized crime
sebagainva.

Antisipasi tersebut bisa dj
memberikan rumusan/formulas

wewenang kepada Kejaksaan/Jaksa untuk

penyidikan atau memimpin pen]
ta—anggota vang terdiri dar]

komputer, internet dan sebag

vang digunakan untuk
uva mahkamah Agung dan
kan legislatif dalam
g terdapat dalam sub-
i, rumusan/formulasi
tmbaga Kejaksaan/Jaksa

s memperhatikan perkem-

, antara lain

bada masa yang akan da-
crime, computer crime,
money laundring dan
| lakukan dengan cara
i tentang tugas dan
me lakukan
ridikan dengan anggo-
dibidang

| para pakar

hinya. Atau memberikan




kepada lembaga Kejaksaan/Jaksa untuk menuntuﬁ berda-
sarkan  hukum—hukum kebiasaan vang berlaku di
lingkungan profesi selama belum ada hukum positif
vang berlaku yang mengatur masalah tersebut. Latar
belakang vang melandasi pemikirgn tersebut adalah
demi keberhasilan dalam penuntutan dan agar akibat/
kerugian terhadap kejahatan-kejahatan tersebut
dalam masyarakat bisa diminimalisasi. lebih Jauh
lagi, dengan pengaturan masalah tersebut di atas
dalam [§19] Kejaksaan vang baru, penegakan hukum
terhadap kejahatan-kejahatan tersebut berjalan

cepat dan kepastian hukum dapat tercapail.

. Arah perkembangan terhadap tuntutan otonomi daerah

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1899.
Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1989 tentansg
otonomi daerah maka kebijakan legislatif terhadap
tugas dan kedudukan Kejaksaan / Jaksa Agung pada
masa vang akan datang Juga harus diantisipasi.

Antisipasi tersebut bisa dilakukan dengan meninjau




kembali kedudukan Kepala Kejaksaan Negeri dalam
Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) dan memberikan
kewenangan yang lebih besar kepada Kepala Kejak-
Saan Tinggi untuk mengembangkan kebijakan dalam
sistem karier terhadap jaksa~jaksa_ vang ada di
wilayahnya sesuai dengan aspirasi/karakteristik

daerah otonom setempat.

Antisipasi terhadap Sumber Daya Manusia Kejaksaan
pada masa yang akan datang terhadap tuntutan perkem-
bangan ilmu dan teknologi, Kejaksaan/Jaksa  pada
masa yvang akan datang harus mempunyai kemampuan
teknis dan akademis (profesional), Integritas kepri-
badian dan Disiplin yang tinggi.

Antisipasi tersebut bisa dimasukan dalam rumusan/
formulasi yang mengatur masalah syarat-syarat untuk
dapat diangkat menjadi seorang Jaksa misalnya mema-
sukan syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang
Jaksa pada masa yang akan datang harus bgrpendidikan

minimal S5.II bidang hukum ditambah dengan péndidikan




kekhususan dan ketrampilan vang lain seperti perban-—
kan, money loundring, komputer dan sebagainya. Juga
bisa dimasukan dalam formulasi mengenai kesejahtera-
an/gaji dan tunjangan Jaksa yang memadai agar prak-
tek EKKN Dbisa diminimalisir. Dengan SDM Kejaksaan
yvang profesional dan kesejahteraan yang memadai
maka diharapkan Kejaksaan / Jaksa lebih maandiri

secara personal dan institusional.

Arah dan perkembangan terhadap tindak pidana yang
melibatkan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan.

Antisipasi tersebut dapat dilakukan dengan mem—
berikan kewenangan Kepada Kejaksaan Agung untuk
mengadakan renvidikan dan penuntutan terhadap
lembaga kepresidenan, karena berdasarkan pengalaman
sejarah terhadap lembaga kepresidenan penyelesaian
terhadap dugaan tindak pidana vang melibatkan
Presiden diselesaikan melalui jalur pglitik di

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).




BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan ten-
tang masalah sejauhmana kebijakan legislatif menegenai
kedudukan dan tugas Kejaksaan dalam Sistem Peradilan
Pidana selama ini dapat menjamin terwujudnya supremasi
hukum dilIndonesia dan Bagaimana kebijakan legislatif
terhadap kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana
pada masa yang akan datang untuk mewujudkan supremasi
hukum di Indonesia dapat disimpulkan
1. Kebijakan legislatif mengenai tugas dan kedudukan

Kejaksaan / Jaksa yang ada selama ini yaitu Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Pokok

Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang - Undang Nomor

5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum

menjamin terwujudnya supremasi hukum di Indonesia

karena bertentangan dengan prinsip-prinsip supremasi
hukum, yaitu :

a. Formulasi terhadap pengertian dan kedudukan Kejak-
saan/Jaksa Agung secara Institusional dan personal
sebagai lembaga pemerintah (eksekutif) dan sebagai
alat negara penegak hukum yang merupakan lingkup
kekuasaan Yudikatif dalam UU No. 15 Tahun 18961 dan
[8]8] No. 5 Tahun 18991 Dbertentangan dengaﬁ prinsip

pembagian kekuasaan dalam supremasi hukum.




b. Formulasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang
Kejaksaan dilakukan oleh Departemen Kejaksaan/
Menteri Jaksa Agung (UU No. 15 Tahun 1961) dan
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai
lembaga pemerintahan (UU No. 5 Tahun 1991) berten-—
tangan dengan prinsip adanya kekuasaan kehakiman
yang merdeka/terlepas dari kekuasaan pemerintah atau
kekuasaan lainnya dalam supremasi hukum.

¢. Formulasi terhadap pengakuan Kejaksaan untuk selalu
menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum
negara dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 1 ayat
(2) UU No. 15 Tahun 1961) dihapuskan dalam UU No.
5 Tahun 1991 sehingga pengakuan terhadap Jaminan
hak-hak asasi manusia dalam prinsip supremasi

hukum menjadi hapus.

2. Kebijakan legislatif terhadap tugas dan kedudukan

Kejaksaan/Jaksa Agung dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia pada masa yang akan datang dalam Rancang-
an Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2001 walaupun belum final sudah mengacu pada prin-
sip-prinsip supremasi hukun, vaitu :

a. Prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman vyang man-
diri/terlepas dari kekuasaan pemerintah/kekuasaan
lain, antara lain formulasi untuk - mewujudkan
lembaga Kedaksaan / Jaksa Agung yvang maﬂdiri dan

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun




pengaruh kékuasaan lainnva (pasal 2 ayat (1) UU
No.15 Tahun 1961), juga terhadap kedudukan Jaksa
Agung sebagal pejabat negara tertinggi di bidang
penuntutan dan sebagai Jaksa Tentara Agung (Pasal 18
avat 1 dan 2) dan tugas Kejaksaan dalam penuntutan
vang termasuk Jjuga tugas pra penuntutan sebagai
rangkaian kesatuan dan menempatkan kejaksaan / jaksa
sebagai dominug litis dalam peradilan pidana (Pasal
1 ayat 3 Jjo. Pasal 28) dan memberikan kedudukan
kepada Jaksa sebagai pejabat negara {Pasal 8).

b. Prinsip pembagian kekuasaan negara, walaﬁpun belum
secara tegas tentang kedudukan Kejaksaan/Jaksa
Agung sebagal bagian dari kekuasaan yudikatif, akan
tetapi usaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan
eksekutif sudah dirumuskan, yaitu sebagail pejabat
negara yang mandiri.

Walaupun sudah mengacu kepada prinsip-prinsip suprem-

asi Hukum, tetapi terdapat hal-hal yang belum secara

tegas diatur, yaitu : .

a. Rumusan/formulasi terhadap lembaga Kejaksaan/ Jaksa
Agsung dalam Sistem ketatanegaraan maupun Sistem
Peradilan Pidana.

b. Rumusan/formulasi terhadap kemandirian dan kebebasan
lembaga Kejaksaan / Jaksa Agung Secara institusional
dan personal dari kekuasaah lembaga negara lain dan

kekuasaan politik.
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c. Keterpaduan dan sinkronisasi tugas dan kedudukan
lembaga Kejaksaan) Jaksa Agung terhadap kebijakan
legislatif wyang mengatur lembaga penegak hukum
lain dalam Sistem Peradilan Pidana dan terhadap
hukum acara pidana yvang berlaku.

d. Rumusan/formulasi terhadap kualifikasi tentang
syarat—-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa
Agung baik terhadap integritas pribadi, kemampuan
teknis dan akademis, maupun komitmennya terhadap
penegakan hukum di Indonesia.

Selain hal-hal tersebut di atas fumusan/formulasi terhadap

tugas dan kedudukan lembaga Kejaksaan/Jaksa Agung dalam

Rancangan Undang-Unang KeJjaksaan Tahun 2001 jﬁga harus

memperhatikan perkembangan sosial-politik masyarakat,

antara lain :

a. Trend perkembangan kejahatan pada masa yang akan
datang, seperti : white collar crime, computer crime,
cyber crime, organized crime, money laundring dan
sebagainya, aehingga dalam menegakan hulkum | terhadap
kejahatan-kejahatan tersebut Kejaksaan mempunyai dasar
hukum dan tidak disalahkan.

b. Arah perkembangan terhadap Tindak Pidana yvang melibat-
kan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerin-
tahan vang belum diatur dalam undang-undang, sehingga
kedudukan Kejaksaan semakin jéias dalam sistem ketata-
negaraan tidak lagi sebagai alat/lembaga pemérintahan

dan Sistem Peradilan Pidana sebagai dominus litis.
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c.

Arah Perkembangan terhadap tuntutan otonomi daerah
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1398,
khususnya mengenal peninjauan kembali kedudukan
Kejaksaan di dalam lembaga Kemuspidaan.

Antisipasi terhadap Sumber Daya Manusia Kejaksaan pada
masa yang akan datang terhadap tuntutan perkembangan
ilmu dan teknologi, sehingga profesionalisme Kejaksaan/
Jaksa dapat ditingkatkan dan kemandirian Kejaksaan/

Jaksa dari pengaruh politik/kekuasaan juga meningkat .

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Penulis

menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1.

Kebijakan legislatif mengenai tugas dan kedudukan
Kejaksan/Jaksa Agung harus mengacu kepada prisip-
prinsip supremasi hukum, khususnya prinsip kemandiri-
an Kehakiman Pasal 24 UUD 1945 dimana badan-badan
Kehakiman termasuk Kejaksaan harus mandiri dan bebas
dari pengaruh Kekuasaan negara lain.

Kebijakan legislatif terhadap tugas dan Lkedudukan
Kejaksaan/Jaksa Agung harus mengintegrasikan dan meng-
sinkronkan dengan undang-undang yang lain seperti UU
Kepolisian yang baru, UU Advokat, UU Pokok Kekuasaan
Kehakiman yvang baru, KUHAP dan KUHP vang baru serta UU
tentang Sistem Peradilan Pidana sebagai ééyung dan

pembahasannya dilakukan secara bersama—-sama.
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